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ABSTRAK

Nama : Mohamad Ibrahim, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Judul : Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan

sita dan lelang oleh P.U.P.N/B.U.P.L.N (studi kasus putusan Mahkamah
Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)

Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan
kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan
tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang
dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada
bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh
manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan
dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat
hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan
putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan
adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti
berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang
kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang
diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah
diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus
menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan
hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana
lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah
sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
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ABSTRACT

Name : Mohamad Ibrahim, S.H.
Programme : Master of Notary
Title : The Legal Impact Toward The Vanishing Assets due to Confiscation

And Auctions Procedures Govern by PUPN/BUPLN (Case Study of The
Supreme Court Act Number 3285 K/PDT/2001)

Assets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners
of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which
is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State
Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non
performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how
significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions
assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the
assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the
normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision
over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and
afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research
demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the
auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the
auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has
the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal
remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not
vanishing included as to go on the auction what is left over.

vii
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Indonesia saat ini sedang giat-giatnya digalakkan mencakup
segala bidang kehidupan, baik materiil maupun non materiil. Pada bidang materiil kita
langsung dapat melihat hasilnya dalam bentuk nyata, misalnya dalam bentuk bangunan
perumahan, gedung perkantoran, bangunan bagi usaha industri, bangunan sekolah dan
lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang non materiil, pembangunan lebih difokuskan
pada pembangunan rohani dan mental bangsa Indonesia.

Sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945) alinea empat, bahwa tujuan umum bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan
melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dengan berbagai indikator diantaranya regulasi industri perbankan yang sehat dan salah
satunya adalah peranan perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di negara ini
melalui bank.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU

Perbankan), menjelaskan mengenai definisi bank, yaitu

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Lembaga keuangan bank menjalankan peranan penting dalam menunjang kesejahteraan
masyarakat salah satunya dalam.jasa pemberian kredit. Pemberian kredit dapat
dilakukan dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak
ketiga, atau dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Bagi dunia perbankan, peningkatan kualitas dan kuantitas perkreditan sejalan
dengan upaya-upaya perbaikan kualitas produk secara berkesinambungan. Hal ini
mengingat pada hakikatnya pemberian kredit adalah penanaman dana dalam bentuk risk
assets'. Oleh karenanyé, setiap pemberian kredit hendaknya dijiwai oleh asas
konservatif dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang
spekulatif dan berisiko tinggi.

Kredit yang diberikan oleh bank berupa sejumlah dana pinjaman sangat
diperlukan bagi masyarakat sebagai modal. Modal yang dibutuhkan oleh masyarakat
biasanya digunakan untuk keperluan usahanya. Makin besar jumlah modal yang
digunakan, makin luas jangkauan usaha yang dijalankan yang berarti makin besar pula
keuntungan dan/atau laba yang diharapkan dari usaha tersebut. Pinjamannya pun dapat

berupa sebagai modal dasar atau modal tambahan.

Dari segi hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) UU Perbankan, kredit
adalah

' H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 21.
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Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Untuk dapat dikemukakan 4 (empat) unsur kredit diantaranya kepercayaan, waktu, risiko
dan prestasi’.

Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 UU Perbankan)
dalam proses pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko,
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan
yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus
melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity),
modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (chance)’. Mengingat
bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila

berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur

mengembalikan hutangnya.

2 Prof. Abdulkadir Muhammad. SH, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 267.
3 Ibid., hal. 268.
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Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank dalam menyalurkan kreditnya
memegang erat prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapannya adalah bank
mengamankan kredit yang disalurkan dengan meminta agunan atau jaminan dari pihak
penerima kredit (debitur). Agunan yang dijadikan jaminan dapat berupa benda bergerak
maupun benda tidak bergerak.

Jaminan milik debitur atau pihak lain yang menjamin pelunasan utangnya
dilakukan pengikatan oleh pihak kreditur yaitu bank. Atas barang bergerak dapat
dilakukan hak yang melekat pada barang jaminan itu disebut Gadai. Barang jaminan itu
harus diserahkan dan dikuasai serta disimpan oleh bank sebagai kreditur. Apabila barang
jaminan itu tetap dikuasai oleh debitur sedangkan hak milik atas barang diserahkan
kepada kreditur, maka biasanya dilakukan pengikatan secara Fidusia sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nohmor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya
disebut UU Fidusia). Apabila barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan dilakukan
pengikatan secara Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang terkait

dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT)) dan didaftarkan pada bagian pendaftaran

tanah Kantor Pertanahan setempat.

Bank senantiasa mengharapkan kredit yang disalurkan dapat kembali dengan
lancar dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Tetapi bank juga menyadari adanya

risiko timbulnya kerugian dalam penyaluran kredit tersebut, yaitu apabila kreditnya

macet.

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008
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Apabila debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban dalam pelunasan hutangnya
kepada bank, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian terhadap kredit yang
bermasalah. Sementara itu pengertian kredit bermasalah menurut perbankan adalah
kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet, sedangkan secara umum
kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitornya tidak
memenuhi persyaratan yang dipexjanjikan“.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan secara hukum melalui dua cara,
yaitu negosiasi dan litigasi. Negosiasi dilakukan sebagai upaya menyelamatkan kredit
yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru, sehingga terhindar dari
rp_asalah. Sedangkan litigasi dilakukan apabila debitur tidak dapat bekerja sama dan
tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kredit, sehingga diajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri atau ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan
negara.

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada Bank Milik Negara
merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai Piutang Negara, karena Bank
Milik Negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung
dikuasai Negara. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara
atau badan-badan, baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara

berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun’. Piutang Negara menurut

4 Ibid., him. 276.
5 H.R Daeng Naja,. op. cit. hal. 345.
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asal penyerahannya pun salah satunya berasal dari bank milik pemerintah. Sehingga
apabila pada bank pemerintah memiliki debitur yang dikategorikan debitur kredit macet,
maka Negara melalui bank pemerintah mempunyai Piutang Negara yang harus
diselesaikan. Penyelesaian kredit pada bank pemerintah yang mempunyai Piutang
Negara dapat diusahakan melalui PUPN/BUPLN®,

Penyelesaian kredit macet Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)
perbankan dilakukan oleh PUPN yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp
1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN). Selain UU
PUPN, landasan hukum dalam mengurus piutang negara adalah Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor.21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara (selanjutnya disebut Keppres tentang BUPLN) dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya
disebut Kepmenkeu tentang PUPN).

Penjelasan UU PUPN ditegaskan bahwa tugas PUPN adalah

Menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif, dengan maksud agar
piutang negara tersebut dapat dengan cepat tertagih dan terselesaikan.
Kewenangan PUPN dengan menghasilkan produk putusan setingkat putusan
hakim dilembaga peradilan perdata yang sifatnya final dan dapat dilakukan tanpa

. melalui lembaga peradilan seperti menerbitkan surat pemyataan bersama, surat
paksa, sita dan lelang7.

¢ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, cet. IV, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), hal. 434.

7 H.R. Daeng Naja, op. cit., hal. 344.
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PUPN harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum melakukan
pengurusan piutang negara, sita dan lelang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PUPN
mengenai tugas PUPN, bahwa proses pengurusan akan dimulai dengan adanya
penyerahan terlebih dahulu dari penyerah piutang kepada PUPUN. Kemudian PUPN
menentukan besarnya piutang negara dalam jumlah yang sudah pasti sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU PUPN. Setelah
semuanya memenuhi syarat, diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
(SP3N) untuk melakukan kewenangan pengurusan piutang negara secara hukum beralih
kepada PUPN yang pelaksanaanya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelan_g Negara (KP2LN). KP2LN pun akan memberikan surat pangilan kepada debitur
untuk menyelesaikan hutangnya dan wawancara sampai tahap pembuatan surat
pernyataan bersama antara PUPN dengan debitur, sebagamana dimakasud dalam Pasal
10 UU PUPN. Apabila dalam tahap tersebut tidak diindahkan, maka PUPN melakukan
penyitaan dan eksekusi dengan cara penjualan di muka umum (lelang). Proses
kewenangan dalam menyelesaikan piutang negara diawali oleh BUPLN yang
berkoordinasi dengan PUPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN).

Pelaksanaan eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui penjualan umum atau
melalui penjualan dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b
UUHT :

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan title eksekutorial yang terdapat

dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
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iitentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang
pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditur-kreditur
lainnya.

dan Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia :

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) oleh penerima Fidusia;

b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan
penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi jaminan melalui penjualan umum lazim diseout lelang,.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga
secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang dan
harus dipimpin oleh Pejabat Lelang®. Sedangkan menurut M.T.G Meulenberg, seorang
Ahli Lelang Negeri Belanda dari Depertement of Marketing and Agricultural Market
Research dalam paper “Auctions in Netherlands : Experiences and Development”,
mengatakan bahwa Lelang adalah suatu media antara pembeli dan penjual yang
bertujuan utamanya untuk menemukan harga™®. )

Searah dengan perkembangan dunia perbankan lembaga-lembaga pembiayaan

lainnya yang tidak bisa lepas resiko kredit bermasalah, pelaksanaan dan pelayanan

® Drs. Wildan Suyuthi, SH, MH, Sita Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, cet.
1, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2004), hal. 43.

9 F.X Sutardjo. “Azas-azas yang Mendasari Lelang,” (Makalah disampaikan pada kuliah
Hukum Lelang, Depok, Agustus — Desember 2006), hal. 5.
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lelang barang jaminan dituntut untuk semakin ditingkatkan sesuai dengan perkembangan
dan perubahan budaya masyarakat, baik dari segi sarana dan prasarananya, sumberdaya
manusia pelaksanaannya, pengawasan pelaksanaannya maupun perangkat hukum yang
dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pelaksanaan lelang.

Perkembangan dan perubahan pelaksanaan lelang serta berbagai hal yang terkait
dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat tersebut dapat dilihat antara
lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undang yang
mengaturnya.

Peraturan perundang-undangan tentang Lelang di Indonesia diawali dengan
Vendu Reglement (Peraturan Lelang)Stb. 1908 Nomor 189 dan Vendu Instructie
(Intruksi Lelang) Stb. 1908 Nomor 190. Peraturan pelaksanaan untuk lelang dikeluarkan
oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang
kemudian menjadi dasar bagi diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan yang kemudian
dirubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor
40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan juga Keputusan Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 42/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Lelang.

Sisi positif yang terkandung dalam pelaksanaan penjualan barang secara lelang
antara lain adalah adil, aman, cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin adanya

kepastian hukum. Adil karena disaksikan pimpinan dan dilaksanakan oleh Pejabat
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Umum yang oleh Pemerintah yang bersifat independent. Cepat dan efisien, karena lelang
didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat hari
lelang dan pembayaran tunai. Harga wajar, karena menggunakan sistem penawaran yang
bersifat kompetitif dan transparan serta menjamin kepastian hukum, karena dilaksanakan
oleh Pejabat Lelang dan dibuat Risalah Lelang sebagai akta otentik.

Siapapun yang berminat menjual barang secara lelang harus mengajukan
permohonan tertulis ke Kantor Lelang (dalam oranisasi sekarang namanya Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atau disingkat KP2LN) ditempat
yang akan dilelane leiang tersebut pada dasarnya tidak dapat

ditolak oleh Kantor Lelang, kecuali permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam ketentuan lelang. Setelah pemohon lelang mendapatkan
persetujuan dari Kantor Lelang Negara, dilakukan pengumuman terlebih dahulu untuk
pelaksanaan lelang pada surat kabar harian. Pe.Vateancian lelang dilakukan oleh pejabat
lelang fo\litup dengan pe/nbayaran dan pelunasan oleh pemenang lelang.
Pelaksanaan lelang yang telah memenuhi ketentuan tidak dapat dibatalkan.

Lelang digunakan dengan berbagai sistem dalam pelaksanaannya salah satunya
melalui lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Lelang eksekusi pun dibagi menjadi
lelang eksekusi pengadilan dan lelang eksekusi PUPN. Lelang eksekusi pengadilan
adalah lelang untuk melaksanakan putusan hakim/penetapan pengadilan sebagai tindak
lanjut dalam perkara perdata khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lelang

eksekusi PUPN adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang negara yang

10
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wajib dibayar kepada negara/badan usaha milik negera yang baik dikuasai secara
langsung atau tidak secara langsung berdasarkan suat peraturan, perjanjian atau sebab
apapun, misalnya BUMN/BUMD, Departemen/Lembaga non Departemen yang diurus

oleh BUPLN/PUPN.

Seperti halnya kasus kredit macet antara Bank Mandiri ex Bank Bumi Daya
(selanjutnya disebut bank dengan debiturnya yaitu PT. IRADAT PURI (selanjutnya
disebut debitur) yang kreditnya tidak berjalan dengan baik. Atas kredit tersebut debitur
menyerahkan agunan sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada bank berupa tanah,
pabrik dan sebagainya. Kemudian muncullah kebijakan pemerintah yang merugikan
berjalannya usaha debitur, sehingga mengakibatkan usaha debitur mengalami
kemunduran.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut, debitur melakukan pembelian sejumlah
mesin, peralatan, dan sebagainya melalui leasing. Tahun berikutnya debitur mengalami
masalah baru yaitu terhadap kayu olahan milik debitur dilakukan penyitaan dan
penyegelan dengan alasan bahwa kayu-kayu milik debitur merupakan stock kayu illegal
oleh Kepala Dinas Kehutanan. Akhirnya debitur tidak bisa melunasi sisa pembayaran

hutang kepada bank.

Bank mengambil tindakan dengan memberikan kualifikasi sebagai kredit macet
atas nama debitur dan menyerahkannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara (selanjutnya disebut BUPLN) untuk diurus lebih lanjut. PUPN/BUPLN pun

melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan kepada debitur yang

11
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dinyatakan sebagai debitur kredit macet. Salah satu tindakan adalah
melakukan penyitaan atas barang-barang milik debitur berupa tanah, pabrik, perumahan,
stock kayu dan mesin-mesin pabrik, peralatan berat, yang termasuk dibelinya melalui
leasing. Tetapi, kemudian ternyata ada masalah pada barang-barang milik debitur yaitu

musnahnya beberapa barang-barang yang dijadikan jaminan setelah disita oleh

PUPN/BUPLN.

Beberapa jaminan milik debitur yang disita oleh PUPN/BUPLN mengalami
kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi selama dua kali yang memusnahkan gudang, kayu
dan pabrik milik debitur. Akhirnya debitur menggugat PUPNI'BlIiVY” atas peristiwa
tersebut. Debitur mcTvg,ctfiggap bahwa selama barang-barang jaminan debitur disita dan
disegel oleh PUPN/BUPLN, maka barang-barang tersebut berada di bawah kekuasaas\

PUPN/BUPLN dan sekaligus bertanggun”i®*~'& as peristiwa tersebut.

WPN/BUPLN pun akan melakukan pelelangan terhadap barang-barang milik
debitur kredit macet tersebut. Walaupun pelelangan masih dalam perencanaan saja,
debitur tetap tidak setuju akan rencana lelang. Debitur menganggap bahwa kelalaian

PUPN/BUPLN masih harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu terhadap

musnahnya barang-barang milik debitur.

Melihat kasus diatas, mengenai adanya gugatan debitur kepada PUPN/BUPLN
dan Bank atas musnahnya barang-barang sitaan yang akan dilelang, mengingat barang-
barang debitur musnah pada saat masih berada dalam kekuasaan PUPN/BUPLN selama

lelang belum dilakukan. Penulis merasa tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan

12
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Jjudul, “Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan
sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor

3285 K/Pdt/2001)”.

B. Pokok Permasalahan :
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana tanggung jawab PUPN/BUPLN térhadap musnahnya barang sitaan
yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung
“nomor 3285 K/Pdt/2001?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan
berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya

barang sitaan?
¢. Metode Penelitian
Penelitian merupakan-suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan

kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis

berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu
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sistem, sedangkan konsisten berarti penelitian dilakukan dengan taat asas 10. Untuk itu

penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder 11

2. Tipe penelitian.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Deskriptif analitif yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas,
rinci dan sistematis  mengenai permasalahan yang berhubungan dengan
kewenangan PUPN/BUPLN, perlindungan hukum terhadap debitur dan rencana
lelang terhadap musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh
PUPN/BUPLN atas putusan Svgvmg Nomor 3285 K/Pdt/2001.

bakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan cara menelaah

dan menganalisis berdasarkan peraturan-peraturan dan literatur-literatur serta teori-

teori yang digunakan sebagai analisis, kemudian dideskripsikan dalam satu bentuk

tulisan.

10 Sri Mamudiji, et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta : Badan

Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 2.
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, ed. 1-9, (Jakarta :

RajaGrafindo Persada, 2006). hal. 12.
12 Sri Mamudiji, et al., op. cit., hal. 4.
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Data dan sumber data.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan

mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, berupa peraturan

perundang-undangan tentang hukum jaminan dan lelang terutama yang

berhubungan dengan masalah pelaksanaan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN,

buku-buku, media internet, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan

dengan tesis ini.

Sumber data sekunder atau pustaka hukum ini diperoleh dari :

a.

bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa keputusan,
peraturan, petunjuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait dengan lelang,
Peraturan Pelaksanaan sita dan lelang oleh BUPLN sesuai dengan
pembahasan mengenai bantahan kreditur terhadap penundaan pelaksanaan
lelang, yang meliputi:
(1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
(2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
(3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
(4). Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
(5). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang terkait dengan tanah.
(6). Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara.

IS
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(7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk

Pelaksanaan Lelang.

(8).Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara.

9). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentan

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, makalah dan
artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

C. bahan hukum tertier berupa kamus hukum. B,

4. Pengumpulan data.

Pen<€vyc-uWi data dalam penelitian ini menggunakan studi yaitu studi

yang didapat dan peraturaiv dan peraturan perundang-undangan serta

'Deberapa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum jaminan dan

pelaksanaan sita dan lelang oleh BUPLN dengan cara membaca, mempelajari,

mengutip data tersebut untuk pembahasan4
5. Pengolahan data.
Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan

dan kekurangan. Jika telah sempurna maka data tersebut diklasifikasikan menurut
ljSoeijono Soekanto dan Sri Mamudiji, op. cit., hal. 13.

U Sri Mamudiji, et al., op. cit., hal. 30.
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bahasannya. Selanjutnya data disusun sesuai dengan kerangka bahasan yang
ditentukan, sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh kesimpulan.

6. Analisis data.
Data yang terkumpul dan telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data kedalam bentuk kelimat
secara sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai masalah yang

dibahas.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bagian atau
disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab dengan

bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab II merupakan bab pembahasan mengenai akibat hukum terhadap
musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh BUPLN, yang disajikan
mengenai teori-teori hukum dan tinjavan pustaka yang memiliki hubungan dengan
penelitian seperti menguraikan secara teoritis dan peraturan perundang-undangan yang
terdiri dari sub bab Pertama tentang Tinjauan Umum Hukum Jaminan Kebendaan yang
berisikan tentang, pertama mengenai Hak Tanggungan terdiri dari uraian mengenai

Pengertian Hak Tanggungan, Dasar Hukum Hak Tanggungan, Fungsi Hak Tanggungan,
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Asas-asas Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan dan kedua mengenai Jaminan
Fidusia yang terdiri dari Pengertian Jaminan Fidusia, Ruang Lingkup Jaminan Fidusia,
Asas-asas Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia. Sub bab Kedua tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN),
mengenai Pengaturan PUPN/BUPLN, Tugas dan Fungsi PUPN/BUPLN. Sub bab Ketiga
tentang Sita terhadap barang jaminan mengenai Sita Jaminan dan Sita Eksekusi. Sub bab
Keempat tentang Lelang mengenai Pengertian lelang, Dasar hukum lelang, Fungsi
lelang, Asas Lelang, Sistem lelang dan Prosedur lelai\%. Sub bab Kelima tentang
Analisis putusarv Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001 berisikan Kasus Posisi

Perkara berisikan Tanggung Jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan

yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara mahkamah agung nomor 32S5

K/Pdt/2001, perYmdungan hukum terhadap, <tefc>Ytwr atas musnahnya barang sitaan

berdasarkan putusan perkara mahkamah agung nomor 3285 K/Pdt/2001, dan

akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan

tersebut.

BAB Il : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dan apabi

la

terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam jawaban permasalahan maka akan

dimasukan kedalam saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan

hukum mengenai lelang di Indonesia .
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Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab tersebut diatas, dimuat pula daftar pustaka
yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis, dan terakhir adalah lampiran yang

berkaitan dengan penulisan tesis ini.
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BAB I
Akibat hukum terhadap musnahnya barang sitaan

atas tindakan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN

A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan Kebendaan

Salah satu kegiatan usaha bank adalah pemberian kredit. Pemberian kredit
merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang
umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap
penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan
dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) -yang terdapat dalam
berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini'>.

Pada dasarnya jaminan kredit dibagi terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan
kebendaan. Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan berupa
kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan
kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera
janji (wanprestasi)'® yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab-

kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KiJHPerdata).

1S M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 3.

16 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 211.
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Jaminan Kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun
hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan, baik si
debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban
debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).
Kreditur tersebut mempunyai kedudukan preferen yang didahulukan dari kreditur lain
dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek jaminan.

Jaminan kebendaan dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Gadai,
Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Pengaturannya pun terdapat dalam Buku Ke-
dua Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1178 KaUHPerdata dan beberapa pengaturan

lainnya. Tetapi untuk penulisan ini hanya akan membahas jaminan kebendaan mengenai

Hak Tanggungan dan Fidusia.

1 Hak Tanggungan

a). Pengertian Hak Tanggungan
UUHT memberikan definisi Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda

yang berkaitan dengan Tanah, yang selalu disebut dengan “Hak Tanggungan”, terdapat

dalam Pasal 1layat (1) UUHT, sebagai berikut:

“Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
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tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu

terhadap kreditur-kreditur lain™"".

Uraian diatas, ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di

dalam definisi tersebut. Unsur-unsur pokok itu ialah :

1.

2.

b).

(1).

Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.

Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-undang Pokok
Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Hak Tanggungan dapat bebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat
pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah itu.

Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap

kreditur-kreditur lain.

Dasar Hukum Hak Tanggungan
Hukum yang mengatur Hak Tanggungan adalah :
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (selanjutnya disebut UUPA):

'” Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 11.
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(2).

3).

a. Pasal 25 UUPA : “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani

hak tanggungan” 18
b. Pasal 33 UUPA : “Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan

dibebani hak tanggungan” 19

c. Pasal 39 UUPA : “Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan

dibebani hak tanggungan”20.
d. Pasal 51 UUPA : “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik,

hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39

diatur dengan undang-undang”2L

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)22.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaft"T"W.

(selanjutnya disebut PP 24/1997'23 %
MYEfturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum
Tanah, Cet. 17, (Jakarta : Djambatan, 2006), hal. 13 .
1 1bid., hal 15.

2 Ibid., hal 17.
2 Ibid., hal. 21.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 414.
23 Ibid.
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan
Menteri 3/1997)%.

(5). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Untuk menjamin pelunasan kredit-kredit
tertentu®.

(6). Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 UUHT, dinyatakan dalam Pasal 26
UUHT, bahwa peraturan mengenai hypotheek yang ada pada mulai berlakunya

UUHT berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan®.

c). Fungsi Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu kepada
kreditur-kreditur lain. Apabila debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan
berhak menjual melalui pelelangan, umum tanah yang dijadikan jaminan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangn yang bersangkutan, dengan hak mendahului
daripada kreditur-kreditur lain.

Adakalanya seorang kreditur menginginkan untuk tidak berkedudukan sama

dengan kreditur-kreditur lain, dalam hal-hal tertentu. Kedudukan yang sama dengan

2% 1bid.
25 Ibid.
26 1bid., hal. 415.
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kreditur-kreditur Jain (kreditur konkuren) itu berarti mendapatkan hak yang berimbang
dengan kreditur-kreditur lain dari hasil penjualan harla kekayaan debitur. Kedudukan
yang sama itu tidak memberikan kepastian akan terjaminnya pengembalian piutangnya?27.

Makin banyak kreditur dari debitur yang bersangkutan, makin kecil pula
kemungkinan terjaminnya pengembalian piutang milik kreditur. Bahkan yang paling
ditakutkan adalah ketika sesuatu hal debitur menjadi berada dalam keadaan insolven
(tidak mampu membayar utang-utangnya)28. Dan sebagai akibatnya, kemungkinan
dinyatakan oleh pengadilan debitur itu”*atuh pailit.

Uraian diatas, menciptakan perlu adanya perlindungan terhadap beberapa
kreditur yang diistimewakan. Pengadaan Hak- Tanggungan adalah untuk memberikan
kedudukan bagi seorang kreditur tertentu untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur
lain (kreditur preferen). Itulah pula tujuan dari eksistensi Hak Tanggungan yang diatur

oleh UUHT2.

d). Asas-asas Hak Tanggungan
Berdasarkan UUHT, maka Hak Tanggungan mempunyai asas-asas, antara lain

sebagai berikut:
Q). Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur

pemegang Hak Tanggungan (asas droit de preference).

27 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hal. 10.
28 lbid.
2 Ibid.
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).

Karakteristik yang pertama ini tidak hanya dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat
(1) UUHT dan Pasal 20 ayat (1) UUHT, tetapi pada bagian lain UUHT yaitu

Angka 4 Penjelasan Umum UUHT %

“bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak
menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak
mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Keduduka diutamakan tersebut
sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut
ketentuan hukum yang berlaku™"'.

Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kecuali diperjanjikan lain.

Maksudnya adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak
Tanggungan dan setiap bagian darinya. Telah dilunasinya sebagian dari utang
yang dijamin tidak terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak
Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak
Tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 ayat (1) UUHT).
Namun demikian dapat dikecualikan artinya Hak Tanggungan itu dapat hanya
membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum

dilunasi apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat (2) UUHT)*.

%% Ibid., hal. 16.

3! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum
Tanah, Cet. 17, (Jakarta : Djambatan, 2006), hal. 175 .

32 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. IV, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), hal. 411.

26

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



(3). Selalu mengikuti objek jaminan hutang dalam tangan siapapun objek tersebut
berada (droit de suite).
Walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik
pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi
jika debitur tersebut wanprestasi (Pasal 7 UUHT);3.

(4). Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian Accesoir.
Perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri.
Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian
induk (pokok)34. Perjanjian induk (pokok) bagi perjanjian Hak Tanggungan
adalah perjanjian hutang-piutang yang menimbulkan hutang yang dijamin.
Perjanjian Hak Tanggungan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya3%
(Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUHT).

(5). Asas Spesialitas.
Bahwa Hak Tan%<goffigan harus memenuhi asas spesialitas, misalnya nama,
identitas, domisili kreditur dan pemberi Hak Tanggungan. Selain uraian tersebut,

wajib juga disebut secara jelas dan pasti piutang yang mana yang dijamin dan

3 Ibid.,

3A Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 28.

3$ Muhamad Djumhana, op. cit.
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(6).

.

jumlahnya atau nilai tanggungannya, juga uraian jelas dan pasti mengenai benda-
benda yang ditunjuk menjadi objek Hak Tanggungan®® (Pasal 11 UUHT).

Asas Publisitas.

Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atas asas keterbukaan bagi pihak ketiga.
Realisasinya yaitu dengan cara didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan
tersebut, hal ini merupakan syarat mutlak untuk lahimya Hak Tanggungan
tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (Pasal 13 ayat
(1) UUHT)*. Pendaftaran Hak Tanggungan mempunyai sifat terbuka bagi
umum yang berkepentingan, termasuk data mengenai Hak Tanggungan
tersebut®®,

Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Menurut Pasal 6 UUHT dan penjelasannya, bahwa hak untuk menjual objek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu. perwujudan dari
kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan, atau
oleh pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu
pemegang Hak Tanggungan®. Tidak hanya itu saja, bahkan seorang kreditur
tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan melalui

gugatan perdata, tetapi dengan adanya irah-irah dengan kata-kata “DEMI

36 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 419.
37 Muhamad Djumbhana, op. cit., hal. 412,

3% Boedi Harsono, op. cit., hal. 420.

% Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 47.
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KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal
14 UUHT. Pemegang Hak Tanggungan dengan kedudukan yang diutamakan
berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas hutang debitur dari

hasil penjualan atas objek Hak Tanggungan (Pasal 6 UUHT)40.

e). Eksekusi Hak Tanggungan
Hak Tanggungan bertujuan uutuk menjamin utang yang diberikan pemegang

Hak Tanggungan kepada debitur. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan Pasal

20 UUHT:

2). Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objEK\N\*E£ungail

sebagaimana dalam Pasal 6
Ifle eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana

dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT.
Melihat uraian diatas, maka tanah (hak atas tanah) yang dibebani Hak Tanggungan itu
berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak

Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas

penjualan tersebut.

40 Boedi Harsono, op. cit., hal. 455.
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Pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu melalui pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan. Penjualan melalui
pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada
kreditur-kreditur lainnya (Pasal 20 ayat (1)) UUHT). Berdasarkan penjelasannya pun
perwujudan dari kemudahannya yang disediakan oleh undang-undang ini bagi para
kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi®'. Eksekusi
pelelangan digunakan agar penjualan itu dapat dilakukan secara jujur*? dan diperoleh
harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan yang dijual®.

Selain melalui pelelangan, dimungkinkan penjualan dibawah tangan terhadap
objek Hak Tanggungan. Penjualan dibawah tangan yang dimaksudkan dalam rangka
eksekusi objek Hak Tanggungan diperlukan persetujuan pemberi dan pemegang Hak
Tanggungan (Pasal 20 ayat (2) UUHT). Pelaksanaannya dapat dilakukan setelah lewat
waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi Hak Tanggungan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat
kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta

tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) UUHT). Persyaratan

M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 46.

# Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 164.

“Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 458.
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tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya
pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari pemberi Hak

Tanggungan44.

Dari adanya dua cara penjualan terhadap eksekusi objek Hak Tanggungan
tersebut diatas, untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya akan
menggunakan eksekusi objek Hak Tanggungan dengan cara penjualan melalui

pelelangan umum.

2. Jaminan Fidusia
a). Pengertian Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia telah di*urssk.'an Indonesia sejak masa Hindia Belanda
suatu bentuk lembaga jaminan yang memw”Vinkan kepada pemberi Fidusia
untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang
dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan Fidusia.
Menurut asal kata, Fidusia berasal dari katafides yang berarti “ kepercayaan”4\
Memang hubungan hukum antara debitur pemberi Fidusia dan kreditur penerima Fidusia

merpakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

4M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 47.

% H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 276.
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Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) memberikan pengertian tentang
Fidusia dan Jaminan Fidusia :

- Pasal langka 1UU Jaminan Fidusia :
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam

penguasaan pemilik benda”46.

Pasal 1angka 2 UU Jaminan Fidusia :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimksud dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”47.

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia.
Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia
adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk Fidusia.

Fidusia yang diberikan UU Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa dalam
Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu teijadi atas dasar
kepecayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam
penguasaan pemilik benda.

46 Indonesia. Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999.
47 1bid,.
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Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara constitutum
possesorium . Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan
melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan Penerima Fidusia.
Penyerahan secara constitutum possesorium berarti barang jaminan kredit atau barang

Fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur .

b). Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Lembaga Jaminan Fidusia lahir pertama-tama dari yurisprudensi di Belanda,
yaitu dengan dikeluarkannya keputusan oleh Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 29
Januari, yang dikenal dengan Bierbrouwerij Arrest. Sedangkan di Indonesia sendiri
lembaga Jaminan Fidusia sendiri untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam
keputusan Hooggerechtsh of (HgH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam peikara antara

Batciafsche Petroe-um Maatschappij (BPM) dewgftftYfcclro Clignett

Perkara BPM melawan Pedro Clignett terjadi ketika Pedro Clignett meminjam
uang dari BPM dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan.
Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir
jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM,
sampai akhirnya kejadian tersebut terjadi, namun ditolak Clignett dengan alasan bahwa
perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi
karena barang gadai dibiarkan tetap berada dibawah kekuasaan debitur maka gadai
tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPdt. Putusannya HgH menolak
alasan Clignett karena menurut Hgh jaminan yang dibuat BPM dan Clignett bukanlah
gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau Fidusia yang telah

48 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Cet. I,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 127.
M H.R Daeng Naja., Loc. ¢ ithal. 279.
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diakui oleh Hoge Raad (HR) Belanda dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignet diwajibkan
untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM*,

Setelah adanya keputusan Hgh itu, Fidusia selanjutnya berkembang baik di
Indonesia. Lembaga Jaminan Fidusia kini diatur melalui peraturan perundang-undangan,
yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan
diberlakukannya UU Jaminan Fidusia tersebut, pengikatan jaminan utang yang
dilakukan melalui Jaminan Fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya.

Dalam undang-undang ini barang sebagai objek Jaminan Fidusia disebut benda.

c). ' Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Pasal 2 UU Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya UU
Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan membebani
benda dengan Jaminan Fidusia®'.

Rumusan diatas dipertegas kembali yang dimuat dalam Pasal 3 UU Jaminan
Fidusia, bahwa UU Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhada.p :
a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan

perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut

wajib didaftar.

0 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., op. cit., hal. 120,
3! Ibid., hal. 131.
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Penjelasan mengenai uraian diatas, diatur dalam penjelasan Pasal 3 huruf a UU
Jaminan Fidusia, bahwa berdasarkan ketentuan ini, bangunan diatas tanah milik
orang lain yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan UU
Hak Tanggungan (UUHT), dapat dijadikan objek Jaminan Fidusial2.

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran dua puluh M3 atau
lebih

C. Hipotek atas pesawat terbang.

d. Gadai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 4 serta Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, dapat
dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat
dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda
benvujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun

tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan Hak

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT atau Hipotek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 314 KUHPdLt.

d). Fungsi Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia memegang peranan penting dalam dunia perbankan khususnya
pemberian kredit. Melalui Jaminan Fidusia dengan cara pengalihan hak kepemilikan

semata-semata digunakan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan seterusnya

5 M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 52.
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dimiliki olch Penerima Fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia®.

Biasanya kredit yang diberikan oleh bank diperlukan perusahaan-perusahaan
untuk kehidupan usahanya. Perusahaan yang diberikan kredit oleh bank pun
memberikan barang-barang persediaannya dan piutang-piutangnya baik yang sudah ada
maupun yang masih akan ada sebagai barang jaminan, dengan masih tetap menguasai
barang-barang persediaan tersebut.

Fidusia juga dipergunakan sebagai jaminan dalam pembelian benda bergerak.
Jika pada pembelian benda bergerak™®, dimana si pembeli tidak mempunyai uang yang
cukup untuk membayar secara kontan, maka. c}engan persetujuan si penjual, harga
barang-barang itu dapat dibayar secbagian atau keseluruhannya dengan peminjaman
kredit dari pihak ketiga, dengan Jaminan Fidusia atas barang-barang tersebut.

Bahkan sesuai dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, bahwa eksekusi terhadap
benda Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia apabila debitur cidera
janji. Ini menandakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka barang-barang atau
benda-benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dapat di kuasai oleh
Penerima Fidusia sebagai pengganti atas tidak terpenuhinya hutang debitur atau Pemberi

Fidusia kepada Penerima Fidusia.

53 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., op. cit., hal. 130.

34 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan
Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Yogyakarta
: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulak Sumur, 1977), hal. 44.
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d). Karakteristik Jaminan Fidusia

1 Perjanjian Assesoir.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwaJaminan
Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujudmaupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ini berarti UU Jamina Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah
agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada Penerima Fidusia® y hak yang didahulukan terhadap kreditur

Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likudasi Pemberi Fidusia
(Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia)5b.

Melihat uraian diatas, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Jaminan
Fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir? Yang melahirkan hak yang bersifat

‘persoonlijk’ (perorangan) bagi kreditur56.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa Jaminan
Fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., op. ¢ ithal. 124.
% Ibid,.
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suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian

Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut *';

a. sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.

b. Keabsahannya semata-mata sitentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.

c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang
disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

2. Sifat Mendahului (Droit de Preference) dalam Jaminan Fidusia.

Sama halnya seperti hak agunan atas kebendaan lainnya, Hak Tanggungan yang
diuraikan diatas, maka Jaminan Fidusia menganut prinsip “droit de preference”. Sesuai
ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal
pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hal yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah hak Penerima
Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahulukan kreditur-

kreditur lainnya. Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, hak

_yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia.
Jadi dapat dikatakan bahwa uraian diatas berhubungan dengan ketentuan bahwa

Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di

57 Ibid., hal. 125.
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samping itu, ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi
3. Droit de Suite.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan
yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia).

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip ‘“droit de suite” yang telah
merupakan bagian dari peraturan penindang-undangan Indonesia dalam kaitannya
dengan hak mutlak atas kebendaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan
terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 UU Jaminan Fid&&\&

e). Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam
melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia
menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

3B Ibid., hal. 126.
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b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima
Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan.

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapar diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh
harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan
umum diperkirakan tidak akan menghasilkan hargz{ tertinggi yang menguntungkan baik
Pemberi ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan
asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat
jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal
29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia.

Dari dua cara eksekusi tersebut, Penulis hanya akan membahas eksekusi benda
yang dijadikan objek Jaminan Fidusia yang akan dilakukan rencana pelelangan umum

saja. )
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B. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara (BUPLN)

1. Pengaturan PUPN/BUPLN

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan panitia interdépartemental
yang bertugas mengurus piutang negara/kredit macet bank pemerintah yang telah
diserahkan pengurusannya kepada instansi pemerintah atau badan-badan yang secara
langsung atau tidak langsung dikuasai negara.

Landasan hukum PUPN dalam mengurus piutang negara/kredit macet bank
pemerintah adalah Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN). Selain itu, dalam menjalankan
operasionalnya PUPN berpedoman kepada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara.

Penjelasan UU PUPN menerangkan bahwa tugas PUPN adalah menyelesaikan
kredit macet bank pemerintah secara singkat dan efektif, dengan maksud agar kredit
macet tersebut dapat dengan cepat tertagih. Untuk itu, kepada PUPN diberikan suatu
kekuasaan khusus dalam menetapkan dan menerbitkan Surat Pernyataan Bersama (PB),
Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan dan lelang.

Perkembangan PUPN saat ini menjadi sangat pasif bahkan tidak berfungsi. Hal
ini terjadi dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
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tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disebutkan bahwa Piutang
Negara Perusahaan Negara/Daerah untuk selajutnya dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan
Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksananya. Dengan demikian, maka piutang
negara yang berasal dari bank milik pemerintah dapat secara sendiri mengurus
penyelesaian kredit macet tanpa melalui PUPN lagi.

Selain PUPN, ada pula lembaga pelaksana pengurusan piutang negara yaitu
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). BUPLN dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Keppres BUPLN), yang
dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Presid_en Nomor 177 Tahun 2000 serta
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 menjadi Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara (Dirjen PLN).

Pasal 2 Keppres BUPLN, menerangkan mengenai tugas dan wewenang BUPLN.
Tugas BUPLN adalah melaksanakan atau menyelenggarakan pengurusan piutang negara
dan pelayanan lelang berdasarkan pelaksanaan tugas PUPN maupun pelaksanaan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Badan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan.

Pelaksanaan tugas operasional BUPLN dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) yang

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri
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Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 telah digabung menjadi Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara (KP2LN).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tugas PUPN berbeda dengan
BUPLN. PUPN merupakan pihak yang melakukan pembahasan, penataan, pengurusan
dan pengawasan terhadap piutang negara. Sementara itu, BUPLN hanya sebagai

pelaksana dan operasional dari apa yang sudah diputuskan dan dibahas oleh PUPN.

2. Tugas dan Kewenangan PUPN/BUPLN
Berdasarkan Pasal 8 UU PUPN, yang dimaksud dengan piutang negara adalah
jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan,
perjaniian atau sebab apa pun.
Piutang negara menurut asal penyerahannya dibagi dalam dua kategori, yaitu 59:
1). Piutang negara perbankan yang penyerahannya berasal dari bank-bank milik
pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah); dan
2). Piutang negara non perbankan yang penyerahannya berasal dari instansi
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non perbankan, Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) non perbankan, yayasan dan lain-lain.
Piutang negara yang penyerahannya berasal dari bank milik pemerintah dapat
berasal dari salah satunya adalah kredit macet pada bank pemerintah. Suatu kredit pada

5H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 345.
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debitur dapat dinyatakan sebagai debitur dengan kredit macet apabila sudah digolongkan
ke dalam indikator berdasarkan aspek-aspek tertentu dan terukur yang ditetapkan oleh
suatu peraturan perbankan dan menghasilkan kolektibilitas. Kolektibilitas yaitu keadaan
pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat
kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut®.

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik
pemerintah merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara,
karena bank milik pemerintah merupakan salah satu badan yang secara langsung atau
tidak langsung dikuasai pemerintah atau negara®. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU
PUPN, penyelesaian kredit bank milik pemerintah dapat diusahakan melalui PUPN.

Pada penjelasan Pasal 4 UU PUPN dinyatakan bahwa piutang negara pada
tingkat pertama, secara prinsip upaya penyelesaiannya menjadi kewajiban dan tanggung
jawab dari penyerah piutang. Jika upaya-upaya yang telah ditempuh tidak juga berhasil,
diserahkan pengurusannya kepada PUPN®,

Melalui UU PUPN, PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah
diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan
demikian, bagi bank milik pemerintah penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan

melalui PUPN.

0 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. IV, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), hal. 42Y.

¢! Ibid., hal. 434.

2 Ibid,.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah disebutkan bahwa Piutang Negara Perusahaan
Negara/Daerah untuk selajutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara
beserta peraturan pelaksananya. Dengan demikian, maka piutang negara yang berasal
dari bank milik pemerintah dapat secara sendiri mengurus penyelesaian kredit macet
tanpa melalui PUPN lagi.

Namun dalam hal ini akan diuraikan mengenai tugas PUPN dalam

menyelesaikan pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet pada bank

milik pemerintah berdasarkan UU PUPN.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet oleh kreditur yaitu bank
kepada PUPNTfB\J?LN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh
tempo yang tercantum dalam dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan
kredit. Setelah pengurusan dan penyelesaian kredit macet ditangani oleh
PUPN/BUPLN, maka yang menjadi pihak yang berpiutang adalah negara dan
bukan lagi bank. Untuk itu, maka PUPN/BUPLN bertindak sebagai penguasa

yang melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik dan keputusan
PUPN/BUPLN ini bersifat eksekutorial63.

Kewenangan PUPN menurut UU PUPN, terutama diatur dalam Pasal 4 dan 5

dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, antara lain 64:

63 Ibid., hal. 437.

&4 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta
. Sinar Grafika, 2006), Cet. 2, hal. 370.
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- membahas pengurusan piutang negara yang harus dibayar kepada instansi-
instansi pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara yang modal atau
kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara, baik di pusat maupun di
daerah;

- melakukan pengawasan-pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit
yang dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Usaha
Milik Negara, baik di pusat maupun di daerah.

Tugas PUPN bukan mengadili tetapi melakukan pengurusan, penataan dan
pengawasan. Dengan Kkata lain, tugas utama PUPN ialah “inkaso™, yakni melindungi
dan menagih pembayaran piutang negara agar segera dapat dikembalikan debitur ke kas
negara yang bersangkutan. Hanya saja tindakan inkaso yang dilakukan PUPN memiliki
ciri yang hampir sama dengan penagihan grosse akta®®. PUPN dapat menagih langsung
tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan. Undang-undang memberi hak
khusus yang berdiri sendiri kepada PUPN dalam pengurusan, penataan, pengawasan dan
penagihan piutang negara.

Kemudian untuk memperoleh kepastian penyelesaian kredit macet, PUPN

7 membuat

mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, yaitu
“Pernyataan Bersama” (PB) antara Ketua PUPN dengan pihak debitur, tentang 68 jumlah

kewajiban (pengakuan hutang) debitur, waktu pemenuhan pelunasan kewajiban.

65 Ibid,.
%6 Ibid,.
67 Ibid, hal. 371.
%8 Ibid,.
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Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 10
UU PUPN.

PUPN/BUPLN pun mempunyai kewenangan melakukan penagihan sekaligus
dengan Surat Paksa dan sebagai landasan operasionalnya PUPN/BUPLN diatur
sebagaimana dalam Pasal 11 UU PUPN yang memberlakukan ketentuan Pasal 1, Pasal
3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 63 Tahun 1959 tentang
Penagihan Pajak Negara yang telah mengalami perubahan terakhir Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian kewenangan tersebut diatas, maka PUPN dalam
pengurusan piutang negara dilaksanakan sesuai dengan asas “parate eksekusi“09. Parate
Eksekusi yang dimiliki PUPN/BUPLN memberi wewenang untuk melaksanakan sendiri
\e\ang tanpa campur tangan Pengadilan Negeri. Melalui Surat Paksa tersebut,
PUPN/BUPLN berhak memerintahkan dan melaksanakan lelang terhadap harta

kekayaan (barang jaminan) milik debitur. Hanya penjualan lelangnya tetap tunduk
kepada ketentuan Peraturan Lelang/Vendu Reglegment Stb 1908 Nomor 189. Oleh
sebab itu, segala tindakan dan perintah yang dilakukan dan ditetapkan PUPN/BUPLN
adalah sah dan mengikat kepada semua pihak, termasuk pengadilan dan Pengadilan
Negeri tidak berwenang mencampuri apalagi membatalkannya.

Sistem pengurusan kredit macet pemerintah yang dilaksanakan KP2LN

merupakan alat bantu bagi pemantauan proses pelaksanaan dan permasalahan

@ Ibid,.
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pengurusan kredit macet bank pemerintah. Pelaksanaan tugas dan wewenang untuk
menarik semua kredit macet pemerintah telah diserahkan kepada satu badan yaitu

PUPN/BUPLN.

3. Prosedur Pengurusan Piutang Bank Pemerintah.

Pengertian bank pemerintah dapat diartikan apabila dilihat dari kepemilikannya.
Segi kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang
dimiliki bank yang bersangkutan. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta
pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau
negara, sehingga keseluruhan keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula7°. .

Bank pemerintah pun layaknya bank pada umumnya melakukan kegiatan usaha
bank, yang salah satunya adalah pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank
didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan
pemberian kepercayaan kepada nasabah atau debitur. Oleh karena pemberian kredit
yang dilakukan bank atas dasar kepercayaan, maka perlu adanya prinsip kehati-hatian
dengan memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan demi menjaga keamanan dari
suatu kredit. -

Berkenaan dengan pemberian kredit oleh bank, pasti menghadapi masalah
kredit macet. Kredit macet pada bank merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu

sendiri, yaitu berupa tingkat kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, bank wajib

7% Kasmir, SE, MM, Pemasaran Bank, Ed. 1, cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 19 -
20.
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menghindari dan melakukan penyelesaian dari kredit macet. Penyelesaian kredit macet
khususnya pada bank pemerintah atau negara dilakukan melalui panitia khusus yang
dinamakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998 jo. Keputusan Kepala BUPLN
Nomor Kep-11/PN/1999 tentang prosedur pengurusan kredit macet bank pemerintah
dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a). Penyerahan Pengurusan Kredit macet Bank Pemerintah

Penyerah piutang/kreditur menyerahkan pengurusan kredit macet secara tertulis

kepada PUPN/BUPLN melalui Kantor Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)

disertai dengan data/dokumen piutang yang lengkap,
b). Penerimaan Pengurusan Kie&Yt Macet Bank Pemerintah.

Keabsahan dan kelengkapan syarat-syarat akan diteliti dan dianalisis kembali
termasuk juga apakah jumlah hutang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus
piutang negara perbankan besarnya piutang negara harus sesuai dengan peraturan
kolektibilitas kredit Bank Indonesia7l Apabila ternyata jumlah hutang tidak sesuai
denga peraturan yang berlaku pihak KP2LN akan mengkonfirmasikan kembali kepada
penyerah piutang.

Apabila syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi melalui penelitian dan atau

lebih diketahui adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, dalam kasus piutang

7L H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 346.
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negara perbankan besarnya piutang negara harus sesuai dengan peraturan kolektibilitas
kredit Bank Indonesia. maka Ketua PUPN akan menerbitkan SP3N, yaitu Surat
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, dan akan ditandantangani oleh Ketua PUPN.
Penerbitan SP3N ini, pengurusan kredit macet pemerintah secara formal beralih kepada
PUPN/BUPLN dan penyerah piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli
kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada KP2LN.

c). Pelaksanan Pengurusan Kredit Macet Bank Pemerintah.

1). Pemyataan Bersama

Sesuai Pasal 10 UU PUPN, Pemnyataan Bersama diartikan sebagai pengakuan
atas sejumlah hutang yang wajib dibayar oleh penanggung hutang kepada negara dengan
syarat-syarat penyelesaiannya berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan antara
PUPN/BUPLN dengan penanggung hutang/debitur. Pemyataan Bersama ini merupakan
landasan hukum yang sangat penting bagi PUPN/BUPLN karena Pemyataan Bersama
ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan memaksa.

Dalam proses pembuatan Pernyataan Bersama ini, sebelumnya PUPN/BUPLN
atau KP2LN akan melakukan pemanggilan terhadap diri debitur/penanggung hutang.
Bagi debitur/penanggung hutang yang menghilang dan tidak diketahu alamat dan
domisilinya, maka KP3N melakukan pemanggilan melalui pengumuman panggilan pada
surat kabar harian.

Apabila debitur/penanggung hutang datang memenuhi panggilan, maka akan

dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai kebenaran adanya dan
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besarnya jumlah hutang serta menetapkan jangka waktu serta tata cara penyelesaiannya
yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab.
2). Penetapan Jumlah Kredit Macet.

Penetapan jumlah nilai kredit macet oleh Ketua PUPN/BUPLN dilakukan
apabila penanggung hutang/debitur tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau
seluruhnya dan tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah, atau
debitur/penanggung hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak menandatangani
Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah dan terakhir jika debitur/penanggung hutang
tidak memenuhi surat panggilan. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan KP2LN akan
menetapkan jumlah piutang negara secara sepihak dalam bentuk surat Penetapan Jumlah
Piutang Negara (PJPN).

3). Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Tindakan, “w”eganan ditujukan kepada debitur atau penanggung hutang yang
beritikad tidak baik dalam meyelesaikan hutangnya, namun diperkirakan memiliki
kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Pencegahan terhadap penanggung
hutang/debitur untuk tidak pergi ke luar negeri dilakukan apabila jumlah hutang sebesar
Rp. 1.000.000.000,- atau lebih, dan nilai barang jaminan tidak menutup jumlah hutang.

Usul pencegahan yang ditujukan kepada Kepala Badan yang terkait harus
didasarkan atas hasil penelitian kantor pelayanan yang apabila dilakukan pencegahan,
akan berdampak adanya pelunasan atau pembayaran angsuran hutang. Upaya

pencegahan harus mengenai sasaran dalam arti apabila dilakukan pencegahan, debitur

akan berupaya untuk meyelesaikan hutangnya atau tidak dapat melaksanakan niatnya

ol
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untuk melarikan diri ke luar negeri. Jadi pencegahan bagi debitur untuk bepergian ke
luar negeri ini dilakukan demi pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan
kredit macet. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan ini terletak pada Menteri
Keuangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun
1992 tentang Keimigrasian.

4). Surat Paksa.

Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN/BUPLN
kepada penanggung hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutang kepada Negara
berdasarkan UU PUPN. Surat Paksa ini berbentuk keputusan Ketua PUPN/BUPLN yang
berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Surat
Paksa akan dikeluarkan apabila debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban
yang ditetapkan dalam Pemyataan Bersama atau Penetapan Piutang Negara. Surat Paksa
mempunyai kekuatan yang sama dengan grosse putusan hakim dalam perkara perdata
dan oleh karenanya tidak dapat dimintakan banding. Surat Paksa memuat sekurang-
kurangnya nama debitur, besarnya sisa hutang yang harus diselesaikan, alasan yang
menjadi dasar penagihan, dan perintah kepada debitur/penanggung hutang untuk
melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal
pemberitahuan Surat Paksa.

5). Penyitaan.

Apabila Surat Paksa tidak dipenuhi, maka akan dilakukan penyitaan terhadap

barang jaminan atau harta penanggung hutang, dan kemudian akan disusul dengan

pelelangan yang akan dilaksanakan oleh BUPLN.
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Surat Perintah Penyitaan (SPP) tidak dapat diterbitkan sebelum jangka waktu
1 X 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. SPP memuat sekurang-kurangnya
pertimbangan hukum, yaitu nama debitur/penanggung hutang, nomor dan tanggal Surat
Paksa, alasan kepentingan pengamanan kekayaan negara, dan nomor serta tanggal SPP
dengan dasar-dasar hukum serta perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk
menugaskan jurusita melakukan penyitaan dan menyetor uang hasil penyitaan yang
tersimpan di bank dan tanda tangan Ketua Panitia. Berita Acara penyitaan ini
ditempelkan pada barang bergerak dan barang tidak bergerak yang disita tersebut
berada. Tempelan tersebut berupa segel sita yang memuat kata-kata “disita oleh
PUPN/BUPLN”, nomor dan tanggal Berita Acara penyitaan, larangan untuk
memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan dan merusak barang yang disita.

Setelah dilakukan penyitaan, maka langkah selanjutnya PUPN/BUPLN akan
melakukan pelelangan atas barang-barang jaminan debitur yang tidak dapat melakukan

pelunasan terhadap hutang debitur kepada bank pemerintah.

C. Sita terhadap barang jaminan.
Pengertian sita berasal dari terminologi beslag {Belanda) dan istilah Indonesia
ls;

beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan ~. Pengertian yang terkandung di

dalamnya ialah :

72 M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika,

2006), hal. 282.
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-  tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam
keadaan penjagaan;

-  tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah
pengadilan atau hakim;

-  barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang
disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat
pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual
lelang barang yang disita tersebut;

-  penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses
pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yan% berkekuatan hukum tetap, yang
menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu”.

Sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak
ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau
diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/kewenangan Penggugat tidak menjadi
hampa".

Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan
barang-barang (harta kekayaan dar kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas
penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis”. Bertitik tolak dari
definisi diatas maka jelaslah bahwa sita itu pada dasarnya untuk menjamin suatu hak
atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak
pemohc;n sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (illusoir) apabila hanya menang
dalam perkara tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam

proses berperkara di pengadilan.

73 .
Ibid,.
™ Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH, Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan,
Cet. 1, (Jakarta : Tatanusa, 2004), hal. 20.
5 Ibid., hal. 21.
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Jenis-jenis sita dibagi menjadi beberapa macam sita diantaranya Sita Jaminan
(Conservatoir Beslag), Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag), Sita Harta Bersama
(Marital Beslag) dan Sita Eksekusi (Executoir Beslag). Namun dalam penulisan ini
hanya akan membahas 2 (dua) jenis sita, yaitu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan

Sita Eksekusi (Executoir Beslag).

1. Sita Jaminan
a). Pengertian dan dasar hukum sita jaminan.

Sita Jaminan (conservatoir beslag) ialah sita yang diletakkan baik terhadap harta
yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak
maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan
untuk memberi jaminan kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan
atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada
dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada Penggugat bahwa kelak
gugatannya “tidak illusior” atau “tidak hampa” pada saat putusan dieksekusi
(dilaksanakan)76.

Dasar hukum. S%a Jaminan (Conservatoir Beslag) terdapat pada Pasal 227 HIR,
Pasal 261 RBg (Rechtsreglement Buitensewesten) atau Pasal 720 Rv :

menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;

tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses

persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan

pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual
barang sitaan itu7 .

Melihat uraian diatas, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada
sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Setelah diletakannya

7 lbid,.
77 M. Yahya Harahap, S.H, op. cit, hal. 339.
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sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak
ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat
tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, maka pelunasan atau ganti rugi itu,
diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian,
tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur bukan untuk diserahkan dan
dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang
tergugat kepada penggugat’s.

Barang-barang yang disita dibekukan, untuk kepentingan kreditur (penggugat)
disini barang-barang tersebut disimpan untuk jaminan, tidak dipindahkan/dijual (Pasal
197 ayat (9), Pasal 199 HIR, Pasal 212 dan Pasal 214 RBg").

Apabila dikaitkan dengan sita jaminan yang dilakukan oleh PUPN sebagai akibat
dari kredit macet atas piutang negara, maka sita jaminan yang dilakukan oleh PUPN
dapat digolongkan kepada sita eksekusi. PUPN dalam melaksanakan penyitaan terhadap
harta kekayaan debitur dilakukan dengan berdasarkan kuasa undang-undang sebagai
proses penyelesaian piutang negara. Penyitaan PUPN pun dilakukan berdasarkan surat
paksa yang Dberdasarkan Pasal 154 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara, mempunyai kekuatan yang

sama seperti putusan hakim tanpa campur tangan pengadilan negeri.

’8 Ibid,.
7 Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH., op. cit, hal. 23.
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b).

).

2).

3).

4),

Prosedur Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
Permohonan Sita.
Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek kepada
Pengadilan dengan alasan yang cukup, sedangkan apabila Tergugat berusaha,
menghilangkan akan memindahtangankan atau menyingkirkan dengan maksud
menjauhkan barang-barang tersebut, permohonan tersebut dapat dilakukan.
Bersamaan dengan surat gugatan, atau saat sedang berlangsungnya sidang
pemeriksaan materi perkara yang digugat, setelah putusan perkara dibacakan
sampai saat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, permohonan
pun masih dapat dilakukan.
Penetapan Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.
Berdasarkan permohonan sita, maka Ketua atau Ketu<\ Mftjchs memenYsst
permohonan sita tersehvsfc, «pabila menurut penilaian Ketua/Ketua Majelis
permohonannya dapat dikabulkan, maka dibuatlah penetapan untuk dilakukan sita.
Biaya penyitaan.
Setelah adanya penetapan sita, maka kepada Penggugat dibebankan untuk
membayar biaya sita sebesar yang telah ditentukan.
Pelaksanaan Sita.
(@). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, harus dibantu

oleh 2 (dua) orang saksi.
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(b). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan penyitaan, sebaiknya
memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa tentang maksud akan dilaksanakan
penyitaan.

(c). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti beserta saksi-saksi mendatangi lokasi barang
yang akan diletakkan sita serta memberitahukan maksud kedatangannya kepada
termohon sita atau siapa saja yang ditemui.

(d). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti meneliti barang-barang yang dimohonkan
sita, baik macam, jenis, jumlah ukuran dan lain-lain.

(e). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita.

(f). Apabila Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, tidak
menemukan barang-barang sesuai dengan penetapan Sita, maka dibuat pula
berita acara yang menyatakan sita tidak dapat dilaksanakan karena barang-
barang tersebut tidak ditemukan.

(g). Penjagaan barang sitaan diserahkan kepada si tersita atau dipindahkan ke
tempat lain yang dianggap lebih aman (Pasal 212 RBg).

Kekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini mempunyai kekuatan

eksekutorial pada saat perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada lagi Sita Eksekusi terhadap barang yang sudah
berada dibawah Sita Jaminan®. Dengan catatan pihak yang menuntut sita jaminan

dimenangkan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan.

80 1bid., hal. 31.
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2.

a).

Sita Eksekusi
Pengertian dan Dasar Hukum Sita Eksekusi.

Sita Eksekusi (Executoir Beslag) ialah sita yang diletakkan atau barang-barang

yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap8L Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi

harus melalui pelelangan.

Dasar hukum sita eksekusi ini sudah diatur sebagaimana dalam Pasal 208 RBg.

b). Prosedur Sita Eksekusi.

1). Pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan, setelah
putusan berkekuatan hukum tetap tidak d\}a\ankan si tergugat dengan secara
sukss™ac,

2). Ketua Pengadilan meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan
permohonan sita eksekusi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan
dengan sebuah penetapan, dilakukanlah pemanggilan terhadap tereksekusi untuk
di aan maning (peringatan) maksimal 8 (delapan) hari, terhitung sejak aan
maning (peringatan) dilakukan.

3). Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, dengan alasan yang
dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka ketidak hadirannya tersebut
dapat dibenarkan, dan si tergugat harus dipanggil kembali untuk di aan
/wtfw'rtgfperingatan,.

&l Ibid., hal. 28.
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4).

5).

6).

7.

8).

9).

Apabila ketidak hadiran si tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat

dibenarkan/diterima, maka :

- Gugur hak si tergugat untuk di aan maning kembali.

-  Tidak perlu dipanggil kembali.

- Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi berupa
penetapan, terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.

Berdasarkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Juru

Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap

Tergugat.

Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita eksekusi yang

termuat nama barang-barang atau benda-benda apa saja yang dieksekusi.

Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh

2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk itu.

Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan eksekusi terhadap si

tersita/Tergugat, terlebih dahulu memberitahukan kepada si tersita, setidak-

tidaknya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan, agar si

tersita tidak memindahtangankan barang-barang yang akan disita. -

Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya,

memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, bahwa terhadap si tersita

akan dilaksanakan sita eksekusi dan setidak-tidaknya Lurah/Kepala Desa

setempat hadir pada waktu sita eksekusi itu dilaksanakan,
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10).  Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat minta
bantuan alat negara/polisi.

11). Setelah sita eksekusi dilaksanakan, oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dan
saksi-saksi serta si tersita menandatangani berita acara sita tersebut.

12). Terhadap barang-barang/benda-benda yang telah disita eksekusi menjadi
tanggung jawab Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk mengawasinya, dan
oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melaporkannya kepada Ketua
Pengadilan.

Pada dasarnya suatu barang yang sudah diletakkan sita tidak dapat lagi dilakukan
penyitaan untuk kedua kalinya. Apabila hal ini teijadi, maka akan dilakukan yang
dinamakan sita persamaan. Sita persamaan adalah sita yang dilakukan terhadap barang
bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah disita lebih dahulu dimana sita
yan” ked\ia "\xru sita mempunyai kewenangan mempersamakan barang-barang yang
disita dengan Berita Acara Penyitaan (Pasal 463 RV)&.

Berdasarkan uraian mengenai sita dan jenis sita diatas, dalam hal ini penulis
hanya akan membahas mengenai penyitaan milik tergugat untuk menjamin pembayaran
utangnya yang telah mempunyai kedudukan sita atas Hak.Tanggungan dan Fidusia.
Penyitaan ini dilakukan oleh PUPN, dimana debitur telah melakukan wanprestasi
(ingkar janji) atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada debitur yang dilakukan

oleh PUPN/BUPLN yang dapat dipersamakan seperti sita eksekusi.

& Ibid, hal. 172.
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D. Lelang
1. Pengertian lelang.
Berdasarkan Pasal 1 Vendu Reglement (VR) Stb. 1908 No. 189, melihat lelang

dari segi Penjualan Umum adalah

“pelelangan atau penjualan barang-barang yang diadakan dimuka umum dengan
penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin
menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang
atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang
membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan™®.

Uraian pengertian lelang diatas, dirasa kurang tepat dikarenakan mengenai
“penjualan” tidak ada pengertian lebih lanjut/dijelaskan. Oleh karena itu, seorang sarjana
yang bernama Polderman pada tahun 1913 mengadakan disertasi dengan judul : “Her
openbare aanbod”, mengatakan bahwa lelang atau penjualan umum adalah alat untuk
mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual
dengan cara menghimpun para peminat®. Jadi lelang terjadi pada saat tertentu yaitu saat
dimana dicapai kata sepakat atau persetujuan tentang harga.

Dari pengertian yang diungkapkan oleh Polderman, memberikan beberapa unsur-

unsur dalam hal penjualan umum. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain :

1. Penjualan harus selengkap mungkin.

83 Rachmat Soemitro. Peraturan dan Intruksi Lelang, Ed. Kedua, Cet.1, (Bandung :
Eresco, 1987), hal. 1.

84 1bid., hal. 154.
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2. Ada kehendak untuk mengikat diri.

3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan prjanjian
tidak dapat ditunjuk sebelumnya.
Sementara itu, Roel, menyatakan bahwa lelang atau penjualan umum adalah :
Suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana sesorang hendak
menjual suatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan

kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan

penawaran untuk membeli barang atau barang-barang yang ditawarkan sampai

pada suatu saat dimana kesempatan itu lenyap®.

Menurut Wennek, dari Balai Lelang Rippon Boswel and Company Swiss

pengertian lelang adalah sebagai berikut :

An Auction is a system of selling to the public, a number of individual items, one
at a time, commencing at a set time on a set day. The auctioneer conducting the
auction invites offers of prices for the item from the attenders®’.
Wennek menyatakan bahwa lelang adalah suatu tindakan berdasarkan suatu sitem
penjualan kepada publik atas sejumlah barang milik perorangan. Petugas lelang

menetapkan waktu dan tempat serta mengundang para peserta lelang untuk melakukan

penawaran harga yang disanggupinya.

85 Sutardjo, Prospek Penjualan Barang-Barang Agunan Sehubungan Dengan Undang-
undang Hak Tanggungan, Disampaikan pada Seminar Sehari tentang Manfaat, Peluang
dan Tantangan Balai Lelang Dalam Dunia Usaha di Hotel Radison, Jakarta : Tim
Penyempurnaan Sistem dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang, 1996, hal. 5.

86 Sutardjo, Hand out Silabus Pengetahuan Lelang, Mata Kuliah Lelang Program
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 8.
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F. X. Sutardjo merumuskan pengertian lelang adalah sebagai berikut :

Cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau di hadapan

Pejabat Lelang, dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran

harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan

pengumuman lelang87.

Pasal 1 angka 1 Peratuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu
Pelaksanaan Lelang) mengungkapkan, bahwa lelang adalah penjualan barang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan
pengumuman lelang®®.

Lelang merupakan cara penjualan barang dimuka umum melalui penawaran
harga secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang
dan harus dipimpin pejabat lelang®®. Dari uraian tersebut, ada 4 (empat) unsur lelang
yang dipenuhi, yaitu :

1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang
telah ditentukan. -

2. Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk

mengumpulkan peminta/peserta lelang.

87 Ibid., hal. 10.

8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang
% Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH., loc. cit, hal. 43,
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Dilaksanakan dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara
penawaran harga secara lisan atau tertulis yang bersifat kompetitif.

Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.

Dasar hukum lelang
Landasan Struktural

Keberadaan lelang di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan lelang yang

muncul pada masa Hindia Belanda, yaitu :

b).

Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189.
Vendu Instructie Stb. 1908 No. 190.

Peraturan Bea Lelang Stb. 1949 No. 390.

Landasan Operasional

Lelang digunakan dalam berbagai sistim hukum di Indonesia dalam rangka

penjualan lelang. Adapun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

pelaksanaan lelang dalam lingkup peraturan lelang, antara lain sebagai berikut :

1

2.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak dan Surat Paksa.
Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta

Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
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6. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

7. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang,
tanggal 30 Nopember 2006.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2006 tentang Balai Lelang.

12. Semua peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku khusus tetapi di

dalamnya terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan lelang.

3. Fungsilelang

Lelang sebagai salah satu cara penjualan memiliki fungsi privat dan fungsi
publik. Fungsi privat dalam lelang, karena lelang merupakan institusi pasar yang
mempertemukan penjual dan pembeli®®. Lelang dapat dikatakan berfungsi mempelancar
arus lalu lintas perdagangan barang.

Lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanaannya. Fungsi publik
lelang, antara lain :
a). Pengamanan aset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan

efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya.

% Ibid., hal. 45 — 46.
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C).

4.

Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan
peJayanan penjualan barang yang mencerminkan Kkeadilan, keamanan dan
kepastian hukum karena itu semua penjualan eks sita pengadilan, PUPN,
kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang,

Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang dan Uang Miskin.

Asas Lelang
Asas-asas yang mendasari lelang adalah, antara lain :
a. Asas Transparansi
Asas ini mengandung makna bahwa cara penjualan umum melalui lelang
dilakukan dimuka umum. Lelangnya pun harus diumumkan terlebih dahulu,
agar masyarakat mengetahui akan adanya lelang dan barang lelan”uya cepat
teijual. Lelang harus dikontrol \\yi lcrblikii dengan adanya sistem lelang yang
‘PMicah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan
perlindungan/kepastian kepada masyarakat/pembeli mengenai objek lelang
tersebut,
Asas Akuntabilitas
Maksud akuntabilitas adalah  lelang ~ dalam pelaksanaannya dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta yang bersifat

otentik yaitu Risalah Lelang dan sistem pelaksanaan lelang sudah diatur oleh

undang-undang.

67

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



Asas Efisiensi

Pelaksanaan lelang tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak perlu
negosiasi seperti transaksi jual beli pada umumnya. Tidak hanya itu saja,
objek lelang pun sebelumnya telah diteliti baik fisik maupun aspek juridisnya
oleh pejabat lelang. Penjualannya pun tidak diperkenankan melalui perantara
dan pembayarannya bersifat tunai.

Asas Certainty (kepastian)

Kepastian lelang sudah diatur sebagaimana dalam Permenkeu Pelaksanaan
Lelang, yaitu Lelang di pimpin oleh Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh
Kantor Lelang Negara. Tempat, tanggal, waktu dan .Vobjek lelang telah
ditetapkan sebelumnya dan diumumkan kepada masyarakat. Pelaksanaan
lelang tidak mudah wuntuk ditunda atau dibatalkan kecuali melalui
putusan/penetapan pengadilan.

Asas Competition (persaingan)

Pembeli/pemenang lelang ditentukan dari tawaran tertinggi terhadap barang-
barang lelang, sehingga lelang menciptakan persaingan bagi para pembeli
lelang untuk dapat memiliki barang yang dilelang dan keluvar menjadi .

pemenang lelang.
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Berdasarkan asas-asas lelang yang diuraikan diatas, menimbulkan beberapa
kebaikan lelang. Kebaikan lelang antara lain adalah aman, cepat, mewujudkan harga

yang wajar serta adanya kepatian hukum bagi pelaksanaan lelang9l.

5. Sistem Lelang

Pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang dapat berbeda antara satu dengan yang
lainnya sesuai dengan kategori lelang itu sendiri. Sistem lelang secara garis besar lelang
dapat dikategorikan sebagai berikut:
a). Dilihat dari latar belakang dasar untuk melaksanakan lelang dapat dibedakan atas:

- Lelang eksekusi adalah lelang wuntuk melaksanakan putusan/penetapan
pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang oleh undang-undang turut
dipersamakan dengan putusan pengadilarv.

- Lelane. r\riu adalah lelang yang barangnya merupakan milik/dikuasai

negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta,

b). Dilihat dari cara penawarannya lelang dibedakan menjadi:
Lelang terbuka/lisan adalah lelang yang dilakukan secara lisan dengan
penawaran harga meningkat (naik-naik) atau menurun (turun-turun).
Lelang tertutup/tertulis adalah lelang dilakukan secara tertulis dengan penawaran
dalam amplop tertutup.

Lelang tertutup/tertulis dapat dilanjutkan dengan lelang terbuka/lisan bila terdapat

dua atau lebih penawaran tertinggi belum mencapai limit yang dikehendaki

a Ibid., hal. 44.
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c). Dilihat dari pembebanan pungutan lelang, dapat dibedakan atas :
- Lelang eksklusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang
diajukan peserta/pemenang .lelang belum terhitung pungutan-pungutan lelang
(Bea lelang, uang miskin).
- Lelang Inklusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang
diajukan peserta/pemenang lelang sudah terhitung pungutan-pungutan lelang
(Bea lelang, uang miskin). Lelang Inklusif dilakukan apabila ada permintaan
tertulis dari penjual (Surat Edaran Kepala BUPLN No. SE-59/PN/1994, tanggal
12 Oktober 1994 tentang Tata Cara Penawaran Lelang).
d). Dilibat dari penetapan pemenang ketika penawaran telah mencapai harga tertinggi
dapat dibedakan antara lain :

- Lelang with reserved price adalah pejabat lelang menetapkan penawar tertinggi
sebagai pemenang lelang apabila penawarannya sudah mencapai/melampaui
reserved price yang dikehendaki penjual.

- Lelang without reserved price adalah pejabat lelang menetapkan penawar
tertinggi, berapapun besamya penawar yang diajukan diputuskan sebagai
pemenang_lelang. Penetapan pemenang dalam lelang without reserved price

belum lazim dilakukan di Indonesia.

6. Jenmis-jenis lelang
Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara Nomor : 42/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur mengenai
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macam-macam lelang yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN) adalah sebagai berikut:
a). Lelang barang milik pemerintah Pusat/Daerah.

Adalah lelang barang-barang milik Negara yang bersumber untuk seluruhnya
atau sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang dikuasai dan dibawah pengurusan Pemerintah Pusat/Pemda,
Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Pemerintah serta unit-unit di
dalam lingkungannya, baik di dalam maupun diluar negeri. Terhada barang-barang yang
dimiliki/dikuasai Negara tersebut apabila dilakukan penjualan maka hasil penjualannya
tetap menjadi milik Negara.

Sehubungan dengan itu penjualannya harus dilakukan dengan cara yang paling
menguntungkan Negara yaitu cara lelang. Hal ini berdasarkan Pasal 4S
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petb<cT\&aYiaraan Negara, bahwa penjualan barang milik
mgaia/daerah dilakukan dengan cara lelang. Penjualan secara lelang selain dilakukan
cepat, aman dan mewujudkan harga yang wajar, sehingga dapat menjadi salah satu
sumber penerimaan kKeuangan negara, juga merupakan alat pengawasan terhadap asset-
asset negara sehingga dapat digunakan untuk menghindari kebocoran maupun
pemborosan keuangan negara.

b). Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
Penjualan asset Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) harus
dilaksanakan dengan proses yang cepat, aman dengan harga jual yang paling

menguntungkan. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 dan Keputusan
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Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991, bahwa setiap
pelaksanaan penjualan BUMN/D harus silakukan dengan prosedur lelang melalui
KP2LN, kecuali dengan ijin Menteri Keuangan.

c). Lelang barang tidak dikuasai negara (Bea Cukai).

Adalah penjualan atas objek-objek yang tidak diketahui pemiliknya sehingga
atau hasil sitaan, rampasan dan barang temuan pihak bea cukai yang secara undang-
undang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai atau menjadi barang milik negara.
Terhadap objek tersebut harus segera dilakukan pelaksanaan pelelangannya' karena
barang-barang tersebut cepat rusak dan memiliki biaya penyimpanan yang tinggi.

_d). Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri. <

Adalah penjualan yang dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan.
Untuk memenuhi unsur keadilan maka objek putusan tersebut dieksekusi dengan cara di
lelang. Hal Ini dilaksanakan karena lelang dilakukan dengan proses yang cepat dan
harga lelang yang ditentukan diatas harga limit sehingga barang yang dijual memiliki
harga yang tinggi, maka pihak tereksekusi tidak mengalami kerugian yang besar.

e). Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Penjualan lelang ini adalah akibat dari piutang negara yang berasal dari piutang-
piutang instansi pemerintah dan kredit macet pada Bank-Bank Pemerintah/Bank Daerah
yang pengurusannya telah dialihkan kepada PUPN, apabila tahap pengurusan piutang
negara tersebut telah dilakukan dan debitur masih tidak dapat membayar hutangnya

maka barang jaminan atas hutang tersebut dieksekusi melalui lelang.
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f). Lelang Eksekusi Pajak.

Adalah lelang yang diadakan terhadap barang-barang wajib pajak sebagai akibat
adanya tunggakan hutang pajak kepada negara.
g). Lelang Eksekusi Harta Pailit.

Adalah penjualan asset-asset baik milik perorangan maupun perusahaan yang
telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
h). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Adalah penjualan barang jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan
berdasarkan Pasal 6 UUHT khusus Bank Swasta. Sedangkan Bank Pemerintah
pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai lex specialis.

i). Lelang Fidusia.
Adalah perjualan barang jaminan telah dibebani Fidusia
? cstA 79 Jaminan Fidusia, Sedangkan Bank Pemerintah pelaksanaan
teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai lex specialis.
J). Lelang Barang Rampasan/Sitaan.

Adalah penjualan terhadap barang-barang rampasan, sitaan dan temuan yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai penyidik atau penuntut umum baik dari
pihak kepolisian, kejaksanaan ataupun lainnya atas barang-barang tersebut,

K). Lelang Sukarela.
Adalah salah satu jasa lelang yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan

masyarakat baik perorangan ataupun perusahaan swasta untuk menjual barangnya secara
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sukarela. Lelang jenis ini biasanya dilakukan di Balai Lelang Swasta yang diarahkan

untuk membantu pelaksanaan lelang sukarela.

). Lelang Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Adalah lelang barang sitaan terhadap barang bukti atas suatu tindak kejahatan
karena objek sitaan tersebut memiliki sifat yang mudah rusak, lekas busuk dan memiliki
biaya pemeliharaan yang tinggi.

m). Lelang Barang Temuan.
Adalah lelang terhadap objek yang ditemukan oleh aparatur negara seperti lelang

temuan kayu dan sebagainya.

n). Lelang Hasil Hutan.
Adalah lelang yang dilakukan secara periodik atas permintaan oleh Perusahaan

Umum (perum) Perhutani selaku pengelola hasil hutan di Indonesia.
7. Prosedur Lelang
Pelaksanaan lelang harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan lelang. Secara ringkas, prosedur lelang

dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

74

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



SKEMA PROSEDUR LELANG

Keterangan :
1 Pemohon lelang sebagai dan/atau pemilik Barang/Penjual mengajukan surat
permohonan lelang kepada KP2LN dengan melampirkan fotokopi dokumen-

dokumen barang yang akan dilelang.
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7a.

KP2LN melakukan verifikasi terhadap fotokopi dokumen-dokumen tersebut
apabila berkas tersebut telah lengkap maka KP2LN mengeluarkan Penetapan
tanggal, hari dan jam lelang.

Pemohon lelang melalukan pengumuman lelang di surat kabar harian atau cara
pengumuman lainnya. Tata cara pengumuman lelang ini telah di atur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening KP2LN sebagai tanda
keikutsertaanya dalam lelang tersebut. Uang jaminan ini akan diperhitungkan
sebagai pembayaran apabila peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang
maka uang jaminan ini akan kembali tanpa dipotong apapun. Namun, apabila
peserta lelang yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak dapat segera
melunasi harga lelang, maka uang jaminan tersebut akan disetorkan ke kas
negara sebagai penerimaan lain-lain.

Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang.

Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang harus membayar harga
lelang kepada KP2LN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja seteléh
pelaksanaan lelang.

KP2LN menyetorkan bea lelang dan lain-lain ke Kas Negara sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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7b. Setoran hasil bersih lelang setelah dikurangi dengan bea lelang penjual serta
Pajak Penghasilan (khusus untuk tanah), maka diserahkan kepada pemohon
lelang/pemilik barang.

8. KP2LN menyerahkan dokumen-dokumen barang yang dilelang tersebut
kepada pemenang lelang beserta Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk
balik nama dan sebagainya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2006 atau 6
(enam) bulan sejak diterbitkannya pada tanggal 30 Mei 2006. Peraturan Menteri
Keuangan tersebut sudah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan lelang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulisan ini hanya akan membahas rencana
pelaksanaan lelang yang dilakukan atas debitur kredit macet pada Bank Pemerintah yang

pengurusan piutang negaranya oleh PUPN/BUPLN.

E.  Analisis putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001

1 Kasus Posisi
« PT. IRADAT PURI (PT. IRA), berkedudukan di Palu, Sulawesi Tengah adalah
Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 195.000 Ha yang terletak di

wilayah Hutan di Propinsi/Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan memiliki pabrik

Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) terletak di Tondo Palu;
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Untuk melaksanakan pengoperasian HPH dan pabrik IPKH tersebut PT. IRA

memperoleh fasilitas kredit dari Bank Bumi Daya (sekarang tergabung dalam Bank

Mandiri selanjutnya disebut Bank) yang hubungan ini telah beflangsung 28 tahun

lamanya terjalin dengan baik dan lancar;

Pada tahun 1985 PT. IRA memperoleh fasilitas kredit yang terurai sebagai berikut:

a. untuk tambahan modal kerja produksi kayu hitam (Ebony) sebesar
Rp.5.408.000.000,- sebagaimana ternyata dalam perjanjian  kredit
No.17/010/Pe/PLU tanggal 7 Mei 1985;

b. untuk tambahan modal kerja produksi (kayu lunak) sebesar Rp.5.439.000.000,-
sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit No.17/006/Pe/PLU tanggal 2
Oktober 1985 dan Perjanjian Kredit No.17/008/Pe/PLU tanggal 21 Desember
1985;

Untuk pinjaman kredit dari Bank, maka PT. IRA memberikan jaminan berupa tanah,

pabrik dan persediaan kayu-kayu ekspor kepada Bank.

Pada 10 Oktober 1989, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat

Keputusan Nomor 1134-KMK/013/1989 tentang Pengenaan Pajak Ekspor Kayu

Gergajian/sawntimber yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan harga kayu

eksport tinggi dan stock produksi menumpuk tidak laku dijual ke luar negeri dan

akibatnya PT. IRA mengalami kesulitan keuangan (cashflow) serius;

PT. IRA kemudian membeli sejumlah mesin dan peralatannya melalui leasing senilai

+/- US$ 1.696.652. untuk reprocessing stock kayu gergajian menjadi kayu olahan;
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Setelah memperoleh bantuan financial secara leasing dari pihak ketiga dapat
memberikan hasil produksi yang baik dan secara bertahap mengatasi kesulitan
keuangan PT. IRA dan berhasil membayar angsuran kredit Modal Kerja sebesar
Rp.300.000.000,- dan Rp.500.000.000,- kepada Bank;

Awal April 1995 Dinas Kehutanan DATI | Sulawesi Tengah datang ke pabrik IPHK
milik PT. IRA dan melakukan penyitaan atas semua kayu milik PT. IRA dengan
tuduhan bahwa dalam stock kayu tersebut diduga terdapat kayu illegal, sehingga
dilakukan penyitaan terhadap seluruh stock kayu terutama dan khususnya kayu
hitam (ebony) milik PT. IRA;

Atas tindakan Dinas Kehutanan tersebut, PT. IRA telah melakukan gugatan perdata
terhadap Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Palu di Pengadilan Negeri Palu,
namun hal ini tidak ada kejelasan untuk kelanjutan kasus tersebut;

Akibat penyitaan tersebut PT. IRA tidak dapat melakukan ekspor dan Dinas
Kehutanan pun menolak mengeluarkan “SAKO” (Surat Angkut Kayu Olahan),
sedangkan tanpa SAKO kayu tidak dapat diangkut, padahal PT. IRA telah membuka
L/C dan kontrak atas penjualan stock kayu yang ada. dan L/C dan kontrak tersebut
oleh PT. IRA telah diserahkan kepada Bank dengan jumlah sebesar US$ 1.630.000,-;
Penyegelan atau penyitaan, dan penolakan penerbitan “SAKO” terjadi beberapa
tahun dan mengakibatkan PT. IRA mengalami kesulitan keuangan sehingga terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan, dan tidak dapat membayar angsuran

Modal Keija pada Bank sesuai dengan jadwal waktu;
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Karena PT. IRA tidak mampu membayar cicilan hutangnya, maka Bank memberi

kualifikasi atau menetapkan PT. IRA sebagai “Debitur Kredit Macet”. Maret 1994

Bank selaku Bank Pemerintah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp 1960

menyerahkan tagihan piutang negara kepada Kepala Pelayanan Pengurusan Piutang

Negara (KP3N)(yang saat ini menjadi KP2LN), yang menurut perhitungannya

kreditur telah berjumiah + Rp.17 miliar;

Selanjutnya KP3N/PUPN — PALU Cab. Palu melakukan tindakan kepada debitur

kredit macet PT. IRA sebagai berikut:

-  tanggal 26 Maret 1994: memanggil Debitur;

- tanggal 14 April 1994: Berita Acara Tanya Jawab dengan Debitur;

- tanggal 2 Juli 1994: Peringatan kepada Debitur;

- tanggal 20 Oktober 1994: Putusan Ketua PUPN Palu No.
240/PUPN.C/VIII/14/1994 tentang jumlah piutang negara atas nama Debitur PT.
IRA yang harus dilunasinya sebesar Rp. 16.158.348.578 ditambah 10% biaya
administrasi PUPN;

PUPN Cab Palu menerbitkan “Surat Paksa” No. SP.364/PUPNC/VIII/14/1994

tanggal 21 Oktober 1994: memerintahkan debitur PT. IRA untuk membayar

hutangnya kepada Negara cq. Bank Bumi Daya Cab. Palu Rp. 17.774.184.436.64.

Pada tanggal 5 Agustus 1996, PUPN menerbitkan “Surat Perintah Penyitaan” (SPP)

Nomor 101/PUPNC/VIIV14/1996, atas barang-barang milik Penanggung Hutang

(Debitur) berupa tanah, pabrik, perumahan, mesin-mesin pabrik, peralatan berat
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(milik pihak tiga - Leasing), disita pula stock kayu Ebony dan kayu lainnya di lokasi
pabrik serta saham-saham atas nama Murawan HS — 1372 lembar senilai Rp.
3.430.000.000,-. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Daniel Pelamonia, SH
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
07/Km.09/PN/UP 11/1992;

Pada tanggal 9 September 1996 diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
(SPP.BS) Nomor SPP.BS-148/PUPNC/VI11/14/1996.

Semua barang-barang yang disita oleh PUPN Palu tersebut dibawah penguasaan dan
pengawasan Petugas KP3N/PUPN Cab. Palu dilokasi pabriknya PT. IRA.

Pada tanggal 13 September 1997 terjadi kebakaran di lokasi pabrik PT. IRA yang
memusnahkan gudang seluas +5.000 m2 dan stock kayu yang menjadi agunan kredit
dan telah disita.<a\s2AY\3PN, sehingga kebakaran ini merugikan PT. IRA.

Pada tanggal 6 Desember 1997, PUPN Palu menerbitkan “Pengumuman Lelang
Barang Sitaan” melalui koran Palu Mercusuar;

Pada tanggal 23 Februari 1998, dilokasi gudang pabrik PT. IRA terjadi lagi
kebakaran untuk kedua kalinya dan memusnahkan “kayu lunak” yang juga menjadi
agunan kredit PT. IRA.

Kejadian kebakaran di pabrik PT. IRA yang memusnahkan stock kayu ebony dan
kayu lunak dan pabriknya telah dinilai merugikan debitur karena adanya kelalaian
dari petugas PUPN Cab. Palu sehingga dengan dasar PUPN telah melakukan

perbuatan melawan hukum akhirnya PT. IRA sebagai Penggugat mengajukan
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gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palu Register No. 67/Pdt.G/1999/PN.PL

terhadap Para Tergugat yaitu:

- PT. Bank Bumi Daya Cabang Palu (PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Palu);

- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.
BUPLN Cab. Ujung Pandang cq. Kepala KP3N Cabang Palu (KP2LN Cabang
Palu).

Petitum yang dimintakan pihak PT. IRA ada pokoknya sebagai berikut :

A. Putusan Provisi :

1. Memerintahkan BUPLN cq. KP3N/PUPN membuat dan menandatangani
Berita Acara Terima asset-asset milik- PT. IRA yang ada di lokasi IPKH
Tondo kepada PT. IRA sebelum meninggalkan lokasi;

2. Memerintahkan kepada BUPLN cq. KP3N/PUPN meninggalkan 'Iokasi
IPKH Tondo dan menyerahkan kembali kepada PT. IRA dalam waktu 8
(delapan) hari setelah putusan ini diucapkan;

3. Tidak diindahkannya putusan ini, Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN
dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) per hari;

4. Memerintahkan kepada PT. IRA untuk mengambil alih pengamanan lokasi
IPKH Tondo Palu; |

B. Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PT. IRA seluruhnya;
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2. Menyatakan menurut hukum Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN BUPLN
cg. KP3N/PUPN BUPLN cqg. KP3N/PUPN telah melakukan perbuatan
melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

3. Menghukum Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN secara tanggung renteng
untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sejumlah US$
1.696.652 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam enam ratus lima
puluh dua Dollar Amerika Serikat) dalam waktu paling lambat 8 (delapan)
hari kalender setelah putusan ini diucapkan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta gerak dat tak
gerak milik pihak Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN;

5. Menyatakan putusan perias« dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun
ada upaya banding, kasasi dan verzet yang diajukan oleh Bank dan BUPLN
cq. KP3N/PUPN;

6. Menghukum pihak Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN untuk membayar

seluruh biaya perkaa yang timbul.

2. Putusan

a). Pengadilan Negeri

 Untuk mencegah kerugian bagi PT. IRA atas Pihak Ketiga dilokasi “Industri

Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo” yang rawan kebakaran, memusnahkan asset
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Penggugat, maka untuk menghindari musibah yang lebih fatal lagi karena kurangnya
pengawasan atas asset Penggugat yang disita, maka tuntutan provisi yang diajukan
oleh PT. IRA adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga tuntutan provisi yang
diajukan PT. IRA untuk sebagian patut dikabulkan dan butir lain ditolak;

Mengenai eksepsi yang diajukan oleh Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu,
setelah masing-masing butir eksepsi dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menolak
eksepsi tersebut;

Mengenai materi pokok perkara berdasar atas bukti dalam persidangan, terbukti fakta

hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

antara PT. IRA dan Bank telah terjadi hutang piutang kredit modal keria;

- Kredit tersebut menjadi macet, karena adanya Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 1134 KMK.013/1989 tentang pengenaan
Pajak Ekspor kayu gergajian yang sangat tinggi, sehingga Penggugat tidak dapat
mengekspor kayu;

- Selain itu, kemacetan kredit tersebut disebabkan juga karena tindakan Dinas
Kehutanan Palu yang menyegel/menyita atas stock kayu milik PT. IRA yang
dituduh ada kayu illegal tanpa disertakan bukti yang jelas dan tanpa dasar
hukum;

- PT. IRA telah membayarkan angsuran kepada Bank sebesar Rp. 300 juta (1994)

dan Rp. 500 juta (1995)
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Ekspor PT. IRA terhambat karena Dinas Kehutanan Palu menolak memberikan
SAKO (Surat Angkut Olahan) kepada PT. IRA sehingga ekspor menjadi gagal
kembali;

Maret 1994, Bank menyerahkan masalah kredit macet ini dari Penggugat tersebut
kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu;

Atas kredit macet tersebut asset PT. IRA disita, dan barang yang disita oleh
PUPN kemudian dikuasai dan diawasi oleh Petugas PUPN dan tidak lama terjadi
kebakaran sampai 2 kali yang memusnahkan stock kayu PT. IRA;

Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan hukum acara, barang yang disita
tersebut seharusnya dititipkan dan tetap dikuasai oleh tersita yang dapat dipakai
dengan ketentuan dilarang dipindahkan kepada orang lain; namun dalam perkara
sita ini, barang sita tersebut dititipkan ke Kelurahan yang kemudian dititipkan
lagi ke ex karyawan PT. IRA, dari fakta tersebut temyata PUPN/BUPLN cq.
KP3N Palu telah melakukan kelalaian, sehingga karena kurangnya pengawasan
dari PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, maka terjadilah kebakaran digudang
tersebut.

Kelalaian/kecerobohan pihak PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu telah. melakukan
kelalaian, sehingga karena kurangnya pengawasan dari PUPN/BUPLN cq. KP3N
Palu, maka terjadilah kebakaran di gudang tersebut;

Tindakan Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu saat melakukan penyitaan
tanpa dihadiri PT. IRA/Tersita, sehingga terjadi kesalahan penyitaan terhadap

barang-barang milik pihak ketiga yang berada di lokasi “Industri Pengolahan
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Kayu Hulu (IPKH)” pada barang-barang pihak ketiga, pada barang-barang milik
pihak ketiga ini tidak menjadi jaminan/agunan kredit PT. IRA. Barang-barang
milik pihak ketiga tersebut senilai US$187.504;

- Tindakan Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu yang menyita dan menjual
lelang barang-barang milik pihak ketiga yang bukan menjadi barang jaminan
kredit PT. IRA adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” dan kerugian;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, kecuali tuntutan untuk melakukan sita jaminan atas harta/barang-
barang milik Tergugat dengan alasan bahwa barang-barang/aset-aset
PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan oleh
Pengadilan;

MENGADILI :

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi untuk sebagian;

2. Memerintahkan kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu membuat dan
menandatangani Berita Acara Serah terima asset-asset PT. IRA yang ada di
lokasi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu kepada PT. IRA;

3. Memerintahkan kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu meninggalkan lokasi
Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu dan menyerahkan
kembali kepada PT. IRA dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini

diucapkan,;
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4. Tidak diindahkannya putusan ini, Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu
dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- perhari;

5. Memerintahkan kepada PT. IRA untuk mengambil alih pengamanan lokasi
Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu.

B. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi dari Bank dan PUPN/BUPLN cg. KP3N Palu;
C. Dalam pokok perkara:
1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Bank dan PUPN/BUPLN cg. KP3N Palu
. melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cqg. KP3N Palu secara tanggung
renteng membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sebesar USS$
1.696.652;

4. Menghukum para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu membayar biaya
perkara ini Rp. 140.000,-

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
b). Pengadilan Tinggi
» Para Bank dan PUPN/BUPLN cqg. KP3N Palu menolak Putusan Pengadilan

Negeri Palu dan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi di

Sulawesi Tengah di Palu;
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e Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap Putusan Pengadilan Negeri yang
menerima 3 poin dari 4 gugatan provisi sebagai suatu hal yang berlebihan, sebab
seharusnya disatukan dengan Pokok Perkara. Disamping itu, dari segi beracara
tidak lagi ada hal-yang mendesak untuk memenuhi tuntutan provisi, karena
sudah ada penyerahan asset PT. IRA oleh PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu
(KP2LN) kepada PT. IRA, dengan alasan tersebut maka tuntutan provisi karena
kurang beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

e Mengenai gugatan dalam pokok perkara setelah diperiksa, maka Majelis Hakim
Banding dapat menyetujui pertimbangan hukumnya baik untuk eksepsi maupuh
untuk pokok perkara.

o Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding
memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Bank dan PUPN/BUPLN cq.
KP3N Palu;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 67/Pdt.G/1999/PN.Palu,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

e Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan Provisi, tidak dapat diterima;
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o Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu sebagai

Tergugat/Pembanding;

« Dalam Pokok Perkara:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 67/Pdt.G/1 999 PN.PL, tanggal

19 April 2000 sebagai berikut:

1

2.

Mengabulkan gugatan PT. IRA untuk sebagian;

Menyatakan menurut hukum Bank dan PUPN/BUPLN cg. KP3N Palu,
melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cg. KP3N Palu, secara tanggung
renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sejumlah US$
1.676.652,-;

Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cg. KP3N Palu untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 140.000,-;

Menolak gugatan PT. IRA selain dan selebihnya.

I. Mahkamah Agung

» Para Tergugat (Bank Mandiri dan BUPLN/KP3N Cabang Palu) menolak putusan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan mengajukan pemeriksaan Kasasi ke

Mahkamah Agung Republik Indonesia;
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Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Kantor Lelang
Negara Ujung Pandang cq. KP3N Cabang Palu (KP2LN)) tidak dapat diterima
karena melewati tenggang waktu;

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara perdata ditingkat Kasasi ini,
setelah memeriksa semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I
(Bank) maka Majelis menilai, bahwa Putusan Judex Facti — ic. Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam menerapkan
hukum, sehinga putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan Yuridis yang

intinya adalah sebagai berikut:

1. bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (ic. BPUP dan ic. KP3N Palu) untuk
melaksanakan penjualan lelang atas barang-barang berupa stok kayu milik
Termohon Kasasi (PT. IRA) yang telah dijadikan jaminan piutang Pemohon
Kasasi adalah “Bukan Perbuatan Melawan Hukum™; -

2. bahwa menurut hukum, merupakan hak dari Pemohon Kasasi untuk
melaksanakan “Lelang Eksekusi” atas barang-barang milik Termohon Kasasi
(PT. IRA), sebagai pengganti atas pelunasan pembayaran piutang Pemohon
Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu), karena Termohon Kasasi
(PT. IRA) tidak melakukan pelunasan pembayaran hutangnya terhadap

Pemohon Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu);
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3. bahwajustru Termohon Kasasi (PT. IRA) yang tidak melakukan pembayaran
hutangnya terhadap Pemohon Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N
Palu);

4. Dberdasarkan alasan yuridis yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah
Agung tersebut diatas, maka gugatan Termohon Kasasi (PT. IRA) yang
menuntut bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan “Perbuatan Melawan
Hukum” adalah tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat (PT. IRA)

tersebut harus ditolak;

MENGADILI:

1

Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il (Pemerintah RI cq.
Menteri Keuangan RI cg. BUPLN Ujung Pandang cq. KP3N Palu), tidak dapat
diterima;

M<cT\gabu}kan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi [I(PT. Bank Mandiri
(Persero) Palu - Ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Palu;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawasi Tengah di Palu, No.

69/Pdt/2000/PT.PALU  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Palu No.

. 67/Pdt.G/1 999/PN.PL

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Bank dan PUPN/BUPLN cqg. KP3N Palu seluruhnya;
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Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum PenggugatTermohon Kasasi (PT. IRA) untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini berjumlah

sebesar Rp.100.000,- .

3. Tanggung Jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang
akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung
nomor 3285 K/Pdt/2001

Bahwa kasus diatas timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh
PUPN/BUPLN terhadap debitur kreditur macet yang telah memperoleh fasilitas kredit
dari Bank milik pemerintah, dimana hutang debitur yang tidak dapat dilunasi menjadi
piutang negara yang harus diselesaikan. Penyelesaian piutang megara pada bank
pemerintah seperti kasus ini harus dilakukan oleh PUPN/BUPLN. PUPN/BUPLN pun
melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang milik debitur yang
dijadikan jaminan guna pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Pada saat barang-barang jaminan pelunasan hutang debitur masih dalam sitaan,
timbul kebakaran sebanyak 2 (dua) kali yang memusnahkan barang-barang jaminan
milik debitur. Kasus kebakaran ini dianggap sebagai musibah dengan dikeluarkannya
surat No.S751/WPN.03/1997 tanggal 19 September 1997 oleh PUPN/BUPLN. Melalui

surat tersebut, debitur menganggap bahwa PUPN/BUPLN sangat tidak bertanggung
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jawab, yaitu menyerahkan asset barang jaminan milik debitur kepada pihak yang
kapasitasnya tidak berwenang untuk mengawasi barang sitaannya.

Berdasarkan kasus diatas, perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan penyitaan
yang dilakukan PUPN/BUPLN apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan UU PUPN bahwa, PUPN/BUPLN bertugas menyelesaikan piutang negara
yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara.
Dengan demikian, bagi bank milik pemerintah penyelesaian kredit macetnya harus
dilakukan melalui PUPN/BUPLN. Tetapi tidak hanya melalui penyerahan saja atas
piutang negara, melainkan berdasarkan Pasal 4 ayat 3 UU PUPN, bahwa PUPN/BUPLN
pun dapat langsung mengurus piutang negara dengan tidak usah menunggu
penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup a\asan yang kuat, bahwa
piutang negara tersefou”arus segera diurus.

Untuk kasus diatas, bahwa pihak yang menyerahkan kredit macet sebagai
piutang negara adalah bank milik pemerintah. Dimana sebelumnya, bahwa bank sudah
memberikan keringanan kepada debiturnya yaitu PT. IRA, untuk melakukan pelunasan
atas hutangnya kepada bank. Namun, kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan
sebaik-baiknya oleh pihak PT. IRA, sehingga bank pun sebagai kreditur menyatakan
bahwa PT. IRA sebagai debitur kredit macet yang dapat dijadikan sebagai piutang
negara dan bank pun menyerahkan piutang negara atas kredit macet tersebut kepada
PUPN/BUPLN dengan surat permohonan bank kepada PUPN/BUPLN nomor

Plu/194/94/CR tanggal 12 Maret 1994,
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Kemudian PUPN/BUPLN pun mengeluarkan surat penerimaan piutang negara.
Ini terbukti dengan dikeluarkannya surat tanda penerimaan piutang negara atas nama PT.
IRA Nomor S.345 A/PUPNC/VIIIL.14/1994 tanggal 24 Maret 1994. Melalui surat tanda
penerimaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dokumen dan kelengkapan syarat-
syarat penyerahan piutang negara telah diteliti dan dianalisis keabsahannya. Dengan
demikian, kekuasaan bank sebagai kreditur beralih kepada PUPN/BUPLN sebagai
penagih piutang negara.

PUPN/BUPLN menerbitkan Surat Pernyataan Bersama untuk disepakati antara
PUPN dengan PT. IRA. Pernyataan Bersama tersebut harus ditandatangani oleh antara
PUPN/BUPLN dengan pihak debitur (PT. IRA). Surat Pernyataan Bersama ini meliputi
jumlah kewajiban (hutang) debitur serta waktu pemenuhan pelunasan kewajiban.

Perhitungan hutang debitur yang dikeluarkan melalui surat keputusan pihak
PUPN/BUPLN, dianggap tidak jelas dasarnya. Surat keputusan PUPN/BUPLN
tertanggal 27 Nopember 1997, No.S-2089/WPN.08/KP.02/1997, sisa kredit debitur
adalah sebesar Rp.17.774.183.437,- yang diserahkan kepada debitur. Namun debitur
mengajukan keberatan, dimana menurut debitur sisa kredit debitur sesuai surat
konfirmasi tanggal 06 Oktober 1995 sebesar Rp.9.907.000.000,-.

Untuk mendapatkan penetapan hutang debitur (PT. IRA), PUPN/BUPLN pun
melakukan wawancara kepada PT. IRA. Ternyata, sudah ada kesepakatan untuk
kesanggupan PT. IRA melunasi hutangnya dan ini berdasarkan Surat Berita Acara
Tanya Jawab Nomor BATJ-09/WPN/08/KP.02/1994 tanggal 14 April 1994. Namun PT.

IRA tidak melakukan kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut dengan jangka
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waktu yang telah ditentukan, sehingga pernyataan bersama pun tidak dapat menemukan
kata sepakat.

Apabila Pernyataan Bersama tidak ditemukannya kata sepakat, maka
berdasarkan Pasal 6 UU PUPN pihak PUPN/BUPLN dapat melakukan tindakan
selanjutnya secara sepihak. Tindakan tersebut antara lain PUPN/BUPLN dapat
menetapkan jumlah piutang negara secara sepihak dalam bentuk surat Penetapan Jumlah
Piutang Negara (PJPN). Sebagai tindak lanjut dari PJPN diterbitkan Surat Paksa, yang
isinya dalam waktu 1 X 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan oleh juru sita KP2LN,
debitur harus melunasi hutang-hutangnya sebagaimana terdapat dalam Surat Paksa dari
PUPN Cabang Palu Nomor SP — 364/PUPNC/VIII-14/1994 tanggal 21 Oktober 1994.

Surat Paksa yang dikeluarkan PUPN tidak mendapat tanggapan dari PT. IRA
selaku debitur. Apabila setelah surat paksa ternyata debitur tidak menanggapinya dalam
bentuk apapun, maka tindakan selanjutnya akan dilakukan penyitaan terhadap barang-
barang milik debitur.

Berdasarkan kasus diatas, pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh
PUPN/BUPLN telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur penyitaan yang
dilakukan oleh PUPN/BUPLN sudah sesuai dengan UU PUPN. Tahapan sebelum
penyitaan dilakukan antara lain adanya permohonan dari penyerah piutang (bank) untuk
penyelesaian piutang negara kepada PUPN/BUPLN dilengkapi dengan kelengkapan
dokumen. Apabila sudah diteliti dan dianalisis dokumen serta permohonan penyelesaian
piutang negara, maka dikeluarkan surat penerimaan penyelesaian piutang negara oleh

PUPN/BUPLN. PUPN/BUPLN pun melakukan wawancara mengenai penetapan jumlah
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dan besarnya hutang debitur untuk membuat Surat Pernyataan Bersama antara PT. IRA
dengan PUPN/BUPLN. Apabila tidak ada tanggapan dari debitur, selanjutnya
PUPN/BUPLN akan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) secara
sepihak.

Akhirnya PUPN/BUPLN pun menerbitkan Surat Paksa kepada debitur (PT.
IRA). Surat Paksa ini dikeluarkan setelah adanya Surat Pernyataan Bersama yang tidak
diperhatikan untuk dipenuhi kewajibannya sebagai debitur (PT. IRA) melunasi
hutangnya. Apabila Surat Paksa ini tidak dipenuhi, maka PUPN/BUPLN pun akan
melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur (PT. IRA) termasuk barang yang
telah dijadikan agunan sebagai jaminan dari kredit debitur (PT. IRA). ..

Dengan demikian barang yang akan disita pun harus di tetapkan terlebih dahulu.
Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa segala
kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Jadi, bagi PT. IRA atas
semua barang-barang milik PT. IRA harus menjadi tanggungan atas suatu hutangnya.

Menurut Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa hak
istimewa yang harus didahulukan yaitu hipotik dan gadai. Dengan demikian, maka
barang-barang yang telah dijadikan jaminan dengan di pasang Hak Tanggungan dan
Fidusia milik PT. IRA dapat dijadikan tanggungan terlebih dahulu. Apabilé barang-
barang jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan dan Fidusia terlebih dahulu tidak
mencukupi atau menutupi jumlah hutangnya, maka harta kekayaan lain milik PT. IRA

dapat dijadikan tanggungan sampai menutupi jumlah hutangnya tersebut.
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Selanjutnya barang yang disita harus dilakukan penetapan apakah barang-barang
tersebut benar-benar milik debitur yaitu PT. IRA. PUPN/BUPLN melanjutkan dengan
penyitaan atau sita eksekusi terhadap barang-barang jaminan milik debitur. Penyitaan ini
dilakukan setelah adanya Surat Paksa untuk menjalankan sita eksekusi dan lelang
terhadap harta kekayaan debitur. Dalam hal penyitaan ini debitur, menganggap bahwa
tidak semua barang yang disita merupakan milik debitur, melainkan ada sebagian barang
milik pihak ketiga. Tetapi debitur pun tidak dapat menunjukkan bukti apapun mengenai
kepemilikan atas barang milik pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 572 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tiap-
tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapa membeberkan mempunyai
hak atas benda milik orang lain harus membuktikan hak itu. Sebagaimana ternyata, PT.
IRA tidak pernah dapat membuktikan adanya bukti-bukti pemilikan barang, mana yang
menjadi milik sendiri dan mana yang merupakan barang milik pihak ketiga. Pihak ketiga
pun tidak ada yang mengajukan keberatan atas barangnya yang disita oleh
PUPN/BUPLN. Sehingga barang-barang yang disita dianggap milik PT. IRA.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penetapan barang sitaan sesuai dengan
prosedur. Sebelum penyitaan dilaksanakan PUPN/BUPLN sudah mengadakan
pengecekan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan barang-barang sitaan benar-benar
milik PT. IRA. Penyitaannya pun berlangsung setelah dikeluarkan Surat Paksa
sebagaimana termaksud dalam UU PUPN.

Pada dasarnya PUPN/BUPLN melaksanakan kekuasaan untuk penyitaan dengan

itikad baik. Proses penyitaan telah dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku. Prosedur mengenai sita eksekusi berdasarkan sebagaimana
dalam Pasal 10 ayat (2) UU PUPN jo. Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara jo. Pasal 25
Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengusurusan
Piutang Negara, bahwa sebelum penyitaan dilakukan, si pemilik barang yang akan
disita harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Apabila pemanggilan tersebut tidak
diperhatikan atau tidak penuhi oleh si pemilik barang dalam hal ini adalah debitur, maka
barang-barang tersebut tetap harus dilaksanakan penyitaan.

Ketika penyitaan yang tidak dihadiri oleh PT. IRA, maka barang-barang sitaan
dititipkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Kepala Desa/Lurah setempat yang
menandatangani Berita Acara Penyitaan atas barang-barang sitaan milik PT. IRA.
Berdasarkan Pasal 134 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang
Pengurusan Piutang Negara, bahwa barang yang telah disita dititipkan kepada pemilik
barang atau aparat pemerintah desa/Kelurahan setempat.

Namun, ternyata dalam pelaksanaan pihak yang melakukan penjagaan bukanlah
Kepala Desa. Pihak yang melakukan penjagaan terhadap barang sitaan di lapangan
adalah pihak lain yang merupakan mantan karyawan PT. IRA sendiri. Padahal
seharusnya pihak yang diberikan kewenangan penitipan adalah pihak yang sekaligus
melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap barang sitaan sesuai dengan termaktub
dalam Berita Acara Penyitaan.

Atas barang bergerak milik debitur oleh PUPN/BUPLN terjadi suatu peristiwa,

yaitu kebakaran terhadap barang bergerak yang berupa stock kayu berikut dengan
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gudang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan stock kayu milik debitur yang
terjadi selama dua kali. Debitur menganggap ini sebagai kesalahan PUPN/BUPLN yang
tidak bertanggung jawab dikarenakan menurut debitur, bahwa PUPN/BUPLN
menitipkan penjagaan terhadap pabrik dan gudang beserta stock kayu kepada oknum
yang tidak mempunyai wewenang untuk menjaga dan mengawasi atas barang-barang
tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kepala Desa/Lurah
setempat tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai pihak yang dititipkan barang
sitaan. Padahal Kepala Desa seharusnya melakukan penjagaan dan pengamanan secara
aktif terhadap barang sitaan yang dititipkan, dimana hal ini sudah dijelaskan dalam
Berita Acara Penyitaan. Berita Acara Penyitaan sebagai dasar untuk penugasan kepada
pihak yang dititipkan untuk berkewajiban melakukan penjagaan dan pengamanan barang
sitaan, dalam hal ini adalah Kepala Desa.

ApabYla melihat dalam uraian kasus diatas, bahwa peristiwa kebakaran tersebut
masih dalam pemeriksaaan dan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakarannya.
Bahkan sampai saat ini pun belum dapat dipastikan apa penyebab kebakaran tersebut,
karena kasus kebakaran tersebut belum menghasilkan putusan final yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Meskipun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, dalam hal musnahnya
barang sitaan milik debitur berada dibawah penguasaan Kepala Desa. Kepala Desa
sebagai pihak yang diserahkan penitipan harus melakukan pengamanan barang sitaan

dan bertanggung jawab atas barang-barang sitaan secara fisik, baik kerusakan maupun

99

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



hilangnya barang tersebut. Oleh karena itu kebakaran tersebut menjadi tanggung jawab
Kepala Desa bukanlah PUPN/BUPLN. Berdasarkan Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seorang yang telah diberikan
tanggung jawab untuk pengawasan terhadap suatu barang, maka untuk kerusakan dan
hilangnya barang, baik atas kesalahan sendiri maupun karena kelalaian dan kurang hati-
hati maka menjadi tanggung jawab pihak yang ditugasi untuk melakukan pengawasan
terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian, maka PUPN/BUPLN dapat
dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan
melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.

Atas kejadian kebakaran biasanya dapat dilakukan klaim terhadap asuransi atas
barang-barang milik PT. IRA. Namun, dalam hal ini tidak terlihat apakah barang-barang
tersebut sudah didaftarkan asuransi atau belum. Selain itu, biasanya asuransi pun dapat
terlihat dalam perjanjian kredit antara bank dengan debiturnya. Melalui asuransi dapat
dilakukan penggantian dengan pembayaran klaim asuransi apabila terjadi hal-hal diluar
dugaan yang dapat menurunkan nilai dari barang-barang yang dijadikan jaminan
tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan mengenai asuransi dari perjanjian kredit.

Seharusnya asuransi terhadap barang-barang persediaan dilakukan untuk
melindungi peristiwa yang timbul dikemudian hari. Bahkan asuransi terhadap barang-
barang yang akan disita pun perlu dilakukan karena apabila terjadi musnahnya barang

sitaan tidak semuanya kerugian dibebankan kepada pihak yang dititipkan barangnya. Hal
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ini dikarenakan pastinya pihak yang dititipkan barang sitaan akan sangat keberatan
untuk mengganti kerugian yang sangat besar seperti halnya kasus PT. IRA tersebut.
Hakim memutuskan bahwa PUPN/BUPLN tidak bersalah dan telah melakukan
pengurusan penyelesaian piutang negara sesuai prosedur yang berlaku pada tingkat
kasasi. Putusan hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini dapat terlihat dari proses penyelesaian pengurusan piutang negara yang
dilakukan oleh PUPN/BUPLN sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun
1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

333/KMK.01/2000 tentang pengurusan Piutang Negara serta Keputusan Kepala BUPLN

Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Secara prosedur PUPN/BUPLN berwenang untuk melaksanakan pengurusan
piutang negara. Tugas PUPN yang diatur dalam UU PUPN serta peraturan
pelaksanaannya mengenai pengurusan piutang negara. PUPN dengan kewenangannya
merupakan panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam UU
PUPN. Kewenangan PUPN pula untuk melakukan eksekusi diluar pengadilan yang
disebut dengan parate eksekusi.

Namun dalam hal penyitaan sesuai dengan Keputusan Kepala BUPLN, maka
PUPN wajib melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap barang-barang sitaan
tersebut. Untuk itu, penitipan barang sitaan diserahkan kepada pemilik barang atau
Kepala Desa untuk melakukan penjagaan dan pengamanan barang sitaan yang dilakukan
oleh PUPN/BUPLN.
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Akhirnya atas keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan PUPN/BUPLN
tidak bersalah secara keseluruhan dapat dibenarkan sepenuhnya. Apabila melihat adanya
peristiwa kebakaran yang memusnahkan barang sitaan tersebut seharusnya barang-
barang sitaan berada dalam penjagaan dan pengamanan yang dilakukan oleh Kepala
Desa, sedangkan di lapangan ternyata penjagaan dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa tidak melakukan tugasnya untuk
penjagaan dan pengamanan barang sitaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara prosedur PUPN/BUPLN telah
melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun
dalam penitipan barang sitaan yang diserahkan kepada Kepala Desa tidak melaksanakan _
sekaligus tugas penjagaan dan pengamanannya. Hal musnahnya barang sitaan akibat
kebakaran, baik kebakaran tersebut dilakukan oleh pihak lain atau tidak, tetap saja
menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagai pihak yang harus melakukan penjagaan
dan pengamanan terhadap barang sitaan. Oleh karena itu, PUPN/BUPLN tidak

bertanggung jawab atas musnahnya kebakaran terhadap barang-barang sitaan.

4. Perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan
berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285
K/Pdt/2001

Peristiwa kebakaran yang memusnahkan barang-barang sitaan milik debitur
mengakibatkan debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun sampai saat

ini pun hasil gugatan tersebut belum mencapai putusan akhir. Atas kebakaran barang-
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barang sitaan sampai saat ini masih dalam penyelidikan pidana oleh pihak kepolisian
dan belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Atas peristiwa tersebut, debitur berhak mendapatkan perlindungan terhadap
barang-barang milik debitur. Perlindungan hukum terhadap musnahnya barang-barang
sitaan dapat dilakukan melalui asuransi, ganti rugi atau jalur hukum.

Salah satu perlindungan debitur adalah melalui perjanjian kredit. Pada dasarnya
barang-barang sitaan debitur sebelum dilakukan penyitaan oleh PUPN/BUPLN
merupakan agunan yang dijadikan jaminan kredit atas hutang debitur didalam perjanjian
kredit antara kreditur dengan debitur. Debitur pun dapat dilindungi dari segi perjanjian
kredit tersebut. Dimana perjanjian kredit terdapat klausula asuransi terhadap barang-
barang yang dijadikan jaminan kredit.

Asuransi yang preminya dibayarkan oleh debitur dalam perjanjian kredit
merupakan biaya yang dapat dicairkan pada saat barang jaminan terjadi kerusakan atau
peristiwa lainnya yang dapat mengakibatkan barang jaminan tersebut rusak atau musnah.
Klausula asuransi ini bertujuan untuk penagihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas
barang agunan maupun atas kreditnya sendiri92. Adapun materinya perlu memuat
mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi
untuk disimpan di bank, dan sebagainya. Intinya asuransi bertujuan untuk memperkecil

resiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

® H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 195.
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Apabila melihat uraian kasus diatas, tidak terlihat apakah barang-barang tersebut
oleh pihak PT. IRA sudah dilakukan asuransi atau belum. Baik asuransi yang dilakukan
untuk perlindungan terhadap kerusakan barang sebelum dijadikan jaminan pelunasan
hutang maupun pada saat dijadikan pelunasan hutang.

Bahkan dalam peraturan mengenai pengurusan piutang negara pun tidak
dianjurkan untuk dilakukan asuransi terhadap barang-barang sitaan. Hal ini perlu
dilakukan karena dapat meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang
dititipkan barang sitaan selain pemilik barang. Tentunya akan berbeda ketika barang
sitaan musnah pada saat dibawah penjagaan antara pemilik barang dengan pihak >lain
selain PUPN/BUPLN. Apabila terjadi peristiwa yang sama seperti kasus PT. IRA akan
berdampak negatif terhadap pihak lain selain pemilik barang, dimana pihak yang
dititipkan barang sitaan tersebut akan sangat berkeberatan melakukan penjagaan dengan
menanggung resiko yang tidak memiliki perlindungan hukum terhadap pihak yang
dititipkannya selain si pemilik barang.

Selain dari segi perjanjian kredit, debitur dapat meminta perlindungan hukum
terhadap siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Namun, hal ini
membutuhkan waktu yang lama yaitu menunggu putusan  hakim
Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Apabila putusan hakim yang menjatuhkan pihak
yang bersalah adalah pihak ketiga, maka debitur akan mendapatkan ganti rugi. Namun,
apabila putusan hakim menjatuhkan putusan pihak ketiga tidak bersalah, maka debitur

tidak dapat menuntut ganti rugi atas peristiwa tersebut.

104

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



Melihat uraian kasus diatas, seharusnya PT. IRA mendapatkan ganti rugi dan
pihak PUPN. Ini terbukti bahwa PUPN merupakan pihak yang harus melakukan
penjagaan dan pengamanan terhadap barang sitaan. Apabila barang sitaan tersebut
musnah akibat kebakaran yang berada dibawah penguasaan PUPN, maka PUPN yang
harus bertanggung jawab atas musnahnya barang sitaan akibat adanya kebakaran.

Apabila barang sitaan tersebut diserahkan atau dititipkan kepada PT. IRA, maka
mungkin saja barang tersebut akan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh PT. IRA. Namun
kenyataannya barang tersebut tidak dititipkan kepada PT. IRA melainkan kepada Kepala
Desa/Lurah setempat. Kepala Desa/Lurah setempat pun hanya sebagai pihak yang
dititipkan barang sitaan milik PT. IRA, sedangkan tanggung jawab dalam penataan dan
pengamanan barang sitaan dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian, maka PUPN harus
membayar ganti rugi kepada PT. IRA sesuai dengan barang-barang sitaan yang telah
musnah akibat peristiwa kebakaran tersebut.

PT. IRA pun dapat melakukan penyelesaian peristiwa kebakaran tersebut melalui
jalur hukum. Jalur hukum ini sudah dilakukan oleh PT. IRA dengan melaporkan
peristiwa kebakaran kepada pihak yang berwajib, namun sampai saat ini belum
menghasilkan keputusan dari kasus kebakaran tersebut. -

Sebelumnya pihak PUPN memang merasa bahwa kebakaran tersebut bukan
kesalahannya. Bahkan PUPN menganggap bahwa kebakaran tersebut terjadi karena
musibah belaka, schingga Hakim Mahkamah Agung pun memutuskan bahwa PUPN
tidak bersalah sepenuhnya. Apabila melihat pernyataan dari PUPN itu dapat dikatakan

sebagai pernyataan subjektif saja, sedangkan seharusnya PUPN melakukan koordinasi
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dengan Bank atas peristiwa kebakaran tersebut sebagaimana termaktub dalam
Keputusan Kepala BUPLN.

Jadi perlindungan hukum terhadap debitur untuk kasus ini sangat kecil sekali.
Debitur hanya dapat berharap dari asuransi yang termuat dalam premi asuransi
sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur (Bank).
Selain itu juga dapat dari pihak PUPN dengan memberikan ganti rugi atau jika hal
tersebut tidak tercapai maka PT. IRA dapat menempuh jalur hukum untuk menuntaskan

perkara peristiwa kebakaran tersebut.

S. Akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang

sitaan

Setelah penyitaan, PUPN/BUPLN pun melakukan rencana pelelangan
sebagaimana dalam UU PUPN dan Keppres BUPLN. Pelelangan merupakan salah satu
tugas dari pengurusan, penataan dan pengawasan yang mempunyai fungsi parate
eksekusi terhadap piutang negara.

Sama halnya dengan kasus diatas, setelah PUPN/BUPLN melakukan penyitaan,
maka langkah selanjutnya PUPN/BUPLN harus melakukan pelelangan. Rencana
pelelangan ini dilakukan setelah adanya penyitaan terhadap barang-barang sitaan milik
debitur kreditur macet.

Rencana pelelangan telah dilakukan oleh PUPN/BUPLN dengan dikeluarkannya

pengumuman di surat kabar. Pengumuman dilakukan oleh PUPN/BUPLN melalui koran
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Palu Mercusuar. Namun, pengumuman ini dilakukan terhadap barang-barang sitaan
yang masih ada setelah adanya kebakaran di lokasi pabrik debitur yang memusnahkan
gudang seluas +5.000 m2 dan stock kayu yang menjadi agunan kredit.

Setelah adanya pengumuman rencana lelang, terjadi kebakaran kembali untuk
kedua kalinya. Kebakaran kedua terjadi dilokasi gudang pabrik debitur yang
memusnahkan kayu lunak yang juga menjadi agunan kredit PT. IRA.

Peristiwa tersebut mengakibatkan rencana pelelangan menjadi terhambat.
Hambatan lelang terjadi karena adanya peristiwa kebakaran yang kedua kalinya terhadap
barang sitaan milik debitur. Dimana, sebelumnya barang-barang yang akan dilelang
antara lain tanah dan bangunan, pabrik, gudang, mesin-mesin pabrik, peralatan-peralatan
berat dan stock kayu, sedangkan menjadi berkurang barang-barang sitaan yang akan
dilelang setelah adanya kebakaran kedua kalinya.

Akibat hukum terhadap rencana pelelangan ini dapat dilakukan dengan berbagai
cara yaitu penundaan dan pembatalan lelang. Penundaan atau pembatalan sebagaimana
dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Pasal 189 Keputusan
Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang
Negara dapat dilakukan pembatalan atas rencana lelang.

Berdasarkan Pasal 189 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pelayanan
membatalkan penjualan lelang dalam hal:

a. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi hutang;
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b. Barang yang akan dlelang disita dalam kasus pidana;

c. Barang yang akan dilelang musnah;

d. Barang jaminan telah dicairkan diluar lelang, atau

e. Barang jaminan tidak atau tidak lagi menjadi jaminan Piutang Negara.

Namun apabila dalam satu pelaksanaan lelang terdapat beberapa barang jaminan, maka

pembatalan lelang hanya berlaku atas objek lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf

b, ¢, d dan e, sedangkan terhadap barang lainnya penjualan lelang tetap dilaksanakan.
Melihat uraian diatas apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, barang-barang

sitaan yang musnah akibat kebakaran tidak semuanya musnah. Ternyata barang sitaan

milik debitur yang musnah hanyalah stock kayu dan bangunan pabriknya saja,

sedangkan barang-barang lainnya yang disita masih ada seperti tanah dan bangunan
rumah, tanah pabrik dan sebagainya. Dengan demikian maka pelaksanaan lelang masih
dapat dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (2) Keputusan Kepala
BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Apalagi melihat kasus diatas, pihak PT. IRA hanya mengajukan penundaan
lelang saja. Permohonan penundaan lelang dilakukan oleh PT. IRA berdasarkan karena
adanya musnahnya barang sitaan akibat kebakaran. Oleh karena itu, sangat pantaslah
permohonan penundaan lelang yang diajukan oleh PT. IRA tidak dikabulkan oleh
PUPN.

Setelah melihat kasus diatas, maka rencana pelaksanaan lelang tetap dapat

dilaksanakan. Ternyata tidak semua barang-barang sitaan musnah akibat kebakaran dan
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masih terdapat barang-barang sitaan lainnya yang masih dapat dijual melalui lelang

sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang.
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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pada dasarnya saat ini pengurusan piutang negara yang berasal dari debitur kredit
macet pada bank milik pemerintah sudah tidak dilakukan melalui panitia khusus
yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara (BUPLN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, namun
Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN masih tetap berlaku
sampai saat ini. Namun dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3285
K/Pdt/2001, pengurusan piutang negara masih dilakukan oleh PUPN/BUPLN.
PUPN/BUPLN melakukan sita dan lelang sebagai upaya terakhir terhadap debitur
kredit macet. Penitipan barang sitaan pun dapat diserahkan kepada Kepala Desa jika
penanggung hutang/penjamin hutang tidak hadir ditempat pada saat penyitaan
dilakukan. Dengan demikian PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab atas
penjagaan dan pengamanan barang sitaan, melainkan Kepala Desa yang
bertanggung jawab terhadap penjagaan pengamanan barang sitaan tersebut. Maka,
kebakaran yang menyebabkan musnahnya barang-barang sitaan milik debitur (PT.
IRA) menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Dalam hal ini Kepala Desa sebagai
pihak yang diberikan kepercayaan terhadap penitipan barang sitaan, namun dalam
pelaksanaannya Kepala Desa tidak melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap

barang sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan dan untuk
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itu dapat dikenakan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub
dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pemilik barang dalam hal ini adalah PT. IRA berhak mendapatkan perlindungan
akibat musnahnya barang-barang sitaan. PT. IRA akan mendapatkan perlindungan
hukum melalui adanya klaim asuransi sesuai dengan peijanjian sebagaimana dalam
perjanjian kredit yang ditandatangani oleh PT. IRA selaku debitur dengan bank
selaku kreditur. PT. IRA pun dapat meminta ganti rugi atas musnahnya barang
sitaan milik PT. IRA oleh pithak PUPN sebagaimana dalam Pasal 1367 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila tidak mendapatkan ganti rugi, PT.
IRA dapat melakukan perlindungan hukum dengan menempuh jalur hukum.

Rencana lelang atas musnahnya barang-barang sitaan yang dilakukan oleh
PUPN/BUPLN tetap dapat dilaksanakan, karena barang-barang sitaan tidak
semuanya musnah, sebagaimana sesuai Pasal 189 ayat (2) Keputusan Kepala
BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.
Atas barang-barang sitaan yang tersisa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang-barang sitaan yang ada.

B. Saran

1

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan, baik terhadap pihak debitur, kreditur
maupun PUPN/BUPLN, sebaiknya PUPN/BUPLN bekeijasama dengan kreditur
dalam melaksanakan pengurusan penyelesaian piutang negara khususnya dalam

rangka penyitaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.
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2. Sebaiknya barang-barang jaminan milik debitur kredit macet yang akan disita
terlebih dahulu dilakukan pengamanan melalui asuransi yang klaimnya berlaku
apabila barang-barang sitaan tersebut tidak dilindungi selama penyitaan. Asuransi
tersebut dapat dilakukan bersamaan melalui kesepakatan perjanjian kredit antara
bank dan debitur dengan penambahan klausula yang berbunyi bahwa ketika
kredit macet dan asset jaminan dalam kondisi tidak terlindungi, maka bank
diperlukan atas tunggakan debitur menutupi asuransi untuk mengamankan asset
jaminan. Sementara itu mengenai jumiah premi asuransi dapat dibicarakan
antara bank dengan debitur untuk menutup asuransi apabila terjadi asset jaminan
yang disita tidak terlindungi.

3. Meskipun penitipan barang sitaan dapat diserahkan kepada aparat pemerintah,
namun dalam penjagaan sebaiknya PUPN tidak bersikap pasif melainkan harus
melakukan pemeriksaan secara berkala dan sistematis terhadap keadaan fisik

barang sitaan dilokasi penyimpanan barang sitaan.
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RUTUS AN

Nomor : 3285 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHRH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah

mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I.

II.

PT.BANK MANDIRI (PERSERO) PALU EKS PT.
BANK BUMI DAYA (PERSERQ) CABANG PALU,

beralamat di Jalan Imam Bonjol NQ.88°

Palu, diwakili kuasanya : JOHNY SIMON
RUMAYAR, dan kawan-kawan,. Spoke Manager
PT.Bank Mandiri (Persero) Palu Eks.
PT.Bank Bumi Daya (Persero) Cabkang
15a1u, berdasarkan Surat Kuasa Dir"éksi
PT.Bank Mandiri (Pexrsero) No..l.éslsk.
CPS/2000 tertanggal 9 Nopember 2000 %'
Pemohon kasasi I .dahulu tergugat
1/Pembanding ;
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cg MEN-
TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.
KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LEDRANG
NEGARA UJUNG PANDANG cq KEPALA KANTOR
PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG = NEGARA
PALU, Dberlamat di Jalan Tanjung . Pesik
No.38 »alu, diwakili kuasanya : JOHNY
HARAS & MUNAWAR EKA FITRAH, Staf pada
Subsi Informasi & Hukum XP3N Palu,
beralamat di Jalan Tanjung Pesik No.38
Palu, berdasarkan Surat Kuasa tertang-
gal 28 Spetember 1999 H o

Pemohon «.vveeee.
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Pemohon kasasi II dahulu tergugat II/
pembanding ;
melawan

PT.IRADAT PURI. berkedudukan di Palu,

diwakili : RISWONG HONGDOYO, dalam -

I Y]}

kedudukannya sebagai Direktur . atas
persetujuan dari JANI WIDJAJA, selaku
Komisaris PT.Iradat Puri (karena MIERA-
WAN HOLINDO SONMOAHI, selaku Direktur
Utama tzlah meninggal dunia pada tang-
gal 16 Februari 2001 yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya : SAMUEL SAM-
BEN, SH. dari Kantor Hukum G. Simorang-
kir, SH. & Ressociates, Adwvokat & éengaé
cara, berdasarkan surat kuasa tertang-
gal 1 Maret 2001 ;
Termohon kasasi dahulu penggugat/ter-
banding ;

Mahkamah Agung tersebut ; ¥

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter-
nyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat
asli telah menggugat sekarang pemohon kasas-i sebagai
tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan

Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli adalah pemegang Hak Pengu-
sahaan Hutan (HPH) seluas + 195.000 Ha terletak di
Propinsi/Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan memiliki
Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) di Tondo-Palu ;

Bahwa dalam pengoperasian HPH dan IPKH tersebut
diatas, penggugat asli .memperoleh fasilitas kredit
ekspor modal kerja dari tergugat asli I, yang nota bene

e ARt
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sudah punya hubungan selama + 28 tahun terjalin  dengan

baik dan lancar ;

Fasilitas kredit khusus terurai sebagai berikut :

1. Untuk tambahan modal kerja kayu hitam (ebony) berda-
sarkan Perjanjian Kredit (PK) No.17/010/Pe/Plu tang-
gal 7 Mei 1985 sebesar Rp.5.408.000.000,- (lima
milyar empat ratus delapan juta rupiah) bukti P.1 ;

2. Untuk tambahan modal kerja kayu 1lunak berdasarkan
Perjanjian Kredit (PK) No.17/006/Pe/Plu tanggal 2
Oktober 1985 dan PK No.17/008/Pe/Plu tanggal 21
Desember 1985 yang dituangkan dalam akte No.80 tang-
gal 23 Desember 1985 dari Hans Kansil, SH. Notaris di
Palu sebesar Rp.5.439.000.000,- (lima milyar enpat
ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) bukti P.2 ;

3. Sisa kredit penggugat asli sesuai surat konfirrt\asi

tergugat asli I tanggal 6 Oktober 1995 sebesar
Rp.9.907.000.000,~- (sembilan milyar sembilan ratus
tujuh juta rupiah) P.3 ; | .

Bahwa menurut perhitungan tergugat asli II, se-
bagaimana dijelaskan didalam suratnya yang ditujukan
kepada kuasa Hukum penggugat . asli  No.S-2089/WEN,08/
KP.02/1997, tanggal 27 Nopember 1997, sisa kredit peng-
gugat asli adalah sebesar Rp.17.774.183.437,- (tyjuh
belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus
delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh
rupiah) buk.i P.4 ; '

Bahwa dengan demikian perbedaan jumlah gisa

kredit penggugat asli atas perhitungan tergugat asli I

dan tergugat asli II yang sampai saat ini tidak jelas

dasar perhitungannya ;
Bahwa diluar perkiraan dan dugaan, terbit SK.

Menteri Keuangan No.1134 KMK/013/1989 tanggal 10 Oktober
' 1989, ........
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1989, tentang Pengenaan. Pajak Eksport atas kayu gerga-
jian/sawntimber (yang sangat tinggi, kurang lebih sama
dengan harga jual) hingga tidak mungkin dapat diekspor/
dijual oleh penggugat asli ; '

Eahwa akibat ketentuan SK Menteri Keuangan terse-
but, praktis penggugat asli tidak dapat menjual/meng-
ekspocr hasil produksi kayu gergajiannya, dan stock kayu
gergajiannya yang diproduksi numpuk tidak dapat dijual,
sehinjyga cashflow penggugat asli mengalami kemacetan ;

Bahwa untuk menanggulangi hambatan ekspor terse-
but, penggugat asli berupaya keras mencari dana untuk
membeli wmasin-mesin reprocessing, agar dapat nwmpréses
stock kayu gergajian menjadi kayu olahan, supaya bebas
dari pajak ekspor sesuai ketentuan SK. Menkeu- tersebit
diatas, ¢an yang terpenting stock kayu gergajian yang
menumpuk dipat segera dijual/ekspor/diuangkan sehingga
casflow perusahaan dapat berjalan normal kembali, ham-
batan ekspor atas hasil produksi kayu gergajian/sawntim-
ber penggugat asli tersebut diatas terjadi pada tahun
1990 s/d 1994. Dalam masa kesulitan tersebut, terutama
masalah cashflow penggugat asli bertahan dari hasil
usahéz logging operation dengan bantuan peralatan dari
Leasing Company ;

Bahwa pada akhir tahun 1994, penggugat asli her-
hasil memperoleh bantuan financial dari pihak ketiga
untuk membiayai pembelian mesin-mesin reprocessing kayu
gergajian dan juga ‘dengan bantuan 1leasing. Penggugat
asli mulai meng-operasikan kembali IPKH Tondo - Palu dan
merezlisir penjualan/ekspor kayu gergajian yang telah
diproses menjadi kayu olahan ;
Bahwa dari hasil oparasi tersebut diatas penggi-

gat asli telah melakukan angsuran sisa kredit kepada

tergugat .......
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tergugat asli I sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta
rupiah) ;

Bahwa pada bulan Pebruari 1995 penggugat asli
berhasil merealigir ekspor sebanyak kurang lebih US$
750,000,- (tujuh raus lima puluh ribu Dollar Amerika
Serikat) realisasi ekspor tersebut melalui Bank tergu-
gat asli I sesuai surat laporan penggugat asli tanggal
28 Februari 1995 dan tanggal 8 Maret 1995 kepada tergu-
gat asli I bukti F.5 dan P.6 ;

Bahwa dari hasil realisasi ekspor tersebut,
penggugat asli kepada tergugat asli I sebgsar
Rp.SO0.0'O0.000,— (lima ratus juta rupiah) ; '

Bahwa, diluar dugaan terjadi tragedi yang‘ luar
biasa, peristiwa yang amat sangat mengejutkan, yaitu
pada  awal April 1995 Kepala Dinas Kehutanan Datj I
Sulawesi Tengah (Kadishut) dengan para petugasnya datang
mengadakan razia dilokasi IPKH penggugat asli di Tondo,
Palu, dengan tuduhan dilokasi IPKH penggugat asli
terdapat kayu illegal, tanpa bukti yang nyata dan tanpa
dasar hukum mereka melakukan penyegelan terhadap seluruh
stock kayu terutama dan khususnya kayu hitam (ebqny)
milik penggugat asli ; |

Bahwa, sampai saat ini tuduhan adanya kayu
illegal di IPKH penggugat asli tidak dapat dibuktikan,
dan untuk jernihnya kebenaran dan nama baik pengguygat
asli atas tuduhan Kadishut tersebut, penggugat asli
telah meminta Tim Post Audit Departemen Kehutanan Jakar-
ta untuk melakukan pengechekan kémbali, hasil post audit
ternyata tidak ditemukan adanya kayu illegal yang
difitnah oleh Kadishut tersebut diatas. Mengenai kasus
penyegelan kayu yang tidak mempunyai dasar hukum terse-

but, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5(lima)

tahun ......
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tahun tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut secara
hukum ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersgbut
penggugat asli telah mengajukan gugatan perdata terhadap
Kadishut Sulteng-Palu di Pengadilan Negeri Klas I-A Ralu
di Palu terdaftar dibawah register No.91 dan 92/pdt.G/

1997/PN.PL. yang saat ini memasuki tahap kasasi ;

;

Bahwa akibat fitnah dan penyegelan stoc}c"'fcayu
yang dilakukan oleh Kadishut Sulteng-Palu, penggugat
asli tidak dapat menjual atau mengekspor stock kayu
milik penggugat asli, karena Kadishut Sulteng-Palu tidak
mau mengeluarkan atau memberikan pelayanan Surat Ang-
kutan Kayu Olahan (SAKO), sedangkan tanpa Sako kayu
tidak dapat diangkut, meskipun penggugat asli sudah
mempunyai kontrak jual beli kayu dan LC atas penjua\lan.
stock kayu yang ada. LC dan Contract kayu tersebut,

telah diserahkan kepada tergugat asli I sebesar US$

1,630,000 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu Dollar
Amerika Serikat);

Bahwa andaikata hambatan tersebut tidak texrjadi

maka sudah dapat dipastikan angsuran sisa kredit penggu-
gat asli kepada tergugat asli I berjalan sesuai rengana
dan akan terpenuhi ;
Bagaimanapun Jjuga penggugat asli telah melakukan ang-
suran kepada tergugat asli I masing-masing sebesar
Rp.300.0G0.000, - tiga ratus juta xupiah) dan
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah
Rp.800.000.000, - {delapan ratus juta rupiah) ;

Bahwa akibat hambatan-hambatan penyegelan stock
kayu dan tidak dilayani Sako tersebut diatas, maka tidak
ada jalan lain penggugat asli terpaksa melakukan pemu-
tusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang ada
dilokasi IPKH Tondo dan yang ada di areal HPH penggugat
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asli pada bulan Oktober 1995, dan sebagian PHK dilakukan
atas permintaan dari karyawan sesuai pernyataan SPSI

UK.PT.Iradat Puri tanggal 7 Nopembexr 1995 ;

1

Bahwa akibat lebih jauh atas tindakan Kadishut
Sulteng Palu yang tidak bersedia memberikan pelayanan
Sako terurai dalam butir 17 posita gugatan ini, maka
penggugat asli tidk bisa membayar angsuran sisa kredit
kepada tergugat asli I ;

Bahwa seharusnya tergugat alsi I tidak langsung
mengambil tindakan yang amat d-astis, yaitu menyerahkan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N) atau sekarang tergugat asli II dengan mengklasi-
fikasikan penggugat asli sebagai debitur kredit macet
yang diikuti tindakan Penyitaan dan Pelelangan atas
asset penggugat asli ; -

Bahwa dalam tindakan penyitaan atas Selyruh
asset/barang-jaminan milik penggugat asli, yang dilaku-
kan oleh tergugat asli II atas permchonan tergugat asli
I, Pihak penggugat asli maupun wakil yang sah penggugat
asli sama sekali tidak pernah diikut sertakan ;

Bahwa tergugat asli II telah melakukan penyitaan
terhadap seluruh asset penggugat asli yang dijaminkan

maupun yang tidak.dijaminkan termasuk alat-alat leasing,

secara melawan hukum ;

Bahwa semua bf_:;:agng atau asset; pgggggﬁQQ-gg_L_i yang
digita tersebut, s:eluruhnya berada dalam penguasaan
texgugat asli I dan tergugat asli II i

Bahwa tergugat asli Imcﬁi-;r‘l-:;:gugat asli II dengan
sengaja tclah menelantarkan barang-jaminan kredit ter-
sebut, dan tidak melakukan pengawasan/penjagaan/pemeli-

ha.;aan secara layak atas barang jaminan kredit milik

penggugat ......
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penggugat asli yang telah disita dan dalam penguasaan-
nya, sehingga pada tanggal 13 September 1997 terjadi
kebakaran yang memusnahkan seluruh pabrik sawmill I dan
gudang seluas kurang lebih 5.000 n2 beserta seluruh
stock kayu ebony dan kayu lunak yang sudah siap digks-
por yang berada di Pabrik sawmill-1 dan gudang tersebut,
yang semuanya itu merupakan barang jaminan kredit peng-
gugat asli kepada tergugat asli |

Bahwa atas kejadian kebarakan tersebut tergugat
asli Il mengatakan hanyalah sebagai musibah, sebagaimana
dinyatakan dalam suratnya No.S751/WPN. 03/1997 tanggap 19
September 1997 (bukti P.7) dan dari surat tersebut
diketahui ternyata tergugat asli Il sangat tidak per-
tanggung Jjawab, yaitu menyerahkan asset barang-jaminan
kredit milik penggugat asli yang nilainya puluhan mi®yar
rupiah kepada oknum yang tidak berwenang dan tidak punya
kapasitas serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan, tjaik
secara prosedure maupun secara hukum ;

Bahwa perbuatan tergugat asli | dan tergugat asli
Il tersebut diatas merupakan Perbuatan melawan hukum,
dan atas perbuatan tersebut penggugat asli telah menga-
jukan gugatan di Pengadilan Negeri Kias 1-A Palu di Palu
dibawah register No.121/Pdt .G/1997/PN.PL ;

Bahwa gugatan a quo oleh Pengadilan Negeri_ Kias
| .A  Palu diterima dan dikabulkan, yang salah..satu—"ear.
putusannya menghukum tergugat asli | dan.tergugat_ asli
Il diwajibkan membayar ganti rugi sebesar US$
8,500,000,- (Delapan juta lima ratus ribu Dollar Amerika
Serikat) kepada penggugat asli ;
Putusan Pengadilan Negeri Kias |I.A Palu di Palu a quo
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu tanggal 14
Nopember 1998 No0.85/Pdt/1998/PT.Palu, saat ini 4dfalam
tahap kasapi
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Bahwa meskipun telah ada putusan mengenai tun-
tutan atau gugatan kerugian yang ditimbulkan akibat
kelalaiannya, ternyata tergugat asli I dan tergugat gsli
IT masih tetap melalaikan tanggung jawabnya sebagai
pihak yan7y seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan
dan keutuhan seluruh barang jaminan kredit yang telah
disitanya yang saat ini berada dalam penguasaan dan

pengawasannya ;

Bahwa ternyata pada tanggal _2_3 Pebruar} 1998 ter-
jadi lagi musibah kebakaran yang memu_sx:;hk;xi‘tsll m3
(empat ribu tiga ratus sebelas meter kubik).stock kayu
lunak yang ada di IPKH Tondo ;

Akibat kebakaran ini penggugat asli mengalgmi keruqian
sebesar US$ 1,404,523,- (satu juta empat ratus empat
ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika). Terhadap
kerugian ini penggugat asli mengajukan gugatan tersen- -
diri kepada tergugat I dan tergugat asli II ;

Bahwa tergugat asli II sampai hari ini masih
menguasai sepenuhnya seluruh barang-jaminan kredit milik. .
penggugat yang ada di lokasi IPKH Tondo-Palu dan g}:d:ék
mengijinkan penggugat asli memasuki lokasi IPKH jr}ilik
penggugat asli ; -

. Bahwa tergugat asli I dan tergugat asli II di-
samping kelalaiannya mc;njalankan tugas ters_ebut: yang
berakibat terjadinya kebakaran masih gigih dan ngqtot
memaksakan kehendaknya menjual lelang asset milik pihak
ketiga dan penggugat asli yang nota bene nota tidak
harap ulangi tidak menjadi jaminan/agunan atas kredit
penggugat asli terhadap tergugat asli I yaitu sebagajima-
na tersebut dalam surat gugatan ;

Nilai asset penggugat asli tersebut adalah sebesar US$

1,696,652, - (satu juta enam ratus sembilan puluh enam

ribu s s o5 0000

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH-UT, 2008



- 10 -

ribu enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa jelas dan tegas tindakan tergugat asli I
dan tergugat asli II menjual asset milik pihak ketiga
dan penggugat asli yang tidak menjadi agunan atas kre-
ditnya adalah Absurd dan merupakan perbuatan melawan
hukum, karenanya haruslah dituntut membayar keruqian

kepada penggugat asli ;

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasaxkan

bukti-bukti yang original yang tidak terbantahkan 'kebe-

narannya, maka sangatlah beralasan hukum putusan dalam
perkara ini dapat dilaksanakan terlebiil .daltl_‘l}-lzl;_‘;ekalipun
tergugat asli I dan tergugat asli II mengajukan upaya
hukum banding, kasasi dan/atau verzet (uitvoorbag_;_‘i bij
voorraad) ;

Untuk menjamin pembayaran ganti .rugi yan-g~ didexita
penggugat asli sebesar US$ 1,696,652,- (satu juta enam
ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua
Dollar Amerika Serikat) penggugat asli mohon kepada
Bapak dan/atau Majelis Hakim yang akan wmemeriksa dan

mengadili gugatan ini berkenan melakukan Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag) atas seluruh harta gerak maypun

——— . et - .
-

tak gerak milik tergugaﬁ asli I dsn tergugat asli II ;

Bahwa dari data dan fakta yang telah penggugat
asli uraikan diatas, maka jelas dan tegas telah terbukti
secara nyata tergugat asli II yang menerima dan melaksa-
nakan tugasnya dari tergugat asli I dalam "mengamankan"

asset penggugat asli terutama dilokasi IPKH Tondo, tidak

mohon diulangi tidak menjalankan tugasnya dengan benar
dan Dbaik, maka sangatah beralasan hukum Katua dan/atau
Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela agar

kepada tergugat asli I dan II diperintahkan meninggalkan

lokasi ......
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lokasi IPKH Tondo dan selanjutnya menyerahkan kemRkali

kepada penggugat asli untuk mengamankan lokasi a quo ;

!

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas,
penggugat asli mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas
I-A Palu untuk memberikan putusan sebagai berikuyt :
PUTUSAN PROVISI

1. Memerintahkan kepada tergugat II membuat dan menapda-

tangani Berita Acara Terima asset-asset milik penggu-

gat vyang ada di lokasi IPKH Tondo kepada penggugat

sebelum meninggalkan lokasi ;

Memerintahkan kepada tergugat II wmeninggalkan lokasi

IPKH Tondo, dan menyerahkan kembali kepada penggugat

dalam waktu 8(delapan) hari setelah putusan ini
diucapkan ;

Tidak .diindahka.n-nya putusan ini, tergugat dikengkan
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (se-
ratus juta rupiah) per hari ;

?

Memerintahkan kepada penggugat untuk mengambil alih
pengamanan lokasi IPKH Tondo Palu ;
DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Seluyuh-

nya ;

2. Menyatakan menurut hukum tergugat I dan tergugat II
telah melakukan perbuatan melawah hukum (Onrecht-
matigedaad) sebagaimana diatur dalam ketentuan ex
pasal 1365 KUHPerdata ;

3.

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggqung
renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada
penggugat sejumlah US$ 1,696,652,- (satu juta enam
ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh

dua Dollar Amerika Serikat) dalam waktu paling

lambat .......
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lambat 8 (delapan) hari kalender setelah putusan ini
diucapkan ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas selyruh
harta gerak dan tak gerak milik tergugat I dan ter-
gugat II ;

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan l¢bih
dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi dan verzet

yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II (Qit-
voerbaar bij voorraad)

.
’

. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk wmembayar

seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Bapak berpendapat lain, maka pengguygat

mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas alur
dan patut (ex aegou et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan pehggugat asli tersebut

I dan II mengajukan eksepsi yang pada

pokoknya atas dalil-dalil

Eksepsi tergugat I

Bahwa tergugat I menolak gugatan penggugat segara

keseluruhan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui

oleh tergugat I ;

’

Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah kebgra-

—— - o=

tan terhadap pelelangan harta mllz.knya. Adapun
posita gugatan penggugat dalam perkara ini  pada
dasarnya sama dengan gugatan dalam perkara terdahulu
perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu yang sampai gaat
ini masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi sehing-
ga belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dexngan
demikian guna menghindari dualisme serta menciptakan
adanya keadilan wmaka sudah sepatutnya gugatan dalam
perkara ini dinyatakan ditolak.;

Bahwa‘ penggugat tidak secara jelas menyebutkan wmana

harta ....
o Ap

LK 3
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harta miliknya dan harta milik pihak III, karenanya

gugatan menjadi kabur dan tidak 3jelas

libel) ;

(obscure

Bahwa penggugat tidak mempunyai surat kuasa untuk
mewakili pihak III selaku pemilik obyek sengketa oleh

karenanya tidak mempunyai kualitas hukum untuk menga-

jukan gugatan (diskwalificatoir excetion). Dengan

demikian beralasan gugatan penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima ;

Eksepsi tergugat II :

Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap Kewenangan Pratun :

Bahwa tuntutan penggugat seharusnya diajukan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena Pengadilan

Negeri Palu tidak berwenang memerika dan mengadili

perkara ini ;

Eksepsi gugatan tidak sah :

Bahwa gugatan penggugat kurang sempurna karena tidak
mencantumkan secara jelas, tempat kedudukan hukum/
alamat dari penggugat/PT.Iradat Puri karena hanya

menyebuctkan di Palu tanpa dipertegas dengan alamat
yang jelas/tegas ; s
Bahwa selain itu penggugat juga tidak menyebutkan
dasar hukum dari pemberi kuasa, yaitu tidak menyebut-
kan Anggaran Dasar Rumah Tangga dari PT.Iradat Puri,
sehingga hal tersebut wmenyebabkan gugatan penggugat
kurang sempurna, maka gugatan penggugat harus dinya-
takan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Bahwa karena penggugat tidak menyebutkan dasar hukum
pemberi kuasa/AD.Art. PT.Iradat Puri, dan tidak
menyebutkan alamat PT.Iradat Puri secara jelas/leng~

kap, maka dalil Eksepsi diatas dapat diterima dan

dikabulkan dengan menyatakan gugatan penggugat harus

dinyatakan ..
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dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet

Onvankelijk Verklaard) ;

’

Bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di-
terima karena penggugat didalam menyebutkan persoon

tergugat II keliru, dan tidak dikaitkan dengan Negara
R.I selaku badan hukum induknya ;

’
Hal tersebut nampak pada halaman pertama angka 2
gugatan penggugat dimana gugatan langsung ditujukan

kepada Kepala Kantor Pengurusan Piutang Negara Palu ;

4
* 80

Bahwa selain itu penyebutan persoon tergugat 1T juga
tidak dikaitkan dengan Kepala Kantor Wilayah VIII

BUPLN selaku atasan dari tergugat II, in casu Kepala

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat in casu

Departemen Keuangan R.I in casu Pemerintah/Negara

R.I. Bahwa hal tersebut disebabkan dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya tergugat II harus bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor Wilayah VIII BUPLN di
Ujung Pandang, yang kemudian bertanggung jawab pada
Kepala Menteri Keuangan dan seterusnya. Dengan demi-

kian dalam hal terjadi tuntutan terhadapnya juga

dikaitkan dengan atasannya tersebut ;

Bahwa seharusnya penyebk:tan persoon tergugat II°

berbunyi sebagaimana disebutkan tergugat II dalam
jawaban halaman pertama, karena didalam gugatan
penggugat tidak demikian maka hal tersebut membukti-
kan bahwa penyebutan persoon tergugat II keliru, maka
harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan menyata-

kan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk

_ Verklaard) ;

.

- Bahwa

LI WY
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Bahwa gugatan penggugat kurang sempurna, karena gu-
gatan penggugat ini sama persis dengan gugatan peng-
gugat terdahulu yang terdaftar dalam No.121/Pdy.G/
1997/PN.PL. jo No.85/Pdt.G/1998/PT.Palu yang saat ini

pemeriksaannya dalam tingkat kasasi ;

Eksepsi Obscuur Libel Obyek :

Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, karena Reng
gugat tidak menyebutkan dengan jelas obyek gugatan-
nya H

Bahwa penggugat di dalam posita gugatannya sama
sekali tidak menyebutkan obyek sengketa/barang agunan

hutang, penggugat pada tergugat I, baik barang bher-

gerak maupun barang tak bergerak, bahkan penggugat

tidak menyebutkan dimana letak obyek sengketa/barang

jaminan aquo, sehingga dengan demikian gugatan kurang

sempurna ;

Exsepsi Gugatan Kurang Pihak :

Palu

Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, karena masih
terdapat pihak lain yang terkait dengan sengketa ini
belum digugat sehingga gugatan kurang lengkap pihak-
pihaknya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal

19 April 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1.
2.

Mengabulkan gugatan provisi untuk sebagian ;
Memerintahkan kepada tergugat II membuat dan menanda-
tangani Berita Acara Serah Terima asset-asset penggu-
gat yang ada di lokasi IPKH (Industri Pengolahan
Kayu Hulu) Tondo kepada penggugat ;

Memeriintahkan kepada tergugat II meninggalkan lokasi

IPKH Tondo, dan menyerahkan kembali kepada pengguygat

dalam .......
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dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini
diucapkan

4. Tidak diindahkannya putusan ini, tergugat dikenakan
uang paksa (dwangsorn) sebesar Rp.5.000.000,- (lima

juta rupiah) perhari

5. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengambil alih
pengamanan lokasi IPKH (Industri Pengolahan K" ayu
Hulu) Tondo-Palu

6. Menolak gugatan provisi selebihnya
DALAM EKSEPSI

-- Menolak eksepsi tergugat | dan tergugat Il untuk se-
luruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum tergugat | dan tergugat |1

telah melakukan perbuatcin melawan hukum

3. Menghukum tergugat | dan tergugat Il secara tangcpmg
renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada
penggugat sejumlah US$ 1,696,652,- (satu juta gnam
ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh
dua , Dollar Amerika Serikat)

4. Menghukum tergugat | dan tergugat |l untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu ru-
piaji) ;

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

putusan mana dalam tingkat banding atas pemohonan para

tergugat terbanding telah diperbaiki oleh Pengadilan

Tinggi Palu dengan putusannya tanggal 4..,,. Oktober 2000

No .60/PDT/2000/PT.Palu yang amarnya berbunyi sebagai
berikut

-- Menerima
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-- Menerima permohonan pemeriksaan ditingkat banding
dari para tergugat pembanding ; '
-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19

April 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu sehingga berbunyi
sebagai berikyt

DALAM PROVISI

-- Menyctakan tuntutan provisi dalam perkara ini tidak
dapat diterima ;

VALAM EKSEPSI

-- Menolak eksepsi para tergugat/pembanding untuk selu-
ruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19

April 200C No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu sehingga berbunyi
sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding untuk seba-
gian ;

2. Menyatakan menurut hukum tergugat I/pembanding dan
tergugat II/pembanding telah melakukan perbuatan
melawan hukum ;

3.

Menghukum tergugat I/pembanding dan tergugat II/pem-

banding secara tanggung renteng untuk membayar, ganti

rugi materiil kepada penggugat/terbanding sejumlah

UsS$ 1,696,652, - (satu juta enam ratus sembilan puluh

enam ribu enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika

Serikat) ;

4. Menghukum tergugat I/pembanding dan tergugat II/

pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetap-

kan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat .puluh ribu

rupiah) ;

5. Menolak
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5. Menolak gugatan penggugat/terbanding selain dan se-
lebihnya ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada para tergugat/pembanding pada tanggal 7 Nopember
2000 dan 8 Desember 2000 kemudian terhadapnya oleh para
tergugat/pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus,
berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggap 9
Nopember 2000 dan 28 September 1999 diajukan permohonan
kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 .iip~em-
ber 2000 dan 22 Desember 2000 sebagaimana ternyata dari
akte permohonan kasasi No.05/Pdt .G/2000/PN.Palu jo
No.67/Pdt .G/1999/PN.Palu sdan No.5a/Pdt .G/2000/PN.Palu jo
No.67/Pdt .G/1999 vyang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Palu, permohonan mana kemudian disusul dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing
pada tanggal 29 Nopember 2001 dan 31 Januari 2001 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang
pada tanggal 28 Pebruari 2001 telah diberitahu tentang
memori kasasi dari pemohon kasasi | dan pemohon kasasi
Il diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Maret
_20QL

Menimbang, bahwa permohonan kasapi | a quo be-
serta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang wea™ktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi | tersebut formil
dapat diterima

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Il diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu barulah pada tanggal
31 Januari 2001, sedangkan pemberitahuan putusan yang

dimohonkan
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dimohonkan kasasi i.c putusan Pengadilan Tinggi Palu
tanggal 4 Oktober 2000 No.60/Pdt/2000/PT.Palu telah
terjadi pada tanggal 9 Nopember 2000 dan permohonan
kasasi dari pemohon kasasi II telah diajukan pada tang-
gal 22 Desember 2000, sehingga dengan demikian peneri-
maan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang
vyang ditentukan dalam pasal 46 Undang-Undang No.14 tahun

1985, wmaka oleh karena itu permohonan kasasi dari

pemohon kasasi II tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diaju-
kan oleh pemohon kasasi I dalam memori kasasinya terse-
but pada pokoknya ialah : ‘

I. Judex facti telah melakukan pelanggaran prosedur/
ketentuan hukum proses banding :

1. Bahwa sesuai risalah pemberitahuan dari Pengadilan
Negeri Palu kepada pembanding tertanggal 28 Agustus
2000, pembanding/pemohon kasasi sesuai dengan keten-
tuan hukum acara diberikan kesempatan untuk memeriksa
berkas perkara (inzage) yang akan dikirim ke Penga-
dilan Tinggi Palu selambat-lambatnya 14 hari sebelum
berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu. Namun
ternyata Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Agustus
2000 atau l(satu) hari setelah tanggal pemberitahuan
telah mengirimkan berkas perkara dimaksud ke Penga-
dilan Tinggi Palu, sehingga pewbanding tidak dapat
melakukan pemeriksaan berkas perkara dimaksud, pada-
hal tenggang waktu untuk memeriksa berkas perkara
1asih jauh belum terlewati. Oleh karenanya tindakan
Pengadilan Negeri Palu yang mengirimkan berkas per-
kara ke Pengadilan Tinggi tersebut jelas-jelas me-

langgar ketentuan hukum acara, mengingat batas waktu
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pengiriman berkas perkara adalah 14 hari sejak tang-
gal pemberitahuan untuk melakukan inzage diterima
pembanding belum terlewati, tetapi oleh Pengadjlan
Negeri Palu berkas telah dikirim ke Pengadilan Tinggi
Palu. Untuk itu sepatutnya Pengadilan Tinggi PRalu
selaku pengawas Pengadilan Negeri Palu wmemberikan
teguran atau peringatan kepada Pengadilan Neqeri
Palu. Namun mengingat judex facti tidak memberikan
sanksi terbukti dalam salinan putuan judex faotie

sama sekali tidak ada pertimbangan hukum mengenai

keberatan pembanding/pemohon kasasi, sehingga bqi'a-

lasan pemohon kasasi mohon kepada Mahkamah Agung

sebagai lembaga tertinggi dalam .kidang yudikatif,

yang salah satu tugasnya adalah wengawasi jalannya

persidangan dan tingkah laku hakim dan karyawan

pengadilan maka beralasan Mahkamah Agung membatalkan
putusan judex facti dan memberikan amar putysan

sendiri yaitu menolak gugatan penggugat uhtuk. oSe-

luruhnya ;

Bahwa sesuai risalah pemberitahuan pengiriman berkas
perkara dari Pengadilan Negeri

04.10-790

Palu No.W.28.Db.HT.
tanggal 31-8-2000, berkas perkara No.,67/
PAt .G/99/PN.Palu dikirim kepada Pengadilan Tinggi

Palu pada tanggal 31-8-2000 dan diterima oleh Penga-
dilan Tinggi Palu sesuai No.W26.HT.01.10-683 tangéal
7-9-2000. Pengadilan Tinggi Palu selanjutnya mencatat
perkara dimaksud dan menetapkan majelis hakim Yang
diketahui opleh M.Soedarsono S. Djdjoharedjo, SH.
yang juga sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu sesuai
surat penetapannya No.60/Pen/Pdt/2000/PT.Palu. tang-
gal 8 September 2000. Pada tanggal 4 Oktober 2000

judex facti telah memutuskan perkara dengan amar

putusannya ......
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putusannya yang hanya menguatkan saja isi putusan

Pengadilan Negeri No.67/Pdt.G/99/PN.Palu yang dimo-
honkan bandi;ng ;

Bahwa dengan memperhatikan proses pengiriman berkas
perkara sampai dengan perkara dijatuhkan ternyata
judex facti hanya memerlukan waktu dalam satu bulaji 4
hari. Proses pemeriksaan yang sedemikian cepat tentu
saja merupakan prestasi yang sangat bagus dan hal
demikian adalah menjadi dambaan semua pencari ke-
adilan yang sejalan dengan azas peradilan Yan9
cepat. Namun yang menjadi pertanyaan apakah memang
benar dari semua perkara yang dimohonkan banding dan
diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Palu rata-rata dari
pengiriman berkas sampai dengan putusan hanya memer-
lukan waktu selama 1 bulan 4 hari. Mengingat proses
pemeriksaan perkara yang sedemikian cepat pada saat
ini adalah suatu vyang jarang terjadi dan terasa
janggal, sehingga pemohon kasasi berkeyakinan ba™fwma
proses pemeriksaan perkara dalam waktu 1 bulan 4 hari
adalah sesuatu yang langka dan tidak wajar sebagai-
mana yang terjadi terhadap kasus-kasus atau perkara
lainnya. Apalagi jika diperhatikan perkara gugatan, a
quo bukanlah suatu perkara yang menjadi tuntutan dan

sorotan masyarakat, artinya kualifikasi perkara ada-
lah biasa saja

Bahwa berkenaan dengan adanya pelanggaran prosedur
banding dan kemungkinan pemeriksaan yang tidak wajar
atas perkara tersebut seperti adanya unsur nepotisme,
korupsi dan kolusi, sehingga mengakibatkan timbulnya
kerugian terhadap diri pemohon kasasi. Mengir\gat
dengan adanya proses pemeriksaan yang tidak wajar

dan dilakukan secara cepat (dalam 1 bulan 4 hari)

sehingga
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sehingga dapat dipastikan pertimbangan judex facti
terbukti hanya menguatkan saja tanpa memeriksa serta
mempertimbangkan secara cermat dan memenuhi xasa
keadilan yang dicari dan didambakan oleh para pihak.
Padahal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
bahwa Pengadilan haruslah bertindak adil dan tidak
memihak dan asas hukum bahwa keadilan ditegakan
meskipun langit runtuh ; '
Bahwa sesuai pasal 53 ayac (1) dan (2) Undang-Undang
No.2 tahun 1986 tentang Peradilah Umum,' secafa t;gés
diatur bahwa pengadilan melakukan ﬁéﬁgawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris dan Juru Sita di daerah hukumnya. Selain
if.u, Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya
melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di
tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ;
Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang No.14 tahun 1985

« seceee mm——-

tentang Mahkamah Agung, secara tegas menugaskan
kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan
tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua
lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan ke-
hakiman dan juga mengawasi tingkatlaku dan perbugtan
para hakim di semua lingkungan peradilan dalam men-
jalankan tugasnya ; _
Sesuai pula Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelgng-
garian -ﬁegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme dan Undang-Undang No.28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka lemhaga
yudikatif (hakim) sebagai penyelenggara negara berke.-
wajiban untuk tidak melakukan perbuatan korppsi,
kolusi ......
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kolusi dan nepotisme (vide pasal 5)

Dengan demikian dapat disimpulkan proses

dan penjatuhan

pemeriksaan
keputusan dalam perkara a quo yang

dilakukan oleh judex facti telah melakukan seqara

tidak wajar, tidak cermat dan sama sekali jauh dari

unsur keadilan serta bertetangan dengan Undang-Und,ang

No.2 tahun 1986, Undang-Undang No0.14 tahun 1985 dan
Undang-Undang No. 28 tahun 1999, karenanya sepantarnya

Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti
mengadili sendiri

dan
dengan menyatakan menolak gugatan
penggugat untuk seluruhnya

Bahwa selain hal tersebut, dapat pula pemohon kasasi

sampaikan perbandingan terhadap proses pemeriksaan

perkara a quo (No.67/Pdt.G/99/PN.Palu jo No.60/Pdt/

20CO/PT.P1.) dalam tingkat banding. Sebagaimana

tersebut dalam jawaban tergugat I|/pemohon kasasi,
penggugat/termohon kasasi | telah mengajukan gugatan
atas obyek atau permasalahan yang sama terhadap

pemoohon kasasi di Pengadilan Negeri Palu dalam

perkara No.121/Pdt.G/97/PN.Palui. jo 3130 K/Pdt/99,
No.68/Pdt .G/99/PN.Palu dan No.101/Pdt.G/99/PN.Palu
Bahwa perkara No.67/Pdt .G/99/PN. Palu diputus

gleh
Pengadilan Negeri pada tanggal 19 April 2000, diki-
rimkan kepada Pengadilan Tinggi Palu sesuali sitrat

Pengadilan Negeri No.W26 .Da .HT. 04 .10-790 dan diterima
oleh Pengadilan Tinggi Palu sesuai surat No.V/N26.

Da.HT.01.10-683 tanggal 07-09-2000 dengan tercatat

dalam perkara register di Pengadilan Tinggi No0.60/
Pdt/2000/PT.Palu

Bahwa perkara No.68/Pdt .G/99/PN.Palu diputus
Pengadilan Negeri

qleh
Palu pada tanggal 19 Aprii**2000,

dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Palu sesuai sitrat

Pengadilan
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Pengadilan Negeri No.W26 .Da .HT.04.10-782 dan diterima
oleh Pengadilan Tinggi Palu sesuai surat No0.W26.
Da .HT. 01.10-673 tanggal 31-08-2000 dan tercatat da™Mam
perkara register di Pengadilan Tinggi No.57/Pdt/2000/
PT.Palu ;

Bahwa apabila proses pemeriksaan perkara a quo
No. 67/Pdt .G/99/PN.Palu jo No.60/Pdt/2000/PT.Palu di-
bandingkan dengan perkara No.68/Pdt/99/PN.Palu jo
No.57/Pdt/2000/PT. Palu ternyata No. 67/Pdt .G/99/PN.
Palu sejak pengiriman berkas perkara, penerimaan per-
kara oleh Pengadilan Tinggi Palu, dan pencatatan
register perkara di Pengadilan Tinggi Palu, terjadi
belakangan dibandingkan dengan proses serupa atas
perkara No.68/Pdt.G/99/PN.Palu namun kenyataannya
perkara No.67/Pdt .G/99/PN.Palu jo No.60/Pdt/2000/PT.
Palu telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Palu terle-
bih dahulu dibandingkan dengan per/cara No.68/Pdt/99/
PN.Palu jo No.57/Pdt/2000/PT.Palu ;
Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang No.2 tahun 1986
tentang Peradilan Urum menentukan Ketua Pengadilan
menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan
nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara uang
karena menyangkut kepentingan umum harus diadili maka
perkara ini didahulukan. Adapun perkara No.67/Pdt.G/
99/PN.Palu jo No0.60/Pdt/2000/PT.Palu bukanlah terma-
suk dalam perkara yang menyangkut kepentingan i yum
yang harus didahulukan pemeriksaannya, namun ternyata
oleh judex facti perkara a quo diputus lebih dahulu
dibandingkan dengan perkara yang masuk dan dengan
nomor register awal (No.68/Pdt/99/PN.Palu) . Qleh

karenanya beralasan putusan judex facti tersebut
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harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan Un-
dang-Undang No.2 tahun 1986

tidak cukup memberikan pertimbangan hVkum
yang cukup

Bahwa pertimbangan judex facti pada putusan a quo
yang hanya menyetujui pertimbangan hakim pertama baik
untuk eksepsi maupun untuk pokok perkara dan ur™tuk
itu beranggapan cukup alasan untuk menguatkan pL'Jtuisan
tersebut, adalah putusan yang salah dan keliru karena
bertentangan dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang
No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim h”rus
memberikan pertimbangan yang memadai atas putusannya.
Apabila dilihat dari pertimbangan tersebut ternyata
tidak diberikan pertimbangan yang memadai dan cukup
kecuali hanya menyetujui pertimbangan hakim pertama

tanpa memberikan pertltVicifi hal-hal mana yang disetu-

jui dari pertimbangan hakim pertama tfcTSSIWC.

karena itu beralasan pertimbangan judex facti pada

perkara aquo untuk dibatalkan ;

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon perhatiannya

terhadap yurisprudensi tetap Mrhkamah Agung RI, vya-

itu

a. Putusan Mahkamah Agung Uo. 68 K/Sip/1969 tanggal
22-07-1970 menegaskan bahwa putusan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup di-

pertimbangkan harus dibatalkan

b. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 tanggal
18-10-1972 menegaskan bahwa putusan Pengadilan
Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup diper-

timbangkan dan terdapat ketidak tertiban dalam

beracara

Mengingat bahwa judex facti dalam putusan “quo

tidak
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tidak cukup memberikan pertimbangan maka beralgsan

apabila putusan judex facti harus dibatalkan ;

II.Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palu baik Dalam

Eksepsi maupun Pokok Perkara yang disetujui oleh
Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan hukum yang
salah dan keliru sebagaimana ternyata dari pertim-

bangan judex facti yaitu :

A. Dalam Eksepsi

1.

Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam me-
nerapkan hukum berkenanaan sebagaimana pertimbangan
judex facti jo Pengadilan Negeri Palu hal.41 yang
menyatakan obyek sengketa antara perkara No.121/
Pdt.G/1997/PN.Palu. dengan perkara No.67/Pdt.G/1399/
PN.Palu adalah berbeda, karena dalam perkara No.121/
PAt.G/1997/PN.Palu berkenaan dengan kebakaran pada
tanggal 13 September 1997 sedangkan dalam perkara
No.67/Pdt.G/99/PN.Palu adalah berkenaan dengan keba-
karan pada tanggal 23 Pebruari 1998 dan pelelangan
harta milik pihak III yang berada di 1lokasi IPHK
Tondo, karenanya putusan judex facti harus dibatal-
kan;

Sebagaimana pertimbangan judex facti jo Pengadilan
Negeri Palu baik dalam perkara No.121/Pdt.G/1997/
"PN.Palu maupun dalam perkara No.67/Pdt .G/99/PN.Palu
ternyata yang menjadi obyek perkara adalah sama yaitu
asset milik penggugat/terbanding I di Wwilayah IPHK
Tondo. Demikian pula bukti-bukti yang disampaikan
atau diajukan oleh penggugat sebagai dasar ganti rugi
juga sama (vide bukti P.7, P.10) ;

Judex facti 3jo Pengadilan Negeri Palu juga talah
sedemikian rupa mengambil alih pertimbangan majelis
hakim dalam perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu tentang

prosedur ......
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prosedur penyitaan atas agunan yang dilakukan oleh
tergugat II. Oleh karenanya adalah sangat tidak adil,
apabila judex facti jo Pengadilan Negeri Palu menja-
tuhkan amar putusan yang menghukum texgugat I/pem-
banding/pemchon kasasi sampai berkali-kali (ada 4
perkara yakni perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu,
No.67/Pdt.G/99/PN.Palu, No.68/PAdt.G/99/PN.Palu dan
No.101/Pdt.G/99/PN.Palu) untuk membayar ganti xugi
atas obyek sengketa yang sama dan bukti yang sama
pula. Putusan demikian jelas-jelas bertentaqgan'
dengan prinsip keadilan yang didambakan oleh para
pihak yang berperkara dan dijunjung tinggi dalam
Undang-Undang dan merupakan tugas pengadilan untuk
menegakkan keadilan tersebut. Oleh karenanya sangat
beralasan apabila Mahkamah Agung RI membatalkan

putusan judex facti dan menyatakan gugatan penggygat
dinyatakan tidak dapat diterima ;
Jahwa judex facti telah salah dalam menerapkan huykum
atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya
sebagaimana pertimbangan judex facti jo Pengadilan
Negeri Palu hal.42 yang menyatakan penggugat tidak
perlu mendapatkan kuasa dari pihak III/pemilik barxang
untuk mengajukan gugatan karena barang sudah berada -
dibawah kekuasaan penggugat, karenanya putusan juydex
facti harus dibatalkan dengan alasan :

Bahwa sesuai hasil persidangan, tidak ada satupun
bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum ber-
kenaan dengan barang-barang milik pihak III antara
termohon kasasi I/penggugat dengan pihak III selaku
pemilik barang. Oleh karenanya pertimbangan jydex
facti jo Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan
termohon kasasi I/Penggugat seolah-olah mempunyai

O 3 1]

kekuasaan

------
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kekuasaan selaku pemilik atas barang yang dgpat
bertindak dalam segala hal termasuk meiakukan gu-
gatan, padahal kuasa untuk itu tidak pernah ada,
sehingga tindakan penggugat adalah sama sekali tidak
berdasar hukum. Dengan tidak adanya surat kuasa dari
pihak III selaku pemilik barang, terlebih kuasa untuk
beracara yang sesuai dengan RBg harus diberikan kyasa
khusus, jelas penggugat/terbanding I tidak mempunyai
kualitas hukum (disqualicator), karenanya pertim-
bangan tersebut harus dibatalkan dan sepatutnya
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagaimana telah diakui dalam posita; gugatan
dan hal mana telah pula dipertin\bgngkan oleh juydex
facti jo Pengadilan Negeri Palu, barérig-barang yang -

disita adalah selain milik penggugat juga milik pihak
III. Berdasarkan hasil persidangan ternyata judex

facti jo Pengadilan Negeri Palu sama sekali tidak
memeriksa asal usul barang, sehingga tidak jelas atau
kabur manakah barang yang menjadi agunan, mana yang
tidak sebagai agunan, barang mana yang menjadi milik
pihak ketiga dan mana yang menjadi milik penggugat.
Hal-hal demikian juga tidak pernah dibuktikan. oleh
penggugat/terbanding I, karenanya dengan adanya
barang-barang }ang dilelang sementara bukti pemilik
dan perinciannya kabur dan tidak jelas pemiliknya
serta hanya semata-maca didasarkan pada hasil ketikan
penggugat/termohon kasasi sebagaimana tertulis dalam
surat gugatan penggugat, maka beralasan putusan judex
facti dibatalkan dan beralasan gugatan pengguygat
dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa ternyata dari hasil berita acara persidangan,

tidak .......
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tidak ada bukti ataupun saksi pihak 1ll selaku pemi-
lik barang yang mengajukan keberatan terhadap pele-
langan ataupun penyitaan yang dilakukan oleh tergugat
Il. Oleh karenanya tindakan termohon kasasi/penggugat
yang bertindak selaku kuasa dan mempunyai kewenar™gan
selaku pemilik atas barang-barang pihak 111 karena
berada dibawah kekuasaan dirinya, sedangkan pihak 111
selaku pemilik barang sama sekali tidak mengajukan
keberatan dan tidak pernah memberikan kuasa-AlIJIntuk
itu, adalah tindakan yang tidak beralasan dan tidak
berdasarkan hukum, karenanya putusan judex f~/cti
harus dibatalkan

Bahwa sesuai pasal 572 KUH Perdata mengatur tiap-t*iap
hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapa
membeberkan mempunyai hak atas benda milik orang “ain
harus membuktikan hak itu. Sebagaimana ternyata dari
hasil pemeriksaan dipersidangan, penggugat tidak
pernah dapat membuktikan adanya bukti-bulJcti pemilikan
barang, mana yang menjadi milik sendiri dan mana “ang
merupakan barang milik pihak 111

’

Dalam Pokok Perka;ra

Bahwajudex facti telah salah dalam menerapkan hi™um

khususnya hukum pembuktian * dan tidak menerapkan

hukum khususnya Undang-Undang No0.49 Prp tahun 960

sehingga sampai pada kesimpulan yang menyatakan pem-

banding/tergugat | telah melakukan perbuatan melawan

hukum, karenanya putusan demikian harus dibatalkan

dengan alasan sebagai berikut

a. Bahwa putusan judex facti yang menyatakan pemohon
kasasi telah melakukan perbuatan melawan hAkum
adalah putusan tidak benar dan bertentangan dengan
hukum atau Undang-Undang serta sama sekali tidak

didukung ...........
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didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut keten-

tuan hukum pembuktian. Hal mana terjadi karena

adanya proses pemeriksaan yang demikian cepat dan

waktu 1 bulan 4 hari sehingga judex facti
menguatkan saja isi

hanya
putusan Pengadilan Negeri "™alu
tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan

diperiksa dengan cermat terutama memeriksa bu”ti-
bukti pemohon kasasi

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan oleh j\"dex

facti jo Pengadilan Negeri Palu karenanya telah

terbukti, pembanding *-‘ilah memberikan fasilitas

kredit kepada penggugat/terbanding |. Jangka waktu
fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali di-
perpanjang, guna memberikan kesempatan kepada
penggugat/terbanding | untuk menyelesaikan fasili-
tas kreditnya pada tergugat I/pembacfij”™ ;

Eahwa sesuai pertimbangan Pengadilan Negeri Palu

hal.50-51, dapat disimpulkan adanya SK Menteri
Keuangan No.1134/KMK.013/1989 tanggal 10-10-°989
bukanlah sebagai alasan penyebab terjadinya kredit
macet penggugat pada pembanding karena Surat

Keputusan tersebut berlaku umum kepada seluruh

pemegang HPH, sehingga dapat katakan keti,dak

mampuan terbanding menyelesaikan hutangnya dan

dikatagorikan sebagai kredit macet disebabkan

pembanding tidak mempunyai kemampuan menajemen
dalam mengelola usahanya ;
Bahwa seesuai pertimbangan judex facti jo Penga-

dilan Negeri Palu hal.52-53, telah terbukti kredit
auas nama penggugat telah dikatagorikan dalam
kredit macet, sehingga sesuai dengan Undang-Undang

No. 49 Prp tahun 1960. Pemohon kasasi/pembanding

mempunyai
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mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kredit macet
atas nama penggugat kepada tergugat Il. Dengan
demikian tindakan penyerahan penyelesaian kredit
tersebut telah sah sesuai dengan perundang-
undangan, karenanya putusan judex facti jo Penga-
dilan Negeri Palu yang menyatakan pemban-
ding/tergugat | telah melakukan perbuatan melawan
hukum adalah sama sekali tidak berdasar dan kare-
nanya harus dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan judex facti jo Pengadilan
Negeri Palu menyatakan penggugat/terbanding |
masih sanggup menyelesaikan kreditnya sesuai bukti
P.6 adalah sama sekali tidak benar. Adanya pertim-
bangan tersebut, jelas menunjukkan judex facti jo
Pengadilan Negeri Palu telah mengesampingkan dan
tidak mempertimbangkan bukti-bukti pemohon kasasi/
pembanding (T.1-9 s/d T.l-llc) yakni kesempatan
yang diberikan oleh pemohon kasasi kepada termohon
kasaii | untuk menyelesaikan kewajibannya, terma-
suk janji dari penggugat/tergugat kasasi | untuk
melakukan pembayaran angsuran namun tidak pernah
ditetapi oleh penggugat/tergugat kasasi |. Sesuai
dengan ketentuan beracara, seharusnya judex facti
bertindak adil dengan memeriksa dan mempertimbang-
kan seluruh bukti-bukti dari para pihak dan tidak
hanya bukti milik penggugat saja. Dengan tidak
dipertimbangkan bukti-bukti pemohon kasasi/pem-
banding maka judex facti jo Pengadilan Negeri Palu
telah salah dalam memberikan peertimbangan hukum
sehingga akhirnya terjadi amar putusan yang tidak

tepat ;
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f. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian kredit
penggugat (vide P.6) oleh pemohon kasasi/pemban-
ding telah dijawab dan diberikan kesempatan yang
cukup kepada penggugat untuk menyelesaikan ke-
wajibannya tersebut, berupa keringaﬁan pembayaran
tunggakan bunga dan penambahan jangka waktu
pengembalian kredit (T.I-9 s.d@d T.I-1ic). Namun
terbukti termohon kasasi/penggugat hanya mem-
berikan janji-janji semata tanpa pernah wereali-
sir janjinya tersebut (vide T.I-10). Dengan demi-
kian seharusnya judex facti mempertimbangkan dan
menyatakan bahwa termohon kasasi/terbanding yang
telah melakukan wanprestasi/tidak. dapat menygle- -
saikan kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan

dalam surat-surat termohon kasasi dan bukannya

menyatakan hanya atas dasar surat permohonan ke-
ringan pembayaran (P.6) judex facti telah percaya
dan berkeyakinan bahwa penggugat/termohon kasasi
masih sanggup membayar hutangnya ;
g. Bahwa dengan semakin berlarut-larutnya penyele-
saian kewajiban tersebut sebagai akibat tindakan
penggugat /termohon kasasi, telah menimb'ulkafl..lféru-
gian pada pemohon kasasi/pembanding tergugat I
selaku bank pemerintah karena p;.utangnya menjadi
macet dan bank tidak memperoleh pendapatan dari
penyaluran atau pemberian fasilitas kredit kepada
penggugat/termohon kasasi, padahal uang kredit
tersebut tidak lain adalah uang masyarakat yang
disimpan dan dititipkan pada pemohon kasasi ;
2. Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap putusan judex
facti jo Pengadilan Negeri Palu yang menghukum Rem-

banding/tergugat I untuk membayar ganti rugi secara

tanggung ....
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Canggung renteng sebesar USD 1,696,652,- karena j\}dex

facti

telah salah menerapkan hukum khususnya hukum

pembuktian sehingga beralasan untuk dibatalkan dengan
alasan

a.

Bahwa sebagaimana telah diakui oleh termqghon

kasasi/penggugat/terbanding dalam surat gugatannya

dan karenanya telah terbukti, barang-barang yang

menjadi obyek sengketa ataupun yang dijadikan

dasar ganti rugi terdiri dari barang milik penggu-

gat/termohon kasasi dan milik pihak II1.

Adapun
keberadaan barang ditempat penggugat/termqghon
kasasi tidak jelas hubungan hukumnya, sehingga

apakah benar jumlah barang sebagaimana yang diper-

inci dalam posita penggugat masih belum terbukti
kebenarannya. Termohon kasasi/terbanding tidak

pernah mendapatkan kuasa dari pihak barang untuk

mengajukan gugatan ganti rugi, padahal didakiam

Kbg/HIR menentukan lebih tegas, untuk beracara

diperlukan surat kuasa khusus untuk itu. Qleh
karenanya tindakan termohon kasasi yang mengajukan

tuntutan ganti rugi atas dasar barang yang belum

jelas perincian dan siapa pemiliknya serta tidak

ada kuasa dari pemilik atas barang (pihak ~H)
adalah tidak beralasan

Bahwa daftar/tabel perincian barang yang yang di-

jadikan dasar ganti rugi sebagaimana tersurat

dalam surat gugatan ternyata tidak didukung qleh

bukti-bukti pemilikan atau faktur pembelian, se-

hingga diragukan kebenaran dan keberadaannya
secara fisik barang-barang tersebut. Dafar/tabel
perincian semata-mata hanya berdasarkan

penggugat/termohon kasasi

tulisan

sebagaimana disebutkan
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dalam posita gugatan dan bukan bukti-bukti seperti
kuitansi pembelian, atau faktur. Oleh karenanya
tindakan judex facti yang sedemikian rupa mengam-
bil alih dan membenarkan apa adanya posita penggu-
gat tanpa ada bukti-bukti yang sah sesuai dengan
hukum pembuktian adalah tindakan yang keliru dan
menyimpang dari ketentuan hukum acara khususnya
ketentuan pembuktian sehingga dapat dipastikan
perhitungan ganti rugi tidak disertai atau atas
dasar bukti-bukti yang sah yang dapat menentukan
berapa nilai sebenarnya ganti ganti rugi, karena-

nya beralasan putusan judex facti sudah sepatut-

nya untuk dibatalkan

Bahwa judex facti juga telah salah dalam memper-

timbangkan nilai atau harga suatu barang tanpa

didukung oleh bukti-bukti pemilikan sesuai faktur
dari barang. Judex facti hanya membenarkan dalil-
dalil perhitungan ganti rugi dari suatu barang
atau mesin sesuai posita penggugat sedangkan
bukti-bukti harga barang yang merupakan dasar
perhitungan ganti rugi tidak pernah ada ;

Bahwa sesuai pasal 572 KUHPerdata mengatur tiap-
tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang
siapa membeberkan mempunyai hak atas benda milik
orang lain harus membuktikan hak itu. Sebagaimana
ternyata dari hasil pemeriksaan dipersidangan,
penggugat/termohon kasasi tidak pernah dapat
membuktikan adanya bukti-bukti pemilikan barang,

mana yang menjadi milik sendiri dan mana yang

merupakan barang milik pihak 111

Bahwa sesuai bukti-bukti (vide P-9), terbukti
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termohon kasasi T t~2lah welaporkan peristiwa
kebakaran atas asset PT.Iradat puri kepada pihak
kepolisian, sehingga terhadap tindakan kebakaran
masih dalam proses penyidikan pihak berwajib,
sehingga penyebab kebakaran belum jelas, siapa
yang bertanggung jawab juga belum terbukti, kare-
nanya pertimbangan judex facti yang menghﬁkum
pemohon kasasi/pembanding untuk membayar ganti
rugi kepada termohon kasasi berarti judex facti
telah wmelampaui wewenangnya dengan menyatakan
pemohon  kasasi/pembanding sebagai pihak yang
bertanggung jawab atas kebakaran, padahal prqses
penyidikan pidana mmasih berlangsung dan belum ada
putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang
tetap. Dengan adanya putusan pidana yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut maka
dapat terxbukti siapa yang sebenarnya bertanggung
jawab dalam kebakaran dan penyebabkan sehingga
pihak tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya

dan dituntut untuk membayar ganti rugi ;

Bahwa pemohon kasasi/pembanding keberatan terhadap

pertimbangan judex facti jo Pengadilan Negeri Ralu

pada hal.57, yang pada pokoknya menyatakan tindakan
tergugat II telah salah karena melelang barang wmilik

pihak III yang bukan menjadi agunan, karenanya per-

timbangan tersebut harus dibatalkan dengan alasan :

a.

Bahwa sesuai hasil persidangan, tidak jelas mana
barang atau mesin-mesin yang menjadi wilik III
karena wmemang hal tersebut tidak pernah dibukti-
kan. Disisi lain juga tidak pernah ada keberatan
dari pihak III selaku pemilik barang atas tindakan
pelelangan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa

semua......,.

.
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2. Bahwa menurut hukum, wmerupakan hak dari pemohon
kasasi untuk melakukan lelang eksekusi atas barang-
barang milik termohon kasasi, sebagai pengganti atas
pelunasan pembayaran piutang pemohon kasasi, karena
termohon kasasi tidak wmelakukan pelunasan pembayaran
hutangnya terhadap pemchon kasasi ;

3. Bahwa justru termohon kasasi yang tidak melakukan
kewajiban hukumnya, yaitu tidak wmelunasi pembayaran
hutangnya terhadap piutang pemochon kasasi ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan pada
ad.l1 sampai dengan ad.3, maka gugatan temphon kasasi,
bahwa pemohon kasasi I telah melakukan pérbua.t:‘gp melawan
hukum tidak beralasan hukum, maka gugatan penggugat
haruslah ditolak ; \

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-
alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa
telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dari pemohon kasasi I tersebut dan membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Palu tanggal 4 Oktober 2000 No.60/
Pdt/2000/PT.Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan
Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No.67/Pdt.G/1999/
PN.Palu serta a-kan mengadili gendiri perkara ini dengan
amar seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi
dari pemohon kasasi I dikabulkan dan permohonan kasasi
dari pemohon kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima,
namun dalam perkara ini gugatan dari penggugat/termohon
kasasi ditolak, wmaka termohon kasasi dihukum membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang

No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Un-

L)
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MENGADILTI: Lan
Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kagasi
II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN
LELANG NEGARA UJUNG PANDANG cq KEPALA KANTOR PELAYANAN
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALU, yang diwakili kuasanya :
JOHNY HARAS & MUNAWAR EKA FITRAH tersebut tidak dapat
diterima ;
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi
I. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) PALU EKS PT. BANK BUMI
DAYA (PERSERO) CABANG PALU, yang diwakili kuasanyg :
JOHNY SIMON RUMAYAR dan kawan-kawan tersebut ;

’
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu tang-
gal 4 Oktober 2000 No.60/pPdt/2000/PT.Palu, yo putusan

Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No.67/
Pdt .G/1999/PN.Palu ;

DAN MENGADILI SENDIRI :
DALAM PROVISI

-~ Menolak gugatan provisi untuk seluruhn¥a ;
DALAM EKSEPSI

-- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk se-
luruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : i

-- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhn&a ;

- - Menghukum penggugat/terbanding/termohon kasasi untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat kasasi ini berjumlah sebgsar
Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya-
waratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 besem-
ber 2002 dengan H.German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,

Arbij oto ? SH e e v e e 0 e e
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Arbiloto,- SH. dan Soedarno, SH. sebagai Hakim-Hakimn®
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk ™ mum
pada hari : SENIN TANGGAL 30 DESEMBER 2002. oleh Ketua
Sidang tersebut, dengan dihadiri, oleh Arbijoto, SH. dan
Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota,.e dan Ny.Bettina

Yahya,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri c”leh
kedua belah pihak.- E

Hakim-Hakim Anggota Ketua:

Biava-biava ¢ e Y Panitera-Pengganti
X. Met er ai ™ =Rp. £. 000, -
2. Redak s I ... =Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi... =Rp. 93.00Qt.i
J um1lah ... =Rp.100.000, -

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



K'JttRKAtf KETUHANAN YANG MAHA ESA

Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang

perkara—perkara perdata dalam
berikut dibawah ini

sfr?h3adilan
tingkat

#s"momeri'‘ksa dan mengadili

banding telah menjatuhkan putusan sebagai

dalam perkara
i. PT. bank: BUMI DA/A CABANG PALU DI PALU, dalam hal

ini diwakili oleh kuasanya PURWOKO
dan AINUROFIK berdasarkan Surat

Kuasa Substitusi tanggal 27
dan selanjutnya

| /

September 1979

disebut sebagai Tergugat

Pembanding

KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N)

CABANG PALU DI PALU, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya JOHNY HARAS

dan ttUNAWAR EKA FITRA berdas-arkan

Surat Kuasa Substitusi tanggal 28

SeDtember 1999 Nomor SKS-09 /

selanjutnya

11 /

WPN.08 / KP.02 / 1999

di sebut sebagai Tergugat

Pembanding ;
MELAWAN

Berkedudukan di Palu diwakili

PT. IRADAT PURI
Utamanya MIERAWAN HOLINDO , -

Direktur
SONMOANI, beralamat

rintf* Noi-i» Jakarl
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ini diwakili oleh kuasa

=l7 hukumnya H-HARTONO,SH Advokad dan

kawan-kawan, beralamat: dijalan
Bangka Il Blok | No. 4 it 5 Pelam-
pang Jakarta Selatan dan atau
Towua I No. 11 Palu, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli
1999 dan surat Kuasa Khusus tang-
gal 8 September 1999, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat / Ter—

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas Perkara dan semua surat-surat

yang berhubungan dengan Perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala sesuatu yang tertera dalam salinan

resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000

No .¢>7/Pdt .G/1999/PN.Pa 1* yang amar putusannya berbunyi seba-
gai berikut

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk sebagian D e

2. Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk membuat dan menanda

tangani Berita Acara Serah Terima Asset-Asset Penggugat

yang ada di lokasi IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu)

Tondo kepada Penggugat

3- Memerintahkan kepada Tergugat Il meninggalkan lokasi IPKH
Tondo, dan menyerahkan kembali kepada <Penggugat dalam
waktu B (delapan ) hari, setelah putusan ini diucapkan ; -

4 Tidak diindahkannya putusen ini. Tergugat Il dikenakan
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I f:cn gugatan Penggi.<gat untuk sebagian
Menyatakan menurut hukum Tergugat | dan Tergugat Il telah

melakukan perbuatan melawan hukum ;
| r*fan Tergugat Il secara tanggung

Menghukum Tergugat
untuk '.-iTbayar ga;>i.i rugi Materiil kepada Penggu-—

rentenc
1.696.652 (satu juta enam ratus sembilan

erat sejumlah US*
lima puluh dua

dolar Amerika

puluh enam ribu anam ratus

Seri kat) ;
Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk membayar selu-
ruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp. 140.000.— (seratus snp.~\t puluh ribu rupiah) ; -
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -
Telah membaca r
Pelaya-

Risalah Pemberitahuan Putusan kepada Kepala Kantor
nan Penyelesaian Piutang Negara (KP3N) Falu Tergugat
26 Juli 2000

pada tangqgal
Juru Sita

11/Pembanding
oleh ABD.GAFAR SALAM

No.67/Pdt . G/i999/PN.Palu

Pengadilan Negeri Palu ; -

Pemberitahuan

Risalah Putusan kepada PT. Bank Bumi Daya
Cabang Palu Tergugat I/Pembanding pada tanggal 23 Juli
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j0.00 No.67/PdTTG/1999/PN.Palu Ol'en'tﬁDU&
>))Siita Pf?ngadilan Negeri Palu ; - . ﬁﬂd‘] ——————— .
Isa lah Pernyataan Permohonan Banding yag%
'unsa Pembanding yang dibuat dan
j"BD.GANI ,GH Panitera Pengadilan Negeri-
menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus*
Kuasa hukum dari PT. Bank Bumi Daya Cabang”l
I/Pembanding ? telah menyatakan Banding terhad

Pengadilan Negeri P.-ilu tanggal 19

£»7/Pdt .G/199~/PN.Palu ;

Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang diajak_

Uj
Kuasa Pembanding y*mg dibuat dan ditandaj”
ABD.GANI,SH Panitera Pengadilan Negeri Paiun

menerangkan bahwa pada tcnggal 08 Agustus 2000 JHON

Kuasa hukum dari Kepala Kantor Pelayanan Penguruslai;p"fy?

tang Negara (KP3N) Palu Tergugat 11/Pembanding,
menyatakan Banding terhadap putusan Pengadi l1an =Neger®i®**a”R
tanggal 19 April 2000 No. £7 / Pdt.G / 1999 / PN.Palu;<fc§|r*
Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding

SAfTJEL SAMBEN, SM Kuasa iuikur» dari PT.lradat Puri PenggugatSvi®
/Terbanding, tanggal 30 Agustus 2000 oleh f\BU.GAFAR SALAJi"":r ~
Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu bahwa JHONY HARAS >\
Kuasa Hukum dari Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piu— |
tang Negara (KP3N) P,*lu Tergugat 11/Pembanding telah.
menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No. 67 / Pdt.G / 1999 [/

PN.Palu

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada
PT.Bank Bumi Daya Cabang Palu Tergugat | / Pembanding,
tanggal 2B Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM Jurusita
pada Pengadilan Negeri Palu bahwa JHONY HARAS Kuasa Hukum
dari Kepala Kanlayanan Pengurusan Piutang Negara

(KP3N) Palu .,
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5

(KP3N) Palu Tergugat |Il/Pembanding telah menyatakan permo-

honan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu

tanggal 19 April 2000 No. 67 / Pdt.B / 199? / PN.Palu ;-

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)

Palu Tergugat 11/Pembanding, tanggal 28 Agustus 2000 oleh

ABD.GAFAR SALAM Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu bahwa

AINUROFIK Kuasa Hukum dari PT.Bank Bumi Daya Cabang Palu

Tergugat I/Pembanding telah menyatakan permohonan banding

terhadap putusan P—ngadilan Negeri Palu tanggal 19 April

2000 No. 67 / Pdt.G / 1999 / PN.Palu ;

Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding

kepada Pembanding SAMUEL SAMBEN,SH Kuasa Hukum dari

PT.lradat Puri Penggugat/Terbanding tanggal 30 Agustus
2000 oleh ABD.GAFAP SALAM Juru Sita Pengadilan Negeri Palu
tentang adanya kesempatan yang bersangkutan untuk mempela-

jari berkas Perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung

hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut

sejak

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawssi Tengah di

Palu -r

Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding

kepada Pembanding PT.Bank Bumi Daya Cabang Palu Tergugat

I/Pembanding tanggal 28 Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM

Juru Sita Pengadilan Mogeri Palu tentang adanya kesempatan

yang bersangkutan untuk mempelajari berkas perkara dalam

tenggang waktu 14 h”ri terhitung sejak hari berikutnya

dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke

Tinggi Sulawesi Tengah di Palu ;

Pengadilan

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding

kepada Pembanding yCepala Kantor Pelayanan Pengurusan

Piutang Negara (KP3N) Palu Tergugat IlI/Pembanding tanggal

28 Agustus 2000
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~"ZB/Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM Juru Sita Pengadilan
-'~flegeri Palu tentang adanya kesempatan yang bersangkutan
untuk mempelajari berkas Perkara dalam tenggang waktu 14
htari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberi-

tahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah di Palu ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat—Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh un-
dang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat—Tergugat/Pembanding

tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah setelah memeriksa secara -saksama berkas
perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan
persidangan. bukti-bukti surat dan surat—surat lain yang

berhubungan dengar» perkara yang diajukan kedua belah pihak
yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Palu tanggal 19 April 2000 No. £57/Pdt .G/1999/PN.PALU, maka

M ajelis Hakiin barding menganggap perlu untuk mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut

TENTANG PROVISI
Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengabul-

kan tuntutan provisi setelah mempertimbangkannya dt?ngan

baik

Menimbang, bahwa'.akan tetapi Majelis Banding melihat
bahwa pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan tuntu-
tannya karena setelah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri tidak

tindak lanjuti dengan permohonan eksekusi sampai dengan

peracwra a quo diputus di tingkat banding ;
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- /ftahwa dari segi beracara tidak ada lagi hal yang

mendesak untuk nemenuhi tuntutan provisi karena sudah ada
penyerahan aset PT.lradat Puri oleh KP3N Palu dalam hal ini
dari Tergugat kepada Penggugat seperti ternyata dalam bukti
P-20 dan P-21 dalam perkara An. para pihak

No.63/PDT/2000/PT.r'alu ;

Meninbang. bahwa tuntutan provisidalam kasus a quo
pada hakekatnyn hsrangkaian dengan tuntutan dalam pokok
perkara sehingga dipandang tuntutan provisi ini sebagai

berlebihan tanpa perlu (overbodig) sebab seharusnya disatukan

dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa seperti ternyata dalam sejarah berla-
kunya hukum acara untuk landraad/Pengadilan Negeri tidak
diutamakan adanya perbedaan antara tuntutan tentang

perselisihan sementara dengan tuntutan dalam pokok perkara /

pokok perselisihan (Bodengeschil>;
Menimbang;, bahwa seperti ternyatapula antara diber—
lakukannya Rv dengan HIR/RBG ada perbedaan karena struktur

masyarakat yustisiabe.Ten antar?» orang Eropah yang dilandasi

corak pptnihirnn yuridis individuil dongan golongan epribuni
yang melandasi key.M;inanny'k ui-'at k7 ekitdif .dengan
tujuan* penegakan keadilan adalah demi penyeimbangan nilai

yang goncang dalam masyarakat yang perlu dipulihkan demi

keten traman para leluhur (adat) sehingga paria ?:ara HIR / RB3

tidak memuat sistem Peradilan kil.at. ikort cmding) seperti
pada RV
Menimbang, bahwa Majelis banding memperhatikan sepe-

nuhnya makna GEMA No.3 / 2000 tentang Uitvoerbaar Bij

Voorraad ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan
diatas dan menyimak hakekat tuntutan provibi maka tuntutan
provisi dalam kasus ini kurang beralasan lagi dan karenanya

dinyatakan tidak dapat diterima ;
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Menimbang, bahwa tentang gugatan dalam pokok perkara
Majelis banding dapat menyetujui pertimbangan Hakim Pertama
¢>aik untuk sksepsi maupun untuk pokok perkara dan untuk itu
berangggapan cukup alasan untuk menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas
disimpulkan bahwa putusan Hakim Pertama harus diperbaiki
dengan sekedar menyatakan bahwa tuntutan provisi tidak dapat
diterima dan mer.guatkan putusan Hakim Pertama dalam eksepsi

sekaligus dalam pofcDk perkara sehingga selengkapnya berbunyi

sebagaimana dibaw”h ini ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak

yang kalah maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peratu-

ran—peraturan hukum yang bersangkutan;

M ENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan ditingkat banding dari

para Tergugat Pembanding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19

April 2000 No. 67/Fdt.G/1999/PN.Palu sehingga berbunyi seba-

gai berikut ;

Dalam Provisi ; —

— Menyatakan tuntutan provisi dalam kasus ini tidak dapat

diterima

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara
— Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April
2000 No. £7/Pdt.G/1979/PN.PALU sebagai berikut ; -
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

2. Menyatakan
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3. Menghukum Tergugat J/Pembap,ding. dartoTerjgugat -lIlaiAiE Pem-
banding secara tanggung renteng untu®"®”ewba”a”~”"ganti
rugi Materiil kepada Penggugat/Terbanding sejumlah us*
1.676.652 (satu juta enam ratus sembilan” puluh enam" ribu
enam ratus lima puluh dua ciolar Anerika Serikat) ; -————-

4. Menghukum pan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

banding ditetapkan” sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat

puluh ribu rupiah)

5. Menola® gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebih-—

J«t

Demikian diputus-tlalam Sidang Permusyawaratan Majelis
Hak'iro- .Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari
tanggal 4 OKTOBER 2000 oleh M. SOEDARSONO S.

DJOJOHADIREDJO,SH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

selaku Hakim Ketua Majelis, MUH.AMIEN UMAR,SH dan WAHYANA

ENDRA JARWA,SH niasing—masing selaku Hakim Anggota Majelis

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah tanggal B September 2000 Mo. 60/PEN/PDT/2000/PT. FadJu
dan pada hari itu pula diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota dan MUH. ARTVTJR LAHAY, SH Panitera

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA. KETUA MAIJELIS,
TTD

M.SOEDARSONO S.DJOJOHADIREDJO.SH

TTD
MUH. AMIEN UMAR.SH

PANITERA

TTD

WAHYANA ENDRA JARMA«SH TTD

MUHAMMAD ARTHUR LAHAY, SH

Perincian biaya

1- Materal Rp. 6
2. Redaksi Rp. 3
3. Administrasi Rp. 40,
4- Pemberkasan Rp. 91,

Jumlah Rp, 14<
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? gty SAT
M ;. FTAK*GAGAPNL

B asvi keaIAN iEz1iasion KBUHAKAN VNG tFAPA ESA

| s

--—Pengadilan Nesori Palu, 'yang memeriksa d&*yincnsadili perkara -
%ra Pordata padﬁ tingkat pertama, teslah menjaﬁjhkan putusan seba -
Imana toroontum dibawctl Iri» dalam perkara antara : - e
| gABTGKONO. S.'i. Advokat den ABSA TA3MWNA MittA S.E. Pengacara »-----
Pengacara, beralamat- di Jalen langka Il Siak | tli. 4 k 5 Pela -

Mampar.g, Jakarta Selatan den Jalan Tonua | No. 11 Palu, dalan -
hal ini bertindak br:, dasarkan Su™at Kuasa Khusus dan karenar.ya-
sclaku Kuasa Kuaum dari den karena itu untuk den atas nama — —
Sadan jSuoum Panranran Terbata« bomama P «T.IItAMT PTIR, berkedu-
E[ doean Pusat di Palu yang dalam hal ini diwakili »leh @ ----eeeeeeeeev
UKKAWAN IOLTNJO SONMIOAKI, yang bertindak drlam jabatannya sela-
ku iirev-tur Itama» Wjralamat di Jalan Samarinda No. 13 Jakarta -
Pusat ( Asli Surat luaia Khusus Terlampir ) ealanjttaya disebut
SED @ Ja 1. PEttGGTGAT

i T»Te 3ArK Mfd IATA HAJANGPALT di PALUselanjutnya disebut -

S B D T B0 e et s BGAT I-
. KEPALA KAATON PELATARAN PEATRASAN (IUTANG NSTrAIU
( KP 37~ ) CABANG TAL? BI PAU, aolClijutnya dinebut ;-------
Sebhadai. TIBG'fG AT Il

--------- Pengadilan Negeri tir*cbut ; - - —_

--------- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara Ini ; -

---------- Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara serta melihat dan -
memperhatikan bukti-bukti eorat yang diajukan dipersidangas ; —

TINTANG JTTIVKNTA PEftKAItA

------------ Menimbang, balwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal-

16 Juli 1559 yang diteriun diKepaniteraan Pengadilan Negeri ?ala

pada tanggal 22 Juli 1555 ian didaftarkandibawah N». ;7/F17.G/1555

¢ PflLPL* antara lain

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



dibanah TU. 67/Pirr.G/I555/R<?1. antara lain toloh momngomukakan
hr4-hal sebagai berikut i *:
1.

Johrra PEMGGTGAT adalah pemegang Kak Pongusahaan latan (IP1) -
aolua*' + 155.000 fia terletak di ?r»pinsi/*aerah Tingkat I

Sulawosi Tenjah, dan mow'liki Industri Penf=lahan layu Eulit -
( OO0 ) di T»nd» - Palu :
labma dalam pong«perasion KPI dan IPE5 torBobut diatas,-------
PXNGGUCAT nonpo»-*loh fasilitas larodit oksp»r madal kcrja dari
TIRGUGAT-T, yang n«ta bono sudah punya hubungan solama + 2S -
tahun ter.ialin deniran baik dan lan«ax
Fasilitas kredit«husus terurai sebadai berikut : -------------en- -
2.1. Pntuk tambahan ni>dlL kerja kayu hitam (obony) berdasaj>—
kan Per.lan.ian Kredit (PK) Tio. 17/010/?e/?la. taacjal

7 Mei 1585 «ebesar Rp» 5»i0fi.090.000,- ( lima nilyar empat
ratus delapan luta Rupiah ) - Jukti P- 1 ;
Intuk tambahan r.*«al kerja kayu lunak berdisarkar. Perjan -

jlan Kredit (PIC) R*. 17/00t/?e/Plu tanggal 2 8ktber 15*5

2.2.

dan PK. TC* [7/005/?¢/?lii tanggal 21 Jesember 1555 yang -
dituangkan dalam akte T?# (9 tanggal 23 Josomber 15*5 da
ri  HKS KANSTL S.M T?«taris di Palu «»esar . -

Rp. *20),- (lima milyar empat ratus tica puluh -
sembilan juta Rupiah ) - 3ukty, P - 2;

2.3* Sisa kredit PENGGUGAT sesuai surat k&ttfilTCisX AT-1

tan.jral ¢ Okt*b<*r 1555 adalah se**sar Rp. 5507.000.COe-
(sembilan milyav sembilan ratus tujuh .iuta rupiah )
Jukti P- 3 A

Jahwo, menurut porhitunjan T1IKGVGAT-H, sebagaimana dijelaskan
didalam suratnya yang ditujukan’kepada Xuasa lukum 2INGGUGAT-
. 3- 20f5/\WPROft/KP.02/1557* tanggal 27 Hypomber 155/ aisa

krodit PITNGGIGAT adalah sebesar Rp. 17*77*.163.437.- ( Tujuh -

belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta soratus dela -
pan puluh tiga ribu empat ratus tiga poluh tujuh Rupiah ) ——

Ke Bahwa,
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. lahwa, dengan domikian a»a perbedaan jumlah sisa, kredit
JENGGUGAT ata3 perhitungan TS*GUrAT - | dan TERGIGAT -1 |
yang sampai saat ini tidak jelas dasar perhitungannya ; -

. iahTra, dilua.r perkirann dan dugaan, terbit S.K.Nontori lod -

angan tio. 1134 M/013/15®3 ~hRffol 10 Oktcbor 1?&% tontang

Pengenaan Pajak j?ksp*r atas kaya ffersajian/Ra.untimber (yang-

aangat tinggi, kurang letih sava dongan harga .iual) hingga -
ticL.k mr<gk*n daoat diekspor/dijual oleh PSNGGGAT

<. iahtra* akibat kotintuan S Uentori louongajr. torsobut, prak-
tis 7ONGGYGAT tidak dapat raen.ual/mcng-ekspor hasil uroduksi
kayu gorgajianrevo, Man atock kayu gergajian yang diprodukei-

numpuk tida-k dapat dijual, sehingga cashfloTT PIKGGGGAT---------
mengalami kemaetan <

7+ Jahwa, untuk memangpulangi hambatan elcspor torsobut, TENGG¥
=GAT barupava koras moncari dana untuk membeli nmmin-mesin —
reproaessing, agar dapat monvYoses atock kayu, gergajian men
jadi kayu ola-han, supaya bobas da.ri palak eksp»r sesuai ke -

tontuan S10 Li6nlfek tersebut dLiatas, dan yang terpenting stock

kayu gor”Ji™ T+ menunplk dapat sejera dijaal/eksptr/di
uangkan sehingga easflft® 'fO

dapat berjalan normal ---
kembali,

hamba.-ari ekspor atas hasil kaja ~-~r~ajaan/
sa.nntimbor PTHGGSGAI tersebut dia.tas terjadi peda tahnn ——

1550 s/d 1554» ‘talam masa kesulitan tersebut, terutama masa-

lah oashflow PJIGGUGAT bortahan dari hasil usaha logging--——--
operation dengan bantuan peralatan dari leasing Conpary ; ----
8« iahua, pada akhir tahin 1554 MENGAUAAT berhasil memperoleh —
bantuan finanoial dari pihak ketiga untuk membiayai pembelian-
mesin-mesin reproeessing kayu gergajian dan juga dengan bantuan

lcasing PENGGVGAT mulai meng-operasikan kembali OKI Tond®-?ala.
dan morealisir  jualan/ekspor kaya gergajian yang telah di
proses menjadi, kayu »lahan

/ % lahna...... .
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lahwa, ¢ari hasil- »peram tersebut diatas PiiJGGWAT telah mela -

kukan angsuran sisa krodit keyada Tergurp-t «;»'esar Rp«33®.600C€09
( tiga ratus juta rupiah ) ; -

. lahwa pada Sulan Pebruari 15*5 PINGGUGAT berhasil meralisir eks -

LI

12.

13.

14.

-mliar Amerika Sorikat ) realisasi eksptr tersebut melalui

p»r sebanyak kl. 75.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu 1# -
lank
I oeauai surat laporan Penggugat tongkol 25 Pobrriori
1555 *3° tanggal 5 Maret 1555 kepada TIKGUGAT - |

Tergugat -

Jukti ? - 5~

lahwa dari hasil rnalieasi eknpor tersebut, PISTCGUA <tnlah pola-

mengangsur sl sa kredit. PSAGEUGAT kopada TIMGUGAT-l  sebosar t -—

Rp. 500.600.005,- ( lima ratus juta Rupiah ) ;

lahwa, diluar dugaan terjadi TRAGHI yang luar biasa, peristiwa -

yang amat sangat n.crgejutkan, yaitu pada awal April 1555 Kepala

linas Kehutanan Jati - | Sulawosi Tengah ( KAIISATT ) dengan para

petugasnya datang mengadakan razia dilokasi IPKE PSNGGUGAT di Ton-
il= , Palu, dengan tuduhan dilokasi IPIR PNGGUGAT terdapat kaya
illegal, tanpa bukti yang-nyata dan tanpa dasar hukum.mereka nela-
kukan penyegelan terhadap seluruh sto«k kayu terutama den khusus -
nya kayu hitam ( ebony ) milik PSNGGUGAT

lahwa, sampai saat ini tuduhan adanya kayu illocal di IPK3 PING -
GUGAT tidak dapat dibuktikan, dan untuk jernihkan kebenaran dan —

nama baik PENGGUGAT atas tuduhan KAMSH/T tersebut, PSNGGUGAT-----

telah meminta Tim Post Audit lepartamen Kehutanan Jakarta untuk -

melakukan penge<neokan kembali, hasil pest audit ternyata tidak —
ditemukan adanya kayu illojal yang difithah oleh KADTSFCT tersebut
diatas. Mergenai kasus penyegelan kayu yang tidak mempuryai dasar-
hukum tersebut, hingga saat ini sudah borjalan kurang lebih 5(li -
me) tahun tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut seaara hukum
lahwa, atas perbua\an melanan hukum tersebut PONGAUGAT telah

mengajukan gugatan yerdata terhadap KAUSTUT Sulteng-Palu d i -

Pengadilan Negeri Kias |- A Palu di Palu terdaftar dibawah Register
No. 51 dan 52/PBT.G/1557/PNPhk. yctng saat ini memesuk tahap kasasi*
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50 Johwa, akibat fitrah dan penyegelan stock kayu yang 'dilakukan
- leh KABSTSAUT Sulteng-?alu, PENGGUGAT tidak dapat menjual atau
monffekspor stook kayu milik I0IGGUGAT, karena KAJISitUT Sulteng

?alu tidak mau mongoluarkon atau memberikan pelayanan Surat -

Angkutan Kayu Olahan (SAFO ), sedangkan tanpa 3AXO kayu tidak
dapat dianekut, meskipun PENGGUGAT sudah mempuryai kontrak

juall beli kayu ¢si LC atas penjualan st»«u kayu van* ada»
i C don Contract kayu tersebut, telah disorahkan kepada----------
TIRGUGAT - | sebesar US" k63®fO0Q*- ( Satu juta emam ratus-
tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat ) ;
16. Johwa andaikata harbatan tersebut tidale terja.di, meka sudah —
dapat dipastikan angsuran sisa kredit PSISGAUGAT kepada  ------- —
TT7NGUGAT-l berjalan sesuai rencana den akan terpenuhi ; --------
lasaimonapun juga PXNGCUGAT telah melakukan angsuran kepada -
TSRGUGAT- masing-masing sebesar Up. 300.000.003,- (Tiga ratus
juta Rupiah ) dn Tip=508000.000,- (lima-ratus juta Itupiah) -
atau sejumlah Uo* G®.000.000,- ( Jelapcn ratus juta Rupiah ) ,-
17 *ahrra akibat hambatan-hambatan penyegelan stock kayu den tidak-

(ilayonl SAEO tersebut diatas, neka tidak ada jalan lain ---—------
PENGGUGAT torpO-kail mclckukan pemutusan hug*:ven kerja (?EK) -
terhadap karyawan yang ada iilokisi 1?7** T»ni* ¢an yang ada di-
areal EPH PENGGUGAT pada bulan Oktober 1595 Amn sebagian 11K.

atas permintaan iari karyawan sesuai pernyataan S?S| UH..PT.
I RAYAT PURI tanggal 7 Nopember 1*55 S

15. Jahwa, akibat iobih jauh atas tindakan KAWSHUT Sulteng Palu, --

yang tidak bersedia stemberikan pelayanan SakO terurai dalam —
butir 17 p«sita gugatan ini, meka P/2NSAUGAT tilak bisa membayar
angsuran sisa kredit kepada TERGUGAT-1
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Ne20.

21«

22.

2N,

lahwa, seharusnya THRGUGAT tidak langsung mengambil tindakan

yaxig amat drastis, yaitu menyerahkan kopada Kepala Kant*r Pola -
yanan Pengurusan Piutang Negara ( U3R ) atau scka.rang
TKRGUGAT - 11

dengan mengklasifikasikan PENGAUGAT sebadai

¢ebitur  kredit mact yang diikuti tindakan Penyitaan den Pele -

Im~an atas tvsset PINOGUGAT

Jahwa. dalam tindakan penyitaan atas seluruh as”et/barar.g-jaminan
milik  2J?GGUGAT, yara- dilakukan ®loh TUJGUOAT-Il a*as poro* -

honan TH7CUGAT-, Pihak PENGGUGAT nmaupun wakil yang sah

PSNGGUGAT sare sekali tidak pernah diikut sertaknn *: —%-eemeo-
Janira, TTZRGI7SATHl telah melakukan penyitaan torhadap seluruh

asset Penggugat yang ada dil#kasi 1PKI Torido den yang'ada'diareal
3PI, baik terhada» sar*fc/barong yang dijaminkan meuan yang tidak

dijaminkan tormasuk alat-alat leasina:, secara melanen huwm ;

Jahwa bosan barang atau a33et PINGAJGAT yang disita tersebut, -

ncluruhnya beraba dalan ienguasaan dan Pengawasan T331GUGLT-l
dan TfISUSIT 11

‘Shwett TAGHIIT- | dai- TEHTJGIT- |11 dencam soi«aja tolch

mentelantarkan barangjaminan kredit tersebut,

akukan Pengawasan/Fon.icujrian/r omeli hera*>n

dn tidak---—

s"san layak atas
baronff - Jaminan milik PiBSGUGIT yang telah disita dan

dalam penguasaannya. aohin”~~a pada ~  September 1557- *

terjadi kebakaran yang memuschkan seluruh rv-brik s

dan gudang seluas kurang lobih  S000 M beserta soluruh

st*«k  kayu ebony dan kayu lunak yan* sudsh siap diek«p#r yang
berada di Pabrik Sawmill-l den gudan®* tersnbut, yan* semuanya
itu merupakan barang jaminan kredit PENGGUOT kepada TSIIGUGIT- ;
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I?hwa, atas lojadian kebakaran tersebut TSRGBGAT-II
mengatakan hanyalah sebagai musibah, sebagaimc.na di -

nyatakan d{am suratnya Ne* 3751/v%03/1557 tancrgal-

15 September 1557 ( Bukti 'f —J1 dn dari surat

tersobut diketahui ternyata TEBGUGIT- |1  sangat
tidak bertanggung jawab, vaitu menyerahkan asset
barang jamiian kredit milik PENGGUGAT yang nilainya
uuluhan ttilyar Rupich kepada »knum yang tidak ber -
wenaw dan tidak punya kapasitas serta tidak dapat

dipertanggung jawabkan, baik ncaai-a prosedhri’meupun

Bohwe, perbuatan TSKVJGAT-l den ,TZAWAT-II. tersebut
diatas merupakan Perbuatan Kolanen flukum, den atas
perbuatan tersebut PENGAUGAT telah mengajukan gugatan-
di Pengadilan flegeri Kias I-A Palu di Pnlu dibawah Regis-
ter No. 121/FOT.G/1557/P"PL.
Ja’wa Gugatan a qu* «leh Pengadilan 'Nocori Kias I- 1
P.alu diterima den dikabulkan, y?-g salah satu amar putus-
annya “Ymenghukum  THgQUGAT-I dan  TAG"GAT-Il  diwajibkan

mc*Kayar ganti ragi sebesar USS. ft.509.000.- ( lolapan -
j uta lima ratus ribu Jtollar Amerika Serikat ) kepada ——
Putusan™ Pengaii.liin fleirori Kias |-A Palu di Palu a qu*
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu tanggal -
14 flopember 2568 N*. 85/P>T/I55*/PTPIUJ, saat ini -
dalam tahap kasasi ® -—-

Bahwa, meskipun telah ada putusar. mengenai tuntutan -

atau gugatan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya,

iy  ternyata
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akibat kclalalainnya, ternyata TERGUGIT | dmn
TERGUGAT |l masih totap melalaikan tanggung jawabnya™-
scha/cai Pihak yahg seharusnya bertangung jawab ataa
keselamatan den keutuhan seluruh barang jaminan kredit -
yang telah disitanya yang saat irii berada dalam : —

Ponguaaaan dan Pengawasannya

25. Rawe, ternyata pada tanggal 23 Pebruari 179* terjadi
lagi muaiboh kebakaran yang memusmahkan + 4311 W8 -
(Empat ribu tiga ratua 3~belas meter kubik) stock kayu -
lunaki yaig ada di IPKH Tondh ;
Ikibat kebakaran in i’ PIISSCUGAT telah mengalami kerugian
sebesar US# 1.10A.S23» C Satu juta empat ratua empet -
puluh empat riba lima ratua dua puluh tisra lollar Ameri-
ka Serikat) . Terhadap kerugian ini P2))iGUGAT mengajukan
guratan tersendiri kepada TERGUGAT- dan TERGUGAT-I ;-

20* Jghha. TERGUGAT Il sampai hari ini masih mensruasa -
seocr.uhrya saiuruh barong - jaminan kredit milik
PENGGUGAT yang ada lokasi IPKH Tondb - Palu dan -
Tidak mervrijinkan PGGUGAT memasuki lokasi IPKB milik
PENGGUGAT  ;

nya kebakaran masih ritfih ngotot m e m a k —
kehendaknya menjual lelansr asset nilile pihak ketiga -
dan PENGGUGAT yang nota bene tidak harap ulangi-—
tidak menjadi j-uninan/agunan ataa krodit PENGGUGAT ----

torhadap TEBGUGAT - | vyaitu J
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Kotorongon flam Alat Borat 1larga/Unit 1 Total

« Nilai Bara *

il 1 Spoci Boat Glass ukuran lglrﬁr252%|\r/llw L 25000 * 20 000
\ 1 ' Lo”ginc Truck Oil 289 Renault * 125.000 ' 125.000
, 1 * Wheel Loaior Komatsu W 1%® * 150.000 1 150.000

2 *Buliozor Komotsub 6- S. 1 110.00*  * 200000
i 1 *lulliozer Cattorpillar 3-8 K « 270.000 + 270.009
« | * Logging Truck MorcoAes 24 + 1W.000 *1W.000
* 1 ( Loc«in* Truck Nissan TZ %® » 115.000 » 115.000
« 1 "

Whoc! Loaior Chongling 4M 3

73.000 » 73000
» 1 * Burp Truck Nissan RB 8

$.000 1 ,0.000

t | " 'Rallio™Bor merk Komatsu 1 8 A12 11 135.000 * 135.900
t 1 * Ballioozcr merk Komatsu B 65- 15 e 143.030 ®143. £20
1 1 1 Logging Truck Hino TO 113 - 19  * 115000 ~ =115.000
* 1  *Truck Nissan TZ 5 1 120.000 = 120.000
t 1 ' Trucl ilarceies 224 * 1¢0.000 =170.000
»2 1 Trailer (nagis Marocicz 1 35.000 » - 70.000
t 4 ' Loncecrinc Truck Work Nissan TZ 0 ' 12D.000 » 150,000
» 5 ' Bum Truck auto «ar 1C13 *  50.000 = 150.000
» 1 1 Logging Truck c«:'—'-lcrcoJ_ L®p-.
Renault t BS 20 <' 135.000 ' 135.000
. 1 2 1 togging Truck cork Ucrceios2§24 * 1,3000  * 20000
# > 2 ' Logging Truck thark Nissan TZ 3 1 120000  * 210000
. *1 *Logging Truck Hino TO 143 e 115.000  «115.000
» *1 ' Logging Truck merk BerBlll_(Et Roei-auli 135009 s 135.000
t * Wheel LoaAcr Flat Alls 115.000 * 570.000
~ «1 ' Bup Truck mork Tzuzu i0.000 » ¢0.000
*1 * B.I'Y'pTI'UCk mork Komatsu JO .000 * 20.000
» 3 * Logging Truck Sino TO 140 115.000 * 345.000
7. 11 *Logging Truck Berlict * 135000  * 135.000
gt f 1

Logging Truck Merk Marcoiez 224

|d c ” 1 1*0.000 *10000
* 1. * Bulldoojor Carterpillor B 8H * 270.000 - 270.000
330« 1 f Log_ginJ Truck rmrF1)< Renault » 135.000 + 135.000
£1. <l1 Logging Truck Renault * ® * 335CCC +135.00®@

, r3* Logging Truck lino B 149 * 105.000 * 315.000

, *1* Logging Truck Hino 8 140 TO « 105.000 - 105.000
«34* 1* B Truck Mork Nissan TZ 9 * 120000 120,

* 541 Total Nilai Perolohan '3 fekle2®)!
Total nilai harija alat-alat berat aialah 20 & « f 1.324.3M
]
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Truck Mareedes 917 n 469% ' 51aM
Truck Vareados 7?17 4554 137+9*2
Truck Marccdos 517 4594 51.9M
Torctor Ford  ¢»10 28.000 140.000

Total nilai perolehan

Totc.I nilai harga alat-alat 0 i+ ' $16474
berat adalah

ilheol Loador Kcoiving Type 50 1

Catterpillor ‘270000 2/0.000
Forkift Klark Kapasitas 3 ton " 2l.000 2?.000
Forklift Mrk Manitou MC 30C ‘ 74475
Forklift Merk Vonitou M 30C & IiC100 129585
Forklift Model 4 RS O | & SIWP Truck II ¢2*63
FSWeclift Merk Patria D 32 , 21750 21*M0
Motor Grador Merk Kometsu G!) «00 , 105000 105.000
Rotary r Meik Chuen Chien

Tndust - 54, Taiwan 75000 75,000

15 Total Kilai perol ehan

Total Nilai harga alat-alat borat
adalah t 187504

Totol Nilai harca alat-alat borat adalah $
* |.¢B*»52
lilai assot PINGUIGAT tersebut adalah sobosar UD [»5*.*52t-

Satu juta onam ratus sorr.bilan puluh eram ribu eramra.tu9 lima puluh dua
Sollar Amerika Serikat ) =

. 3leBawa
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31. lahira, Jelas dan tagas tindakan TERGUGAT-1 den TERGUGAT-II

yang menjual asset milik Pihak ketiga dan PEKGOJOIT yang-
tidak menjadi agunan ata« kreditnya adalah A3SURL dan —

merupakan perbuatan melanan hukum karenanya haruslah di -
tuntut membayar kerugian kepada PENGGUGAT

32. Jahwa, karena gugatan ini diajukan bordasarkan bukti-bukti

33.

yang orisinal yang tidak terbantahkan kebenaranrya, maka
sangatlah beralasan huum putusan dalan perkara ini dapat-

dilak santan terlebih dahulu sekalipun TERGUGAT-I dbn

TERGUGAT - |11 mengacukan upaya hukum banding, kasasi dan/

atau verzot ( uitvowbaar bij voorraad )

Untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diderita PENGGTGAT

sebesar US* |W5n.b52,- ( Satu juta emam ratus «embilen —

puluh enam ribu enamratus lina puluh dua iollar Amerika —

Sorlkat ) PENGGUGAT ntn kepada Bapak dan/atau Majelis Ha —
kim vans akan memeriksa dan mongadili gu<"aton ini berkenaan

melakukan ~ SITA JAUINIII  ( Conscrvatoir icsloc ) atas

seluruh harta sorak mayoun tak gerak milik TERGUGAT- dan
TERGUGAT - Il ¥

iahwa, dari data ten fakta yonc telah PBcOGUGAT uraikkan di-

&0
atas, meka jelas den tegcs telah terbukti seoara r.vata
TIRGUGAT-II

TERGUGAT

yang menerima dan melaksanakan tugasnya dari-

dalam.”mengamankan” asset ?3IGGUGAT  torutama-
dilvkasi IPEH Tondo, tidak nohm diulangi tidak menjalan-
kan tugasnya dongan benar den baik, meka sangatlah bor

alasan hukum Ketua dan/atau Majelis nakim berkenan menjatuh
kan putusan sela, agar kepada TSRGUGAT-l dan Il diperintah-
kan meninggalkan lokasi IPKI Tando dben selanjutnya, menyorah

kan kembali kepada PENGAUGAT untuk mencamerkon lokasi a qu«.

1 Maka,

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH Ul, 2008



Baka "Q"A*riT)$% hal-hal yarg telah PSI&GINAT uraik-
r-J*r.r.UOIT nohon kepada «Cetua Pengadilan Negeri Kelan 1-1 Palu,

berkenan untuk menerime®* memeriksa dan selanjutnya mcneadili-

dan memutus perkara ini denran amar putusan sebagal berikut i
PUTUSAN PftCVISI *

1. iiomerintahkon kopada TERGUGATKU nmontuet cen menenth tangani

3erita Acara Serah Terima, asset-asset milik PENGAUGAT yanz

ada di lokasi IPKR Tondo kepada PSNGGUGAT sebelum menin/rimi—

Memerintahkan kepada TERGUGAT - |l mcr.irjtgalkan lokasi
IPKE Tond» kepada PE"GGUGAT ddbaih waktu 8 (delapan) hari —

setelah putusan ini diucapkan

Tidak diindahkannya putusan ini, TERGUGAT dikenakan uang

paksa C dTtorgroir ) sebesar Rp. 100.090.000,- ( Seratus juta-
Rupiah ) per hari

3. ¥nerintahkan kepada PENGGUGAT »antuk mengambil alih penga
manan lokasi IPKR Tondo - Palu ;
SILA? POKOK TERKIRA :

1. Menerima den mencabulkan gugatan PSI'T-UOAT soluruhnva : —
2. r.cnyatakan menurut hukum Tr3GUGAT dan TTAG*3ATI  telah -
melakukan Perbuatan Melanen Hiwum ( Cr.recmatigedaad) seba
gair.ana diatur dalrm ketentuan ex rasai 13*5 KUH.Perdata ¥ -
Mcnghuk MTEKGTEAT-l ceji  TERGICATI secara tanggung - ren

*65t*W52r* ( Satu Juta eramratus sembilan
puluh eramribu eram ratus lima puluh dua Itollar Amerika

Serikat) dalam waktu paling lambat 6 (dolapon) hari kalen
dor sotolah putusan ini di ucapkan ;

sejumlah USI

4. Menyatakan sah dan berharga SITA JAINAN atas seluruh harta
gorak dan taK gerak milik TERGUGAT-L dmn TEIRGUGAT-I ; —
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Menyatakan putusan porkara ini dapat dijalankan lebih dulu
sekalipun ada upaya banding, kasasi dan/atau vorzet vyang -
diajukan «leh TERGUGAT-I dan TERGUGAT - Il ( aitvoabaar
bij vo®rraad) ; —

t. Menghuwum TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-II untuk  membayar

seluruh biaya perkara yang timbul

Atau apabila lapak borpendapat lain, meka PENGGUGAT rwhon pu -
tusan yang seadil-adilnya sesuai azas alur dan patut

(ex acg™ et bor*) ; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tela.h di te-
tapkan, Pcnccrugat datang- di nokili Kuasanya yakni

3AMUEL SAMBO< S.fl. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal
S Scptenber 15*5 T>0. 1202?A555 dilndapan CIUFBAN TiviT., S.I*
?Ut3ris di Jakarta dan telah di daftarkan di Kepaniteraan

Pencadilm Negeri Palu, tanggal 23 September 12®* flomar
173/SK/155%5

Untuk TERGUGAT-

, telah datang menghadap kuasanya yakni
PUIMOKO, Pegawai PT. 3M\K MF3IRI (PESERO) Cabang Palu  ------------

El:s 3ANK JUMI 3AYA dar. ARUROFDC - Pegawai PT. UA-K m '»IR|

( FESERO ) Cabang Palu EksRANK 2ML .TV.TA sesuai surat kuasa. -
Khususi / Kuasa Substitusi, tanggal 27 September 1?77? ;

Untuk TERGUGAT-1", tolah datang menghadap Kuasanya yakni :

PAHLEL PHAKONIA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal-

2A - Agustus 1*55 Ko. KU . 3*0/MKI/I5?5 dari

Menteri----
Keuangan R.I.

dan telah didaftarkan di Keponiteraan Pengadilan
Negeri Palu, tanggal 20 September 1596 No. 1»2/SK/ 1555 ; -

Wanimbang, balwma aotelah diupayakan perdamaian antara -
kedua bolah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil -
maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan-------

surat gugatan Penggugat yang solanjutrya Penggugat melalui —

kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan

/ Menmbang, e =« « =
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Mmimbong, brw.n atas guo.tan Pon’gusat tersebut pnro. -
IERGUOAT telah mem™ ‘'<on jrviobm cvisins-no.jr.irf, sebagai berikut:

Javrabon TAGUOat-T, 'Ukan pada tanggal 5 Oktober 159? 773 ~

| =i Eksepsi dat*  tahan Bdom Tokok
p  =* schago.i berikut i

1. Sesuo. Tgsol 3 hu*r b pPT» 'N«. 27 Tahu* 53 tentang Pengga -
bangan dar. Penganbllalihan Perseroan T-

aktiva dan passiv \u hok dan kewaji’
gabungkan diri b-; ilih karena hukum kepa

vtas diatur bahwa —
perseroan yang meng

perseroan yang---—-

. Sesuo.i Jkto. Peng®/ “»ngan No. ICO Noto.ris Su

24 Juli 1555 PT.BaMC EJKI DATA (Pesero) tol
paia PT.Bank Moniiri ( Persero ) ;

ipte, S.E. tanggal
‘.orgabung/merger

Beriasarkon butir i (sotu) ¢an 2 (iua) ii atas, ndko hak ian -
kewajibon PT. lonk. Buni Uaya (Pevrcro) telah beralih cem
hukum kepaia PT.Bank Haniiri (P:- oro), Oleh karenanya PT.

Bank Wan¢ iri ( Persero ) mempuryai olas hak untuk menanggapi-
gugatan Penggugat yang ¢itujukan kopaAa PT.Bank Bum Baya —
( Persero ) selaku Tergugat 1, sebagai berikut :

. SILAM EKSCPSI t

1. Balwa Tergugat | nerolak AASyugat seaara keselu -

ruhan, ke«uali yang secara to”as-tegas
gat |

vich

)

21 Bahwa gugatan Penggugat paia pokoknya agalah k”boraton ter-

haAap pclclongon harta miliknya ( pcint 30 ) lgapun Posita
gugatan Penggugo.t tersebut ¢alam perkara ini pasa ¢asarnya
sama ¢engan gugatan calam perkara tariahulu -perkara-------
No* 121/PDT G/1557/PmPilu, yang sampai jencan saat ini
masih ¢nlam poraeriksaan ¢i tingkat Kasasi sehingga belum
mempunyai kekuatan hukum yang po.sti. Dengan jemikian guna
menghinAari putusan ¢ualisme serta meriptakan a”“ya ke-

aAilan noka sugah sopat.utnya gueratan ¢alam porkora ini —
¢inyatakan ¢.itelok ; - -

J_ 3. %/\a oo
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Ulahwa sebagaimana pesitanyo hal 7 poin 33 Penggusat mcnye-

rp butkan baranc-barang yang akam dilelang oleh Terpusat- H, —
o\ adalah harta miliknya den pihak I11. Nemn Penggugat tidak

\'*Asoaara jolas menyebutkan zona harta miliknya dan harta milik
J ypihak I, kcreno «b/ok gugatan Fenjsgu™at mon.iadi kabur ion-

/z tidak jelaa ( obsemre libcl ). Bengon demikian gugatan Penijr-

guat yang didaborkon pnda obyek seneketa tidak jelas, so -
hingga beralasan untuk tidak dapat diterima ;
lahra dalam hal barang milik pihak IH, sudah barang tentu —
Penggugat untuk mengajukan gugatan harus mendapatkan kuasa -

4,

dari pihak 111 selaku pemilik. Oleh karenanya. Pengguscat yang
tidak mempunya! surat kuasa untuk mewakili pihak 111 sclaku-

pemilik obyek sengketa tido.k mempunyai kualitas huum untuk
mengajukan gugatan ( diskralificatoir exection) = Dengan

demikian beralasan guikatan Penggugat dinyatakan tidak dapot

n . diljim pokok

lahwa hal-hal yang telah disebutkan. 2alan\ Sksepsi, nohon -
dianggap tercantum dan terulang kemtali di sini

1.

falhwo Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari
Tergugat | sebagaimana tersebut dolan perjanjian kredit -

No. 17/00i/PI/PIU tanggal '2-10-1?85 ( T .I-1), Ro. 17/003/P3/PI
/?bU  tanggal .21-12-1585 beserta addendummya ( T.1-2) z"u-
puo Akta pergckuan hutang dengan jamincn Fiduoia dan Kuasa
Untuk menjual terhadap seluruh borong dogr-ngon den mesin -
mesin vV*. 34i tanggal OW-H-1J75, Ko. 10 tanggal 0701 —

_ "1580 yang dibuat *loh Tiotaris ISuheravod Nawir Lamakarote, S.H*
dan Akta pengakuan lutang R*. &# yang dibuat »loh Rotaris
HAUS KADSIIi, SK* tanggal 23-2-1?85 ( T.1-3 s/d T.15) i

3”"3alwa torhodop fosilitoa kredit torsebut, ternyata Penggugat

telah wanprestasi/tidak dapat menyeler.aikan kewajiban seba-
gaimana mestinya

[ 1= lahrja
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16. -

A» Bahfza dengan adanya nonprestasi tersebut, Tergugat | sesuai

dongan T No. 45 Prp.Tahun 1}W wajib menyerahkan penyolo -
saion piutang negara macei kepada Tergugat |l sebagaimana surat

No. Plu/1?4/?4/Cr. tanggal 12 Maret 15M ( T.l - €©), dengan -
jumlah hutarg sebesar Rp. 1w.15W.M®.578,7i. Jumlah hutang ter-
sebut sesuai pula dengen porhitungan Tergugat |l sebagaimana -
tersebut dalam surat tanda penerimaan piutang negara atas nama
Penggugat Mo. S.3'5 k/T'&nvfTLII'Ufw I tanggal 27-3-1954

5% Eahwa Tergugat | menolak posita poin 2 Penggugat tenteng adanya
perbedaan jumlah hutang sebab jumlah hutang Penggugat telah —

dijelaskan pula oleh Terguaat || melalui surat kepala kuasa hii -
kum Penggugat No. S20™*?MWFS.05/KP.02/1557 tanggal 27-H-1557
b?hrasanya. hutang Ferggugat yang belum terselesaikan adalah-----
sebesar 3p. Rp. 17%774.1"3»437»" ( tujuh belas milyor tujuh

ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ti~a ribu
on'pat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) (T. 1 - *) ;

. 3? V/aTergugat | menelak posita Penggugat yang mengatakan
Penggugat mengalami kredit mecet karera adanya, surr.t keputusm -
Kork™u No. 1134 mi/013/15"5 tanggal 10- 10- 1»?} tanggal 10-10

1555 tentang Pengenaan Fajak Ekspor atas kayu gergajian/savavtim -

bor, morgingat surat Menkeu tersebut berleku secara umm den--—--
tidak hanya berlaku kepada Penrcugat saja. Demikian pula -alasan-
adanya tindakan. Kadishut Sulawesi Tengah yans tidak memberikan -

SAKO adalah ala*nn yang dicari-cari guna menghindari dari pore -
nuhan pembavaran kewajiban kepada Tercusat I. Selain itu alasan -

alasan tersebut hanya merupakan dalil-dalil ulangan sebagaimana -
gugatan dala™ perkara No. 121/FIT.C/57/FN .Palu, sehingga sangat -
tidak tepat dan harus di tolak :
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‘Bahwa meskipun penyelesaian piutang negara macet .atas nara
\ Pengsu”t telah disorohkan kepada Tergugat Il, ramun Ter -

gus-at | me*ih menmborikan kesempatan kepada Penggugat  untuk

menyelesaikan Krodit drecan *ara restrukturisasi kreiit

dan menarik kembali dari Torgucpit H, asalkan Penggugat —
i apat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam su -
rat Tergucat | tertangcal 6 Okt®bcr 1555 perihal penyele-

saian Kredit a/n. Penggugat ( T.1-5 ), yaitu Penggugat -
melakukan penyetoran sebesar Pp. 1*551»000.090, dan mem
bavar blava administrasi sebesar 2,5$ kepada Tergu

gat Il. Adapun kemudahan tersebut akan di kaji ulang se -

tiap 3 bulan dan apabila syarat-syarat dimaksud tidak -
dapat dipenuhi meka penyolesaiar. hutang sooara otomatis -

kembali kepada iUPL'rt/Tergugat ||  dengan posisi kredit---
=sebagaimana seharusnya ( pembebasan tidak berlaku In gi)

S. Sahwa kenya*a?nrya Ponar®ugat hanya memberikan Janji-janji -
serata tarpa pernah memenuhi Syarat-syarat tersebut..

Sekalipun Ponggucat melalui surat Pernyataan flo. 03n/SF-IP/
IX/5» tertangg?.| 15 Sovtombor 158® to\Ch pula Jbcrjanji -
akan menyetorkan ivarg muka sebenar Pp. 1.5?1."30.000 , —

selambatlambatnya tgl. 14-10-155» dan bila terjadi penging,
karan waktu meka sejak tanggal 15- 10- 155* pengurusan pe -
nyelesaian kredit Penggugat dikembalikan pada BUPLN-----
( TERGUGAT 11 ) untuk segera di laksanakan pelelangan atas
agunan yang ada ( T-I. 10). flomun Penggugat telah ingkar -
janji karena tidak pernah melakukan setoran sebagaimana Isi
surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat. Oleh karenanya
penarikan kembali pencuiffanan penyelesaian kredit Penggugat-
darl To'VUiMc 11 tidak dat>et dilCtksOJOkan, dan hutang

Penggugat kombali Ia poflifli semula sorta Tergusat |l sosuai
wewenangnya berhak ni:tuk monindak liUlJUfci penyemaian — -----

kredit Penggugat, termasuk mololcuwr agunan yai'C CHa ! ----------

i 5 Bawa
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5. lohra berdasarkan ikta Pengakuan lutong dengan Jaminan fiiu «ia
dan Kuasa untok menjual terhadap soluruh barang dagangan dan -

mesin-mesin R#« 34" tanggal 87-11-1575 No. 1® tanggal ®7**1 “

1 yang dibuat »leh H»taris inmUJUi IA/R IAVMAKLMTE, 35#

dan Ikta Pengakuan lutang R*. 6t tanggal 23-12-1565 yang di -
buat «leh flttarie lans Kansil, 8 (t *I-11 s/dT*lo- 11) ;
telah se«ara tegas disebutkan Penggngat menyerahkan se«ara ¢
Icepor«ayaan (fidatia) kepada Tergugat | berapa soluruh st#«k -

bahan baket, barang setengah Jadi dmn barong jadi/sawntimbor <
yang: terletak di 3»kasi pabrik/HPI den seluruh mesin-mesin,

peralatan Samnill, m*ulding unit den filliog band supp»rt,
peralatan, kenderaan berm*tor cen alat-alat berat ; — -

lio Berdasarkan butir 4, 6 dan 5 di atas, ternyata Penggugat masih
mempunyai hutang kopada negara tq Tergugat | yang belanter -
selosaikan, dan berdasarkan akta TU. 34" 1© dan 19 seluruh -
asnfet barang bergerak milik Penggugat telah diserahkan sebagai
jaminan, karenanya Tergugat |l sesuai TH 45 Prp. Tahen
150 berhek untuk melakukan penyitaan den pelelangan atas harta
milik Penggugat guna penyelesaien hutang kepada negara *of* Tec>
gugat I elal mama sesuai pula dengan ketentuan pasal 1131

KCH* Pordata* soluruh harta milik berhutang merupakan jaminan-
pelunasar 'hutang tersebut™ Oleh karenanya tindakan penyerahan -

dan pelelangan »byek sengketa adalah telah sesuai dengan keten-
tuan yang beriakd dan bukan raeriipakan. tindakan yang melanggar -

11* Bahna tuntutan ganti rugi dari Penggugat adalah kabur sebab -
sampai dengan saat ini belum ada pelelangan atas ebyek sengketa
sehingga kerugian nyata-nyata yang ditanggung «leh Penggugat -

beltba terjadi, sehingga beralasan tuntutan ganti rugi di trlak;

4  12* Selain
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12. Selain alasan di atas, tuntutan ganti rugi kepada paro. Ter -
\%
gugat harus ditrlak pula sobab nilai sobescr USD. 1./5%52 a
adalah atas dasar penilaian sepihak tanpa memperhitungkan
nilai riil

barong ita sendiri, seporti kapan bareng dibeli,
kondisi

fisik sekarang denr.ilai penyusutan yang sebenarnya»
Idapnn penilaian tersebut tentu harus dihitung *leh pihak —

yang mempunyai nenenang'untuk itu den bukan eleh Penggugat -
sendiri. Selain itu tuntutan gar.ti rugi didasarkan pada »byek
sengketa yang tidak jelas siapa pemiliknya (tidak jelas pola
barang mena yang menjadi milik Penggugat den mara yang menjadi
milik pihak 111 ). Dengan demikian tuntutan ganti rugi dida-
sarkan pada *byek sengketa yang kabur den tidak je la «,

sehingga harus  tdak ;

fUJCl : Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Tergu -=

gat | ntn kopcda Majelis Hakim agar berkenan untuk memu
tuaken hal-hal sebagai berikut :
PJLLIM PROVISI i

- Men*lok putusan Provisi
SATKAM EKSEPS]

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat |
DALAM PCKOK PEKSAIti

- Menalak gugatan Penggugat secara kesoluruhan ; ---------- -

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; —
Jawaban Tergugat H diajukan pada tanggal 2B September 1555, yang -
terdiri dari Eksepsi, dalam Pr»visi, dalam p*k*k perkara, sebagai -

1o BALAM EKSEPSI | —

1. Jahwa Terguflp.t H tetap raendak dengan tegas seluruh dalil
Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam fCsita mayoun -

dalam p#titomnya, dan mentlak soluruh tuntutannya, ke»dali
torhadap hal-hal yang telah diakui sevara tegas ;

[ 2. EKSEPSI................ :
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2. HKSEPSI KOMPOTgtSI xBSOLUT TERHADAP KETTENAIGAl PRITUN

2.1 0 Uahwa. Tergugat 11

berpendapat bahria guratan Penggugat--—----
dengan petitum 3olam Pr«visi angka 1 dan 2 telah meminta -

vgar Majelis Hakim mengabulkan perm®h*nan Penggugat agar -
ergugo.t H diperintahkan 1Jajelis Hakim untuk menanda -
tangani Terita J«ara Serah Terima aset-aaet milik Tenggugat

yang ada dilckasi IPKH dan neminta agar Majelis Hakim nmene

rintahkan Tergugo.t Il-kntuk meninggalkan l«kasi IPKH T*nd«

2.20 lahwa tuntutan Penggugat tersebut seharusnya diajnkc.n me —
lalui Pengadilan Tata Usaha flegara Pala karena Pengadilan
flegerV. Palu tidak berwenang memerintahkan Tergugat |1 — —

untuk melakukan Tuntutan Penggugat Salam Pr«visi tersebut ;
2.3»

Hahwa hal tersebut disebabkan karena Tergugat Il adalah

selaku Pejabat Tata Bsaha Hegora, sohingga Pengadilan

Gegeri Palu tir*ak berwenang memerintah Tergugat Il untuk —
menanda tangani Terita Aoara serah terima aset Penggugat —
sebagaimana dim«h«nkan Penggugat aqu«, sehingga Hakim

Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mcr.gabulkor petitum-
Por.ggugat tersebut ;

2.4« Bahwa hal tc-rsebut sesuai dengan Pasal 1 angka 3 dan 4

Un dang—Undant; 'N«* 5 Tahun 155* tentang Peradilan Tata

Usa.ha Negara» «*leh karena itu dalil Eksepsi ini n@&tn U —
terima ion dikabulkan dengan memberikan Putusan pendahuluan,
dengan menyatakan Pengadilan flegeri Palu tidak berwenang -
memeriksa dor. mengadili porkara ini, karena merupakan wcwo

nang dari Pfcngadilan Tata Usaha Hegara Pala ; —
KK3TSFSI GUGATAN TIDAIC S.\F i

3*1« Bahwa Tergugat Il berpendapat, bahwa terhadap gugatan Peng

gugat a que haru3 dinyatakan kurarur sempuma dan dapat di
nyatakan kuran* sempurna dan damat dinyatakan tidak dapat —

diterima seluruhnya, korona Penggugat tidak menyebutkan se«ar-
ra jolas tempat kodudukan hukum/alamat dari Pcrggugat/PT» —

Iradat Puri, Karena hanya disebutkan di Palu tanpa dipertegas
dengari alamat yang Jelas/tegas ;

/ X 2* Bawa selain = .

(O]
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Bahwa selain itu Povggugat juga tidak menyebutkan Basar -

'OA\V/Xtukum dari Pemborikuasa, yaitu tidak menyebutkan Anggaran

/iDesar Rureh Tangt-a dari PT.lradat Puri, sehingga hal ter -

-/\Jr sebut menyebabkan gugatan Penggugat kurang sempuma, naka
J._gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima -

3. 3.

. EKSEPSI PERSONA STCTSI KR TVHCIO i
Al

4.2»

seluruhnya ;

[?Hwa karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum Pemberi

Kuasa/AD. ART. PT. Iradat Puri, dan tidak nonyebutkon ala -

mat PT.lradat Puri setara jolasAengkap, meka dalil Eksepsi

diatas dapat ditorirra dan dikabulkan dengan menyatakan
gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima -
seluruhnya ( Niet Onvankelijk Yerklo.urd ) ;

Bahwa Tergugat 11 berpendapat balwa gugatan Penggugat

torhadap Tergugat Il herue dinyatakan keliru den haru«?.- *-
dinyatakan tidak dapat diterinva karena Forggugat di dolan—
r.onycbutlcan psrsoen Torgucat H Kkeliru, dan tidak dikaitkan
dengan Negara RI. selaku badan hukurc induknya ; -------------— -
Ral tersebut nanpek pada halaman pertasa angka 2 gugatan —

Penggugat dirmna gugatan langsung ditujukan kepada Kkop~i©~
Kant*r Poruruean Piutang Negara Palu ;

Bahwa Kar.tor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palu ada
lah bukan morupoken bedan hukumyang berdiri oenAiri, ne
lainkan hanya merupakan bagian dari badan huumyang dise-

but Negara P.I, sehingga Tergugat Il tidak berkualitas —
untuk dapat dituntut «muka Peradilan umum jika tidak di

kaitkan dengan badan hukum induknya torsobut ; ——------emeeeee-

4.3. Bahwa selain itu penyebutan Tergugat |1 juga tidak -

dikaitkan dengan Kepala Kant*r Wilayah V 11 BfALIN soloku
atasan dari Torgugat H, intasu Kepala Badan TJrusan Piutang-

don loolang Nogara Pusat intasu Dopartemon Kouangen Rl.in«asa

Pomorintah/ tteirara R»l. Bahwa hal torsobut dicebabkan dalam-

/ melaksanakan « e |
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EKSEPSI fIS3US IN D&M

5.1.

mdlaksarakrr tugas den wowenangrya Tergugat || harus bortanr
ung jawab kopada Kopala Kantor Wilayah Y 11 3FIH ¢i ljung

Pandang, ycng kemdian bortarggung jawab pada Kepala Menteri -
Keuargan dan sotoruarya. Jongan demikian ddlam hal terjadi -

tuntuten terhadapiya juga harus dikaitkan dengan atasannya tcr>-

Bahwa seharusnhya penyebutan perso*n Tergugat |1 berbunyi seba -
gaimana disebutkan Tergugat 11 dalam Jawaban halamen pertama, -
karer?. di dalamgucacan Penggugat tidak demikian nmeka hal ter -
sebut membukiikan balwa penyebutan persoon Tergugat |1 koliru,-

meka harus dinyatakan tidak dapat diterima dergan menyatakan -
tidak dapat diterima seluruhnya ( Niet Onvankelijk Verklaard ).

Jahwa gugatan Ferggagat juga. harus dinyatakcP kurang sempuma -
dan dinyatakan tidak dapat diterima., karena gugatan Penggugat -
ini sama persis dengan gugatan Penggugat terdahulu yang ter —
daftar dalam N® [12I/F2T.G/1?*7/PN .PL. j». fle.;5/Pdt.G/N5fi /
PT»F&1lu yang saat i:.i pemeriksaannya dalam tingkat Kasasi ; —

5*2« Balwa para pihak meupun permasalahan permasalahan y?ng di ja -

dikan dasar pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini sama <
dengan permasalahan yang diajukan dalan gugata: Perkara---

e « 12|/?BT.G/I'57/PN FL. tersebut sehingga untuk menghindari -
putusan yang saling bortonfangan, meta dalil Resepsi ini nom
dapat diterima dan dikabulkan dengan menyatakan erucatan -------
Penggugat ini tidak dapat diterima, seluruhnya ( fliet ---------
Onvankclijk Vorkloard ), karena perkara 'ini Ncbis in idem -—
dengan perkara flo. 121/PIT.G/1957/FN.FL. Je.N#.ft5/FBr.c/I556 /

/ b. EKSEPS
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|. EXSZF3l 0jSOUTA U3BIL QUIEK i

0.l. Bahwa Tergugat Il berpendapat bahwa gusatan Per“gu”-t juga
harus dinyatakan tidak sompuma dan harus dinyatakan tidak
dapat diterima, karena. Pensrgucat tidak menyebutken den™on

jelas ©hyek gugatannya, hal tersebut nampek di dalam posifc
ta gugatan Pe<ucat

<».2. Balwa Penggugat di dalam Posita gu?atannya sama sokali

tidak menyebutkan *byok sengketa/barang agunan hutang,
Penggugat pada Tergugat |, baik barang bergerak maupun —
barang tak bergerak, bahkan Pcn”ucat tidak menyebutkan
dinena letak obyek senrjkota/barang jaminan aquo, sehingga
dengar demikian terbukti penyebutan obyek yang demikian -
dapat dikatagorikan sebagai penyebutan obyek scr.gkcta —
yang kurang .jelas, alias kabur/obscuur libol, sehingga —

berakibat gugatan kurar.g sempuma dan dapat dinyatakan ti-
dak dapat diterima seluruhnya. ;

Bawa dalil Eksepsi diatc.s didukung oleh Yurisprudensi
Mahkameh Aguc™ R .I. flo. AS2 K/Sip/1570 tanggal 1* Desem -
bor 174 w42 K/s1?/15'5 tanggal 17 April 1*7/5 dan —
f?0. 2*55/F'ir. A3fiSMHI
" Ata3 guc?.ton yvng tidak soia» batas-
keta mengakibatkan gu~titan n\cn”di kabur dan sea
puma., karena, tidak memenuni syarat tertib
7. IgKSSPSI GUGATAN KVRAKG PIHAK -
7*1« Bawa Tergugat 11 tetap pada dalil Dalam Eksepsi diatas, -
dan totap borpendarpat balwa gugatan Fenggucat harus di
nyatakan kurang sempuma dan dapat dinyatakan tidak dap/jt
diterima, karena masih terdapat pihak lain yang terkait -

W 3

1?7*? yrjlg borbiryi

dengan senskota ini, akan tetapi pihak tersebut belum di-
guirat atau. dengan kata lain gugatan kurang lonrckap pihak-
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7<2= rihr# Tergu«at |1 tetap borpcrdacat bahv/a Kerala linas
Kehutanan Propinsi Bati | Sulteng ( KADISTHUT ), solaka
pihak/Pejabat yang dijadikan dasar penra.iuan gugatan Peng-
gugat perlu dijadikan pihak daian perkara ini, juga peme -
nang lelang ( Sdr.Poltak Simbolot ) selaku Pemenang Lelang

atas obyek sengketa g quo , juga Pa.nitera. Kepala. Pengc-dilan
Gegeri Palu yeng*bortihdak sebagai penjual dalam pelelangan

obyek sen-kota. a ouo, sehingga, layak den harus dijadikan
pihak agar gucatan lemkop dan sempuma ;

Bahwa pihak buruh dari PT.lradat Puri (Sdr. RITAVZATI dkk /

2f6 ®ang <8n Sdr. Ir. MJSUM KUSDARTORO dkk/7 orang juga -
perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ir.i, sobab--------
mereka selaku Pemohon lelang atas obyek sengketa a quo ; -
iahve. dengiin belum ditariknya pihak-pihak tersebut diata.s,

maka berakibat «usratan Penggui®at kurang sempuma dan kurang
lengkap pihak-pihaknya, meka 2ksoo3 ini mohon dikabulkan -
<3aen moryatakon gugatan Pen+"ugat tidak dapat diterima -

seluruhnya (' Niet Cnvankelijk vorklaard ) ; ----------- —
7.1. Bah«w dalil

7.3*

B
didukung oleh Turisprudersi Mabkanoh -
Agung RI. HO. 1421 K/Sip/1?75
berbunyi

/twi 277% yang

Saliva, tidak dapet diterinanva gugatan/bar.t ahan -
ini adalah karena, ada kesalahan formil mengenai pihak yang
seharusnya, digugat akan tetapi belum di gugat " ;

loRwa berdasarko.n araiab tersebut diatas, kiranya «kup berdasar -
jika bersama ini Torgugo.t Il memohon kehadapan Majelis Eakim agar

berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi diatas seluruhnya., don-

berkenan memberikan Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan

Negeri Pala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
karena bukan merupakan wewenangnya, melainkan merupakan wenerar*.
dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setidak-tidaknya terhadap
petitum Dalam ~rovisi angka 1 dan 2, dan menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ( Niet Cnvankelijk

/3, DAAMPROVISI . ... 0.0
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LALL- IfIOVTSI .:

Jahwa untuk Icbin lengkapnya terhadap hal-hal yang telah di
kemukakan di dalam jawaban, Dalam Eksepsi diatas, nohon di -
anggap telah termuat dalam jawaban Dalam Provisi ini ;

0 Bahwa Tergugat |1 tetap menolak dongan tegas seluruh dalil
gugatan Fcnggugat dalam surat gugatannya, baik dalam Posita -

maupun dalam Fetitunnya, juga daianProvisinya, serta menolak

seluruh tuntutannya., kecuali terhadap hal-hal yang telah
diakui seaaro. tegas

3 Bahlwa Tergugat Il sangat menolak dengan keras tuntutan Peng
gu*52t Dalam Provi.si, yang meminta agar Tergugat || moncvnda---
tangani lerita A«.ra Sorah Terima Asot milik Penggugat yang —
ada di lokasi IPKI Tondo kepada Penggugat sebelum meninggal -
kan lokasi dan meminta agar Tergugat H meninggalkan lokasi —
IFKH Tondo Palu dan menyerahkan kepada Favggugat dalam waktu -

5 hari selak putusan di bacakan, disertai donran uang paksa
( dwanerson) sebesr+ Rp. 100.000.000 , -

Balwa tuntutan Penggugat Dealam Provisi tersebut sangat tidak -
relevan dan sangat tidak bordasar hukum karena tuntutan ter -

sebut tidak dilandasi dencon alasan/dasar yang sah/kuat, sebab
seluruh aset yarg dirdnta diserahkan tersebut adalah morupa -
lcan agunan huxwng Pcnggucat pada Torgucat |, sementara itu —
Fonggugat sokali tidak membayar hutangnya ; ----------=s--e-eeo-
5« Balwa solain itu tuntutan DNamProvisi yang diajukan oleh -
Penggugat tersobut tidak didukung, dengan dalil Dalam Posita —

ynng kuat, dan Tuntutan Penggugat bukan sobagai Pihak kotica -
yang borkcpentVnt*an atas barang jaminan hutangnya pada Tergu -

gat I, melainkan Penggugat selaku Dcbit.ur Negara., oloh karena
itu permohonan Penggugat tersebut harus di tMak ;
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Por™ii/Ct Dalam Provisi yar.g meminta. acar Tor-
gugat Il menarda tangani Berita Atara Serah terima Aset Peng
gugat di Tondo Falu, dan menyerahkan soluruh aset torsebut
kepada Fcnggucat adalah merupakan permintaan yang berlebihan?
karena Pon”ucat tidak menyadari sebagai Debitur Necara yang -

nakal dan macet, totapi justru sebaliknya lebih calak Per.ggu -
chat yonr berhutana daripada yang borpiutong ;
7. ?ahua seluruh aset yan” torletak di Tondo Palu telah diletak -
kan Sita Kksokusi oleh Tergucrat |1 adalah sah dan berdasar
hukum, aohinega aset/jaminan yang telah disita tidak dapat —

diserahkan kepada Debitur/?en”cugat, karena hal tersebut cikan-
mcrucikan Keuangan Necara, tetapi jika Ferrgucat berniat baik

baik hanya sekedar nonhontu mencawvrasi dan-r.cnjaga boleh saja,

oleh karena itu Foncgugat harus menanda tangani Dorita Aoara -

Sita Eksekusi sebig.-.i penyimpan Sarang tersebut, tetapi.

penguasaannya tetap berada pada Tergucat ||
5. 3ahua berdadarkanuraian diatas, bersama ini

Tergurat 11 nohon
kehadapan Majelis ‘'iakimyon, memeriksaperkara ir.i agar borko-

nar menolok soluruh pormohonar. Penggucat Dr.lar. Frovisi terse -
but, karena permohonan Fon.-gugat tersebut pantas untuk ditolak

dan sama sekali tidak berdasar hukum ;
DALAU FCKOK  FSRKARA

1. Bahwa untuk lebih singkatnya terhadap hal-hal yang telah dike -
mukakan dalam Eksopsi meugpun Dalam provisi diatas, nohon diang-
gap juga telah termasuk Dalam Jawaban Dalam Pokok Fcrkara ini ;

"N eBrhr/a Tergugat |l tetap mcnolak dengan tegas soluruh dalil -------
Ponggugat dalam surat gugatannya, baik dalamPosita maupun-------

dalam Petitumnya, dan mecnolak dongan tegas soluruh tuntutannya,
keouali terhadap hal-h&l yang so«ara tegas telah diakui

J  3* Bdwa
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Bahwa gucvtan Perggugat diajukan sehubungan dengan tolah

dilimpahkannya penagihan piutang mawet ata3 hutang Penggugat
pada Tergugat |, yang borakibat diletakannya Sita Eksekusi -
dan ditindak lanjuti dongan pclolar*an sebagian barang ja -
minan hutang Penggugat™ Bahwa Penggugat merasa keberatan —
atas Pololangan tersebut dengan clasar. terdapat porbodaan -
porhitungan aisa hutang antara perhitungannya dengan perhi -
tungan Tergugat H, dan Tergugat |1 dianggap salah tolah

menjual lelang barang jaminan/kayu'yang dolar« keadaan dise -
gel oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah ;

. Bahno Penggugat juga, keboroton atas sita yang diletakkan
=leh Torguga.t Il a\as seluruh barar.g/aset Pong~ugat yang------
berada, di Tondo Polu, dengan alasan Tergugat Il tidak menjaga,
seluruh aset terr.cbut, sehingga torja.di kebakaran pada tang -
gal 13 Soptember 1557, bahken terjadi kebakaran lagi pada -
tanggal 23 Februari 1588t sehingga Penggugat mengajuka.n
gugattan ini disortoi dergan tuntutan uang ganti rugi ;

Bahwa tcrha.dap seluruh dalil meupun keberatan Pong™at ter -
sebut, dan terhadap tuntutan uong garli rugi Pengcugat atas -
musibah kebakaan tersebut, jelas harus ditolak dongan keras,
sebab tuntutan tersebut sangat tidak benar dan tidak berda -

sar hukum oleh karera itu seluruh ruratan Penggugat harus -
fitolak

Bawe, jika, diperhatikan dari seluruh dalil posita gugatan
Penggugat, adalah .sara persis dengan dalil yang dikonukakan
dalam gugatannya terdahulu dalara perkara i°o. 121/Pdt.0M557/
FiJ.Palu yang scat ini dalam tingka.t Kasasi, sehingga guga.tan
Perggugat ini ‘sebaiknya dinyatakan tidak dapat diterima/di -
tolak karena. Rabis in idem dongan gugatan tersebut ;

Bahwa eeluruh dalil den alasan gugatan Fcrggugat dalam per -
kara, ini sama persis dengan dalil dan alasan Pcigguint dalam
Perkara. Ve. *i/PIT.G/I1595/Pt?Palu, sehingga seharusnya
gugatan ini divolek seluruhnya ;

1 7« Bawa seluruh . . ..
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70 Bohsd seluruh dalil posita gugatan Penggugat sorgat tidck
~Njolr.3 den kabur, sebab Ponggugat tidak neryebutkan alamat /
domisili hukm dari PT.Iradat Puri/Pergguat prinsipol dan
tida.k menyobutkm Anggaran Sasar Rieh Tangga dari PT.Iradat

Puri, sehingga hal torsebut membuktikan balma gugatan Tens -

gugat kabur, meka harus ditolak seluruhnya ; —
fi.

iohtna. dalil gugatan Penggugat sepalang yang ditujukan ter -
hadap Tergugat |1 adalah menyangkut proses penagihan piuteng
ma*ot atas hutang Penggugat pada Torgugat | dengan jaminan -
beberapa bidang tanah, pabrik berikut bahanbahan stok-—
didalaimya, sorta toberapa mesin dan kenderaan, sampoi ——
pelolangannya

Penggugat merasa keboratan terhadap Tergugat Il yang telah

menyita seluruh agunan/aset Ponggugat yang berada di Tondo
Palu, totapi Perggugat bordalih bahwa Tergugat 11 tidak
menjaga soluruh aset tersebut sehingga terjadi kebakaran

pada tangsal 2Z2Pebruarioleh karena itu Penggugat
meruntut uang ganti rugi ;

Bahwa dalil Posita gugatan Perggugat angka 1 cen 2 s/d 2.2. -
telah membuktikan me«ara S™, rchrra Porg-gugat sc.laku Pcbitur-
T?0gara, dan Pcs'”cugat nocpunyai hutrii€ tadci Terrmrzt | selaku
perusahaan milik Negara sebesar Kp. 54©5.80*.309,- A \in/?.
milyard empat rc.tus dolarm juta rupiah ), oleh karena itu

terhadap dalil dan pengakuan tersebut nohon ditetapkan seba -

gai AKTA yang murupaksn per.gakuan yr*g tidak perlu dibuktik m
kebenarannya ;

1®. Bahma dalil angka 2, 3 jelas harus ditol?.k, karena, dalil ter-

sebut tidak benar, dan surat Tergugat | tersebut telah di

ralcvt/diperbaiki densan surat dari Tergugat | dengan tembusan
kopada Tergugat ||

/ 11 Bahwa dalil
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11. Jahna dalil posita gugatan Penggugat ongka 3, 5 b 7 S =

10, 11, 22 13, 14, 15 1* 17, 18 1j, 29, 21, 22 seluruh dalil
torsobut sara persis dotgan dalil dan alasan yang dikomuk.-J:.cn
lonigugat dalam porkara tlo. 121/PDT.G/1537/FN,PL. dan dalam per -
kara No. =S/PDT.C/I9?5/FN.PL. dalil torsobut sama sekali tidak

benar dan tidak berdasar hukum noka seluruh dalil torsobut harus
ditolak ; r

12. flahra dalil posita angka 23, bonar karena Tergugat Il tolah mela-
kukan penyitaan terhadap seluruh jaminan hutang Ponggufpt pada -

Tergugat |, karena hutanc Penggugat telah dinyatakan seberai

piutang macot, namr. yoru? nenai-da tangani Porita Acara Penyitaan
adalah Kepala Kelurahan setempat, yanc:. bortindak solalcu Por.jcca
dari baranpr yang disita Tergugat |1

13» Jahua dalil angka 25 dm 23 jelas harus ditolak dongan tegas, —
sebab dalil torsobut telah dikomukakan daian gugatan ‘fio.l2I/FT)To
G/1?57/PN.PL. dan saat ini dalrjn pemeriksaan tingkat Kasasi,-----
sebagaimana diakui eleh Penggugat dalam gugatannya torsobut, cn
kemenangan Penggugat atas perkara torsobut dalam tingkat pertama
dan kedua adalah karena adanya faktor x dan atas putusan tersnbut

Tergugat | dan n tolah mengajukan Kasasi, karena pada prinsipnya
Tergucrat | dan N 3angat menolak dan keberatan atas putusan yang -

benar-benar sancat tidak adil tersebut ;

14» lahwa dalil Pocita pcuo-atan Penggugat angka 33 dan 31 jelas harus
ditolak dengan tegas, sebab dalil torsobut sangat tidak bonar dan
tidak bordasar hukum, sebab yang melaksanakan pelelangan barang -
barang torsobut adalah Ketua Pongadilon flegeri Palu, dan Toucu -
cat I dan Il samn. sekali tidak molakukan pelelangan, sobab --—--
barang barang torsobut tolah diletakkan Sita JSksekusi oloh Ketua -
Pongadilan flogori Pala berdasarkan Borita A«ara Penyitaan i ----------
No. 92/IA/SBA?58/Ffl.Palu tanggal ©2 Jali 1558 ;

/ 15. lahwa pololangan
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5.

16.

17.

lu.

ere-nti rudiri tersebut jelas harus ditolak dencan kera3 «Justru
Roharusnya Pcrur,?agatlah yanc membayar uanir ganti, sebab sudah

Bahwa peldangcn yang dilaksanakan tcrsobut adalah untuk mo -

laksanakan isi Putusan Pa.nitia. Penyolesaia-n Perselisihan Par -

buruhan Pusa.t ( PiP ) flo. ~¢/193/i/xxI1l/?HK/5-5* tanggal --—-
27 Moi 199» dan putusan Panitia. Ponyoleso.ian Perselisihan Per-
buruhan Daerah ( ?4D) Propinsi Sulawesi Tengah flo. 2'*A3/63/62/
XXI111/1997 tanggal 1? Agustus 1957» dan yang melaksanakan pcle-
dongan adalah Pengadilan ftogeri Po.lu, oleh korona itu d alil

Penggucat tersebut jelas harus ditolak

Bahwa d alil dan tuntutan Perggugo.t sebagaimana diuraikan dalan>
angka 3 gugatannya jelas harus ditolok dengan tega.s, sebab

hal tersebut bortcr.to.ngan dongan Surat Sdaran lahkacah Aguna —

Noe ®3 Tahun 197* yarg secara tegas nolararg tuntutan --------------
Mitvoorbaar bi.i voorraad

Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat terurai pada. angka. 32 jelas—

ho.rus ditolak, sebab permohonan Penggugat agar seluruh harta. —a.

milik Tergugat | dan Il diletakkan Sita Jamir.ar abalah sangat -

Icoliru dan sama sekali tidak berdasar hukur., karei'.a seluruh -—

aset Tercucot | dan 11 adalah milik TSerara, sehingga jika disita

akan tidak sesuai dorg-T »  lcw

Bahwa demikian juga dalil on“ka 33 guratan Yoi*ugr.t ;':r-

ditolak dongan tegas, sobab seluruh dalil dan tuntutan Penemu -

erat sangat kaliru dan sama sekali tidak berdasar hukun terlebih
tuntutan uang ganti rugi yang dimohonkan Ponggurat sama sekali -
tidak dilandasi dengan dasar hukumyang sah, den tidak dirinci -
secara jelas/lengkap sebagaimana di isyaratkan oleh ketentuan
yang berlaku, maupun Turisprode”si Mahkameh Agung R.I#

Bahwa dalil dan tuntutan uang ganti ruc:i yon? dimohonkan PonKu-
prat sebagaimana terurai pada angka 17 suratannya, jelas harus---
ditolak, sebab sama sekali tidak torbukti Tergugat | dan 11 mela*
kukon perbuatan rmoawaen hukum oleh karena itu tuntutan uang

menorima uanir pinjaman dari Negara begitu besar, totapi tidak be>*

tanggung jawab donran hutancriya, justeru sebaliknya mencari kam

bing hitam dan bahkan menuntut uan™ «arti rusri . ( inilah .iannn
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( inilah jaman leformasi Debitur NaJcal tidak membayar hutan*

malah mencari untung dongan tuntutan ganti rugi ???? ) ;
Bahwa kebakaran yang torjadi pada tanggal 23 Pebruari 156® -
maupun  sobelumnya adalah merupakan musibah belaka, dan bukan
merupakan kesalahan atau kelalaian dari Tergugat |

15.

dan II*
seandainya dijaga oleh Penggugatpun kalau memag harus terja-

di kebakaran ticok dap-t dihindari, sehingga dalil Penggugat-
y-tec Mcndalilkar. kebakaran adalah merupakon kesalahan dan ~—

tanggung jaweb Tergugat | dn |l adalah sangat keliru,

terlebih atas tuntutan canti rugi atas kobokeran tersebut---—-e
soiregt. tidak berdasar hukum

Bahvra perlu dijelaskan disini seluruh proses penjaminan, po -
masangan Hipotik -aupun seluruh proses penagihannya sampai
dengan Pelelangan sebagian barang agunan hutons Penggugat
telah dilaksanakan dorean benar dan berdasar hukum meka  —

tidak ada alasan lagi b?gi Penggurat untuk meminta uana ganti
rus;! dalam gugatvnrya, a quo

21. It-hr-a perlu ditegaskan disini balwa da-il s™atan Penggugat

dolan perkara ini yang didasarkan atas Pelelangan r.esin-mcsin

sebagaimana diuraikan dalam angka  gugotar.nya adalah sangat

keliru , sebab lelelangan tersebut dilaksor?kon oleh Ketua —

Pengadilan Negeri Palu atas permintaan delegasi dari Pengadilan
flegeri Jakarta Tusat cuna melaksanakan putusan P4F den PID Su -
lawesi Tengah, dan uang dari Pelelangan tersebut untuk dibayar-
kan kepada para Surun/Fcmohon LclriK yr.ita «itanati dkk (2&3) —
orang dan Ir. MJIIM KUSDAITONO dk (7) orang dd, sisanya oleh -

Ketua. Pengadilan Negeri Palu diserahkan kepada Tergugat | dan 11
untuk pembayaran hutang Penggugat

7

[ ?2, Bawa untuk
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22. Bahkan untuk membintah rencana Pelelangan tersebut Tergugat |
i telah berupaya mentegjukon Vcrzet/bantahan atas penyitaan yarv?

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palu yang terdaftar dongan -

No. K/PXrrrVZPAS58 / AN«Palu tanggal 24 Agustus 1*5% namun
sampai saat ini perkara tersebut belum diperiksa tanpa, alasan -
yang jelas kemudian Tergugat Il di dero oloh Para Buruh terse-
but dan dionoam agar Verzet/bontahan dicabut dibaneh ancaman

para Buruh tersebut, sehingga da.lil dan tuntutan Penggugat

dengan dalih Felolancan maupun kebakaran sargat amat tidak
benar dan keliru, oleh karena itu harus ditola.k dengan tesas ;

23» Balhwa dencan demikian=seluruh dalil Penggugat tidak benar,

dan tidak berdasar hukum den tidak terbukti Tergucat Il mela
kukan perbuatan melavan hukum neka seluruh tuntutan Penggugat

sebagaimana terurai dalam petitumnya'yang terdiri dari Dalam -
Provisi angka 1 s/d 4 dan D-lam Pokok Perkara terdiri dari —

angka 1 s/d w harus ditolak, terlebih tuntutan ganti rugi —

rya, dan putusan danat dilaksanakan lebih dahulu,

karena berton tangen dengan Surat j~ung R.1,

No. 03 Tahun 157v% Thra terhadap tuntutr™ BrJm Provisi

angka 1 dan 2 adalah merupakan wewenang dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu

M A K I

"Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini

Terguga.t Il nmohon kehadapan Majelis Hakim yang memo -
riks?r perkara ini acar berkenan memutuskan sebagai

A. DALAIi EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Torgugat |1
seluruhnya i

2. Voryataken Pengadilan Negeri Palu tidak borwe -
nan* momeriksa dan mencradili perkara ini, karena
morupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha -

i_ Negara Palu . . «
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. Uenytvtokdn «uisatan Pcisggugp.t tidak dapat ditorima seluruhnya

( Met Onvankelijk Verklaard ) ;

I . Menolak gugatan Penggugat soluruhnya

B. DALAIl PBQVTSI

Menolak seluruh permohonan Balam Provisi yang diajukan

Menolak  permohonan/tun tutor.

uang dwangsom dari Penggugat -
seluruhnya

C. DAAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan Pengadilan ‘Negeri Palu, tidak berwenang memeriksa -

dan mengadili perkara a quo karena bukan merurakan —----*
wewenangnya, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan

TitCl U3”0 "egara Palu sotidak-tidaknya petitun Dalam Provisi
aneka 1 dan 2

3. Menyatakan Tergugat Il tetap dapt irolaksanaku “c/cl“ngi7

?tas seluruh Barang jaminan hutang Penggugat ioni menyelamat-
kan Keuangan rlegara

4# Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditorima seluruhnya
( fiict Onvankolijk Verklaard )

5% Menghukum Penggugat untuk mombayar biaya, perkara seluruhnya ;
6. Mehon putusan yang soadil - adilnya

Menimbang, balwa dalam A«ara jawab menjawab atau bantah -
membantah, selanjutnya di persidangan para pihak setara tertulis

telah mengajukan lial-hal sebagai berikut

L Untuk
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Untuk Pcngfraagt j

- bolak mongajukon lo/lik baik untak Tergugat | »aupua Torju -
gut Il tertanggal 17 Oktebor 1553 » —m-m —oemomemee ~oee

Talah aicngajukan kesimpulan tortanggal 27 Sosoabor 1595 ;

Untuk Tprguat |

Tolak noogajukon duplik yang ¢lajukan pada yorsidangan pada-

tanggal 2 TWpowber 15J5 ; — Heme
Tolak Bongojukan kesistpalan t ortanggai , 20 »oaomber 1555 i “
(I I

Talak mengajukan luplik tortonggal 11 Tlepenber 1555 .»
Telak noogajukcj® keaiarjKLaa tottanggal 27 lesenber 1555 » “
Meni*bong, bahwa eleh karona kedua cclah pihak borperkara
Hcnjatakaji jawab nenjawab t.olah cukup nmeka tibolah saatnya para-
pihak untuk membuktikan ¢alil - dalilnya

“ Meninbang, bahira elok karona gugatan Pong.~ugat di sang -

kali #lch para Tergugat, naka *onjc|i kewajiban bagi Pcng/wgat -
untuk neabuktikon dalil-dalilnya tcrlobih dakulu

- wdolnkzT'ir bet?/0 untuk nonguatkan dalil-dalil gugatannya,

Ponggugat tolah mcr.gajjkan bakti berupa surat-surat ~

dinana surat-surat bukti tersebut borupa f*t# ~
dibubuhi motorai soeukupnya dan-setolok dite liti ternyata sosuol
dongan aslinya, keeuali buk£i-.P. Y'aslinya, til3ok oda

lukti surat-burat gaba™ai berikut *

1. Fete o*py porpanjangan jangka waktu Krodit PT. I1A3AT PUHI
fle. Kredit : It»5/A1>/?9 tanggal 8 TWpomber 1575 ( tanda P.1)

2. Pete cepy surat Akta Pengakuan Jiutang fl«. fO tanggal
23 Sescnbor 1585 ( tanda P. 2 ) ;

3. F*t* cepy S*rat Penyolosaian Kredit PT. IRAIAT PUll falu

tanggal 6 Ckteber 1555 ( Tanda P. 3) *

L K F*te eepy
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4 . Foto «opy Surat Pcnyelepaian Kredit FT.lradat Puri 'No.S-20?>5/

W c«8/KP.02/1997t tanggal 27 Nopcnber 1957 ( tanda T. O 5
Foto oopy hasil Realisasi Eksport Kayu Olahan "No. 0Q3/IP,JX /
s/11/95,

tanggal 28 Februari 1595 (tanda P. 5) *

t . Foto «opy permohonan Kebijaksanaan Penyel~saian Kredit dari -

FT.lradat Furi No. 005/IP“JK/Iill/l1l/55 tanggal 8 Maret 1*55 *

Foto oopy surat dari KP3R. tfo. S-751/WFN .08/KP.02A997 tang -

gol 1? September 1597, perihal Bcnaana Kebakaran FT.lradat —
Puri ( tanda P. 7 )

8* Foto-foto kebakaran PT.IIUILAT POM sebanyak 8(delapan) lembar

( tanda P. 8 )

5. Foto eopy Surat Pengaduan tambahan ditujukan kepada Kapolres

Donggala di Palu tanggal 28 Pebruari 155* ( tajida P. 5)

10. Foto oopy Surat Pemberitahuan Lelang dari K?2R. No. S-3®85/
VIN*05/K?.02/1597, tanggal 12 Desember 1597 ( tanda. P.10 ) i
-r»-——* j-'enimbang,

bo.Ir.7a Por*(oi*o.t menyatakan bukti berupa surat —
sudah oukup dan tIA",u PICflISNukan saksi

---------- t'enimbang, br.hv/a sebaliknya untuk

il-dalil -
sangkalannya para Tergugat tclo.h pula mengajukan naaing-ro.sinS

alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut

Sr.tuk  Tergugat | i

1. Foto eopy perjanjian Kredit H». 11/74/P. targgal 5 Ropember -
1579 C tanda ,T.I - la) ;

2. Foto oopy Ferjanjian Kredit  Ro* 11/75/F*tanggal 5 Ropcmber -
1575 ( tanda T.l.lb ) ;

3. Foto

eopy Perjanjian Krodit No. 11/88/P.tanggal 31 Desember -
1979 ( tanda T. I. 1l«)

4« Foto oopy Perjanjian Kredit Ro* 17/ilO/F./PItfe tanggal 7 Mei -
1?5 ( teidlo T. T.1d)

/ Foto eopy
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5. Foto copy Perjon;Ji-m Kredit No. 17/00fc/Po/PLtf tanggal 02btliin
Oktabor tahan 1575 ( tanda T.l - le )

». Foto eopy Perjanjian Krodit flo. 17/00fl/FJ/PIF tongyal 21  Be-
sombor 1563 (tandaT« | - 4 2 ) ;

4ig Fot» «opy Porgakuan »lutung dengan jaminan Fiducia dori Kuasa

umfctikk menjual £© No. 34» tangcal Ot flopcr.ber 1975 C tanda -
T. 1. - 3)

S* Foto #ory Akta. Fergokuan TTutar.g dongan Jaminan Fiducia. dan
Kuasa untuk menjual No. 10 tanggal 7 Januari 1?#0 (tanda T.I.
i)

5. Foto oofy Pengakuan Butane- tto. fO tanggal 23 Desember [?i5 ~
(tanda T. 1 - S) ;

10. Foto copy Penyelesaian Piutang Vo.oet atas nama FT.IRADAT PIHII

No. Flu/I54/5*/c*- tanggal 12 tioret 154 ( tenda T.l - =) ;
11. Foto eopr Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT.

Iradat Puri No. S- 35 A/PUPC/VIII .14/:}54 tangki 24 Karet

154 (Tanda T. 1. 7 ) i

12» Foto copy Penyelesaian Krodit PT.lradat Puri. "No. S- 20"9/te? .
0S/KP.02/1557 tanggal 27 Nopcmbor 1%57 ( tar.db T.1. - *) ; —

13. Foto «opy surat dari Bank Bumi D?ya tangral < Oktober 15986 *
Perihal Penyelesaian Krodit An. PT. Iradat Puri ( Tanda
TI1-5);

14. Foto copy Surat Pernyataan flo. 03"/SP#P/Ix/5k tanggal
15 September 155" (tanda T. | - 10 )

15* Fot® copy surat dari Bank Bum Daya fio. PLT)/1015/55/Cr tanggal 21 1
21 Desember 1595 ( tanda T. | - lla ) ;

U. Foto »opy Surat dari PT.IlfcKKaWEHrXITk Ko. TLB/Ofe/5t/Cr
tanggal 15 Pobruari 197" perihal Penyelesaian Kredit PT.lradat
Puri ( tanda T. 1 - llb )

. 170 Foto copy
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S——
17. Foto aopy Surat dari Bark Bamd Doya Noo PLK/102/%% tanggal

}

( tanda 7. T =1le ) ; ;

Foto
telit

bukti

25 Maret 19%% vrerihnl penyelesaian Kredit PT.Iradat Purdi -

Menimbang, b2hvn hukti surat-surct tersebut diatas berupa
eopy yang telah dibubuhi Meterai seeukupnya dar setahoh di-

1 tornyata sesual dengaon aslinya schingga diongsop  scbogai
yarg sah

- Fenimbarg, hohwa Tersusat I melalui Kuasanya menyntaken -

bohwa bukti surat sudnh eukup dAan menyotakan tidak okan mengaju-

kon saksi-soksi

Untuk Terguscet II  telch mengajukan hukti-bukti surat schegai

1.

Puri ( tpdz P.IT -1 Y

20

3.

4.

®e

i

be-ikut ¢

Foto eory surnt Aari Bark Bumi daya Palu Ro.FLU/1%4/%8 /Cr.
Perihal Penyerzhan Penyelesaizsn Pilutorg Maect on JFT.Ixsdot

Foto eoTy swiut Fo. S-345 A/PUFRC/VIII/ 14/1%94 tonsgel -

24 Y¥arot 1284 perihzl Ponorimacn Pengurustn Plutang Regare

ane TT.IRADAT ITRT ( tarda T II = 2 ) § emecomcom—eiane-

Poto eopy Surct %o S. IMLATR.C2ATF.0202 / 1094 perinal -

Foryeleszion Pintong Regere ( Tonda 2. I = 3) 3 —mmemem

Foto eofFy Baita Ae3F3 Panya Jawab Ro. BATI-0¢/WE [/ 0S/KE.
02/1224 tongscl 14 April 1994 ( tocda T 31 - 4) ;-
Foto copy surct Nos 5 = 944 ATFH.08/KP.02/1%*4 tonggel : -
2 Juli 19% perihal penyelesaian Hetorg kerods Fogorn —
( tonda Te IL -5) ;

-—————--

Foto copy Keputusor Ketua Tanitiz Uruson Platang Regara —

Cobang Palu Roo PIPE -~ 240/FUIPC/VIIT.14/19%4 ( tonda T.1X-

6) ; -
« Foto eopy Surat Pokso dari Panitia Uruson PIutong Regora ~
Cabang Pala Ro. SF - 364 /PUPRC/VIII-14 / 1934 tongral -
21 Oktober 1994 ( tonde T. 1T =17 )

LacPOtOCOWOO""
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u. Foto copy Surat Perintah Penyitaan No. SPP- 101/PUPNC/VTILIA
/155» tanggal £ 5 Agustus 196 ( tanda T. Il - S) ;

9. Foto oopy Berita Acara Penyitaan 0. BAP/IN2AWVFN. 08/KP.02 /
156 tangki 13 Agustus 196 (Tanda T. Il - 9); -

10. BoifctCopy Derita Aoara penyitaan flo. BA. - 151ANAN.OS/KP.02/
1951, tanggal 0 Agustus 159 (tonda T. Il - 10) ; -
11« Foto «opy Sarat Perintah Penjualan lararg Sitaan : --------------
No. SPPJS - liS/FCPNC/7I1I.LUAS556 tanggal 5 September 1996

139 Foto copy Sarat Verintah Penjualan Barong Sitaan @ -
Ro. SPPBS. 115/FTJpr?C/VIILIi/I5S56 tanggal 5 September 155* -

13. Foto «opy Surat flo. S. 312 /7R ©&/KP.02A596 tanggal |
k Januari 199" pevihal pornintaanJerita A«ara Penyitaan ata3
Barang Janinan/larta Kekayaan Penanggung Hutang / Por/ardr.
Hutang i*«T. IAVA'NT FUIIlL ( Tanda W*H %13 ) 0 --eeeeeeeeees
14. Foto eopy Surat dari PT. Iradat Puri Ko. 3/1P.JK/b/IX/*6 -
tanggal 20 September 1996, Hal Permohonan Penunda?n Lelang

(Tonda T. n - 10

15. Foto oopy sarat W*. S- W9 /SW tanccal : —
11 Agustus 1959 Perihal iontahan dan Fchangguhan Lel ~
( Tanda T. Il - 15 ) ;

16. Foto oopy Surat vo. 112/AVAN08A?.02A?7?? tanggal 05 Mei 159

Perihal Surat Ketocatan/Sontahan dan Penangguhan Atas Pelak -
sanaan Lelang ( Tanda T. Il - 16)

1T. Foto cory Sarat Tanda Pcncrinarn Laporan No. Pol : 55 . IX /

1557/ RES* BGLA tanggal 13 September 1997 ( Taria T.11-17) *

— — Monimbang, bahwi V>uktl surat-surat tersebut liatas berupa —
foto eopy yang tola.h dibubuhi Meterai seeukupnya dan setelah di —
toliti ternyata sesuai dongan_aslinyaf sehingca di anggap sebogo-

bukti yang sah ; [ B
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1 3* _

----------- Meniabong, bahara Torgugat Il nolelui Kuasanya, menyatakan

N bahwa bukti burat-aurat audak cukup dan menyatakan tidak akan -

aongajukan aakai-aakai
---------- Weniabang, bahwa untuk itolanjatkya kodua bolak pihak --—---
borporkara aenyatakan bahwa sudah tidak akan aongajukan bukti —
apapun lagi dan koduanya »*h»n putuaan ; — --—- _——
---------- Moniabang, bahwa antuk aeaporaingkat uraian putusan ini-

Bvaka di tunjuk hal-hal aebagainana yang teroantua dalaj Borita-

JLaora poneriksaan di perBidangan dianggap aerupakan badan yang

ta* terpisahkan dalaa putusan ini ; -

--  TCITAfIC. ItKTMBTA

---------- Maninbang, bahwa mcks.ui dan tujuan' gugatan Ponggugat ada-

lah Boperti toraebut dalaa aurat gugatannya tortanggil 16 Juli -

---------- Moniabang, bahwa dalaa gugatan Ponggugat salain aaauat -

gugatan alLalga p»k»k pprkora juga aoauot gugatan t -

---------- llaninbang, Viiliwa notalah Uajolia »onceraati dan Beneliti-
gugatan Pr»visi*nii Ponggugat, aorta jawaban Te-rfugat, aaka -

oukup jolaa, bahr/a dalil-dalil Ponggugat roengorai terjadinya---—--

Kebakaran sobanyak 2 ( dua ) kali, yakni
- Kobakaran ko - 1 torjali pada tanggal 13 Septonbor 1957 *
yang monghanguakan/aomusnahkan pabrik Sawail 1 dan gudang

sojaalah kayu Eb*ny dan kaya lunak yang sudah siap Ekspor ;

- Kobakaran ko - Il torjaii pada tanggal 23 Pobruari 17*8
yang BorY‘knnguBkan/oumBnahkan £ 4*311 M8 atok KaTU lunak -
yang ada di IPK5 T*nd», sehingga aongakibatkan korugian -

cukup boaar bagi Ponggugat ;

L — Voniabang,
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Menimbang, bahr,a barang-barang yang musneh tcrbr.kor tor -

s”but diatas adalah barang-barang " milik Penggugat yang semuarya

menjadi jaminan terhadap hutang-hutang Pcriggugat kepada Tergu
gat |

Menimbang, bahwa barang-barang atau asset Fen*gugat yang-
menjadi jamiran kepala Tergugat | oleh Tergugat 11 telah dila
kuk'ji Penyitaan sehingga baranbarong ynng- telah disita di barah

kekuasaan dan pengav/asor. oleh Tergugat 11 bukai. kepada Tersita /
Fenggugat

Kal ini menurut -‘ajelis tindakar Tergugat Il telah melanggar-—

prosedur Hium Per.yitaor seharusnya borar.g-boroivg ymg disita -

oleh Tergugat |l tetap diserahkan atau di kuasai olc-h Tersita —
yaitu Penggucat, separ.jong tidak di pindah targarkon atau di jual
kepada crrrlain , ronun demikian kenyataannya tetap di kuasai -
oleh Tergugat 11 sebagai pihak Per.yita, karena kurangnya Fensra -
va&J. sehingga terjadi Kebakaran sebanyak 2 (dua' kali y-afg -
r.cmusnahkan barong-barr.rg milik Penggugat yarg di jalikon jaminan
terhadap Kutong-hutorg =nya kepala Tergugat |,

sehingga —
FclJSsU'pt nenlerita kecrueion cukup besar

Mori -borr, bahwa gugltlU ?rcvisicnii pada princirr.vo ada -
lah morupokor. suatu permohonan untuk dilokukonrya tiftdokon scz~>r-

tara guna kopontirgon salah satu pihak sebelum M jatuhkan pu -
tusan akhir

Jadi dengon derrdkian lingkup dori gugatan provisionil hanyalah -

sebatas pada tindakan yang bersifat sementara yang didasarkan
pada kckhawatirai timbulnya lteniglan pada salah satu pihak dan -

bukan untnk hal-hal yang bersifat final yang harus didasarkan
pada hasil pembuktian.

Menimbang, bo'rc- tuntutan Provisi Penggugat sebacrai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat i1 membuat d?n menanda tangani

Berita Aoara Gerah Terima asset - asset milik Penggugat yonk
ada dilokasi IPKH Tondo kepada Penggugat ;

J  2* Memerintahkan -
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Tondo, den rx.-rycrahkor. kembali kopado Per-ggugut ; ----------------

Tidak diii d.'Vanrya putusan ini, Tergugat dikenakan uang

Taksa ( D jg3om) sebesar Rp. 100.000.0"0,- ( Seratus juta
Rupiah ) i iari ‘

4. Momerinta* j. kepada Penggugat untuk mengambil alih penga -
maf* ukar.i IPK3 Tondo - Palu ;

“*ang, bahea untuk neneogah terjadinya kerugian bagi —
-u pihak ketica bahv-a dilokasi IFKT Tondo sangat rawran

terhadap * ibah Kebakar-an dan terbukti sejak diV -~ah status

Penyitaan t

Fcnegu it

h Torgucat |1 dan dibanah kekuasaan dan Fongagasan
Terguc™ct 11 t*l1ah terjadi kebakaran sob?ryak 2(dua) kali y/\Vg da —
pat memusnahkan .-sot-aspet Penggugat. TTd ir.i menunjukkan bohna -
Tergu-"at Il kurm - pengawr.san tor“adap ar.not-assct rdlik Pen”cu’at
yang disita , mer :*ut Eajolis h., iri tidak bisa di biarkan bor -
larut-larut sebab di khav/atirkan akan terjadi musibah lebih fatal

lari y?rng dapat mangaldbatkan timbulnya kerugian lebih besar laci
bagi Penggugat

T-aka ou<w* beralasan rv.nurut ':ukum Tu* tutor. Frovisional Penggugat-

radp. point 13 *J1 . < J  ratut untuk di kabulkan -

----------- 200 ir.;b:-*-. bahr.-a Tuj tut™n TArc.visli’C? r/“rrucat padia re st -

ke 3t oleh :lajclis di rjcr.p ¢ *at beriobibar, yrjg panti-S iTT *
Realitas menuruthukur. apabila Tergugat tidcik mclak-janal.ar. putusan -

ini di dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5*000.000,- ( Lira juta
rupdah ) per hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tor -

sebut diatas, meka gugatan Frovisionil Perggu~at dapat dikabulkan -
hanya untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, balwa biaya perkara akan diperhitungkan dan di —
putus dalam pokok perkara
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\ N Ekoopsi para Tergugat
;i DIAM EKSEPS|

UINTUKK TERGUGAT |t

---------- Venimbang, balwa Jawaban Tergugat | terdiri dari Eksepsi
dan Jawaban dalam Pokok Forkara., meka Majelis dcan mempertimbang

kan Eksepsi Tergugat | tersebut, sebagai berikut : --------e-eeeee -
[) . - Uahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan ter-
hadap Pelelangan harta miliknya, adapun posita gugatan -----
Penggugat terf-c-but dalajn perkara L?i pada dasarnya sama-----
dengan gugatan dalam Perkara T?0. 121/PUT.G/1557/PH. F |.

2 =- Bahra sebagaimana Fositanya halaman 7 toin p Perggugat

nenyebut barang-barang yang dcan di lelang oleh Tergugat |1
adalah harta miliknya den Pihak 111, namun Ponggucat tidak-

menyebutkan mana harta miliknya dan harta milik Pihak ko -
[

jj *r J&wa dalam hal barang milik Fihak ke I11, Pengcugat untuk

mengajukan gugati®¢A*atkan Kuasa dari-Pihak 111 -
selaku  Pemilik
Ad. 1.

: - - e »

Menimbang, bahwa Eksersi Tergugat | rada poin ko | tidak
beralasan menurut Wuum oleh karena itu harus ditolak karena —
obyek sengketa dalajn Perkara No. 12I/PUT.G/I597/r> ,pl. yang se -
karang masih proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkameh Agung H.l. —
obyeknya adalah asset-a-sset milik Penggugat yang hangus den —
musnah terbakar pada tanggal 13 September 1997 dibaweh status —
Penyitaan dan Pengawasan Tergurat |1, sedangkan obyek sengketa -
dalam perkara ini yakni Perkara fi#t. %7/FI)T.G/I959/rN.PL. obyek -
nya adalah assot-assot milik Pengguritt yang hangus dan nmuenah —
Terbakar p?da tanggal 23 Februari 1998 dan Pelelangan terhadap -

barang-barang milik pihak ketiga yang borada di lokasi IPKH —
Penggugat, yang tidak dijadikan jaminan, ramun ikut disita dan
di bawah Pengawasan Tergugat Il ; -

i Ad. 2 dn 3
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Ad. 2 dan 3 i

---------- Menimbang, bahwa Iksepsi Tergugat | ycng termuat pada -
ke 2 don ke 3 tidok bordasar menurut lukua, *leh karena itu harus -

lah di tolak, dengan portimbangan sobagai berikut t

— >

Sobab barang-batang miiik pihak ketiga yang berada dilokasi
Penggugat yang ikut disita dnx lolong »lek Torgugat 11, adalah. -
barong-Varong boirgorak dibawak kekunsoan Penggugat yang tentu —
nya karena ada hubungan Hakim antara Penggugat dengan Pihak

IPK3

Kotiga tersebut «leh karera itu no opok.cn barang-barang bergerak

dan nyata-nyata iibawah kekuasatn Penggugat ian tanggung Janab—

Penggugat, reka Penggugat dalaa bal bertindak iidepan Hukua--—--

tidnk peria aitnya surat kaaaa iari Pihak ketiga tersobut ;

Oleh karena itu Bksopsi Torgugat | pada p»in ko 2 ion
lab di nyatakah untuk di t*Ick
gntuk  TUGUGAT 11

3 korti»-

[
) r

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan

monpertimbangkan
Eksepsi dari Tergugat 1l

Meninsbang, bahwa Majelis terhadap lksepsi Tergugat H pada-
p#Int N0 H tentnng K*mp#tonsi Abs»lut torhadap keKenangan

Pengadilan Tata Usaha Wc"Cira tolah cenjadi kewajiban

M ajelis--——-
untuk menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal

yang pada V*k*knya : Mer*lak Eksepsi Tergugat Il

N*pember 1533* -

dan menyateku -
perkara ini dapat dilanjutkan pomeriksaannya

3. EKSEPSI CEGATAN TIDAK SAB

--------- Merintang, bahwa Kkeopsi Tergugat Il pada p«int ke 3 yang “

terdiri dari butir 1, 2 dan 3 tornyata saling borhubungan dan--—--

terkait yang pada prk*knya sobagai borikut : ------------eeeeees — - —

1, Bahwa gugatan Penggugat kurang senpuma karena Ponggugat tidak

noncantumkan secara Jelas, tompat kodudukon Sukun/alamat iari -
Penggugat / P.T. lradat Puri karena henya disebutkan di Pala -
tanpa di portegas dengan alamat yong Jolas/tegas ; -----------— —

2. Bahwa Per~fgugat tidak nonyobutkan Basar Hukum Pombori Kuasa, -

yaitu tidak monyobutkan Anggaran Dasar fiunah Tangga dari
P.T.HAI*? PIiRT,

sehingga gugatan dianggap kurang sempurna ; —
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"‘Bahwg, karor-a Penggucat tidak menyebutkan Dasar Hukum Por.beri
Kuasa /AD. ART. Pr.radot Puri dan tidak menyebutkan -alamat -

PT.IRADAT PURI secara, jolas/lengkup, meka gucctan harus di
ayatakan tidak dapat ditorima.

Ad. 3]

Menimbang, balwa Eksepsi Torgugat |1 pada Point ke 3 butir —

1, 2 dan 3 tidak beralasan menurut Mikum oleh karena itu haruslah -
ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Monimbang, balwa 1-i0.jolis Hakim sotelah meneliti dan menoermati

guchtan Penggugat ternyata torlampir adanya Surat Kuasa Khusns yang
mencantumkan Penggucat Prinsipalnya yaitu illlRA7ZAN [IOLINDO SONMOAI,

beralamat di Jalan Samarinda, flo. 13 di Jakarta Pusat, bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama PT.IRADAT PURI, berkedudukan Pusat -
di Palu yang anrgaran Tdasamya telah diumurkan dalam Berita Negara -

RI* tanggal 2 Oktober 1*75 No. 75 tambahan No. 555yo* Berita Negara
RI. tanggal 20ktober 1575, tambahan flo. 55i To. Akte - BAR P .T.

IRADAT TURI tanggal 5 Desember 1553 No. 52 Tang aslinya dibuat

dan ditar.da tangani di liadapan CEOFRAN EAlili, S.H. Notaris di Jakarta,
selanjutnya dikebut sebagai Pemberi Kuasa

dan Penerima Kuasa Khusus, abalah

1. 1. HARTONOF S»5' ADVOKAT/FENGACARA, S*. Menteri Kehakimen R .I.

No. A- 2O 33 ko. (M. 13. di Jalan Bangka |1 BI®K
No. 4 & 5 Pela Manpang Jakarta Sclatan : —

2. SAMUSL SAMD3N S, t

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 1555 Nomor

12025/1555» dihadapan CHURAN UU'Al, S.i. Notaris di Jakarta dan —
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pongadilan Negeri Palu tanggal
23 September 1555 N*. 173/SKAS55

t

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan balwa PT.
Iradat Puri berkedudukan Pusat di Palu, dongan menyebutkan istilah bei>
kedudukan  yang mengandung arti beralamat di Palu, dengan demikian — -

L P.T. IRABAT PURT
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P.T. I12U3A3V-PURI menunjuk alamat yang jelas, madah dimengerti
dan diketahui tnnyak orang sebab di Wilayah Palu Sulawesi

sudah banyak orang yang mengetahui, bahwa satu-satunya
P.T. IRADAT PURI adalah hanya P.T. IRADAT PURI

sebagaimana
yang toroantum dalam Gugatan Penggugat,

tidak ada yang lain
dengan demikian, maka Eksepsi Tergugat Il pada point ke 3 butir

tidak beralasan menurut Rukum,
haruslah di t®]lal;

1, 2 dan 3» oleh karena itu

Tengah

A. EKSEPSI PERSONA STUNJI NON TUPICIO

———————————— Monimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Il

It 2, 3 dan i. merupakan satu kesatuan

koknya Eksepsinya efcbagai berikat t

*

pada point ke A butir —

lahwa Pengguerat telan keliru dalam gugatannya yaitu langsung di
tujukan kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Flutang Negara tanpa

nenoanturrkon Pemerintah/Negara Republik

Indonesia Cc. Doparterr.en
Keuangan R.lI. Cqg. Kepala 3TJPUS Fusat Cq. Kepala Kantor 7711ayah

VIIl BUFLN Ujung
Ad. A --

Iwirdang ;

———————————— V.cninbang, bp.hwa Eksepsi Tergugat Il pada Foint ke i butir

1, 2, 3 dan A tidak beralasan menurut hukum,

oleh karena itu
hnoruslah di tolak,

dengan pertimbangan sebagai berikut

----------- Menimbang, br**wa menccrai Eksepsi

i.ii, Majelis berpetda™at» —
bahwa pencantuman Kentor Pelayanan Pengurusan Piutang »Agara Cabang

Palu, adalah sudah benar sobab su-iah jelas dan tepat, terlebih—

lagi Penggugat juga nudah mencantumkan alamak Krntor Fel-ayonan —— —
Pengurusan Fiutang Nesara TJabang Palu secara jelas dan lengkap ; ——
————— Vienimbang, bah’ra dengan hanya mer.oanturicnn Kentor Felayoncn

Pengurusan Piutang Necora di

Palu, menurut Majelis sudah benar ———
sebab KP3N dapat bertindak

dan molakuken perbuatan Kukum sor*diri
didalrun maupun diluar Pcncadil.on tanpa mendapat
wewenang dari

Kuasa atau Polirapahan

Kepala Kantor T7Tilayah VIII
Ujung Pandang atau Pemerintah/N ogara R.I.

atasannya seperti BUPI—ii

sebait KF32J. Cabang Pala—

adalah merupakan
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adalah merupakan Konon.jangan Tangan Kantor Fusat Departemen

Keuarrjan, oleh karena itu adalah sah apabila gugatan di tu -

jakan langsung kepada KP3* Cabang Falu

---------- Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut diatas, tidak bor -

alasan menurut Hakim, oloh karona itu haruolah di nyatakan -
di Tolak ; -

5. EKSEPSI NSBIS IK I[3EK ;

------------ Kcninbars, bahwa Skr.oFsi Torgugat Il, rada Point k© 5 -

butir 1, 2 yang reda pokoknya, sebagai berikut : ------e-eeeeeeee

— Bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna, oleh karona itu
tidak dapat diterina, karena gugatan Penggugat ini 8ara per-
sia dengan gugatan Fcr.ggugat terdahulu yakri Ko. I*"l/FUT.G/

I557/n».Fl. Jo. (SAKT*C/195*AT.Palu yrr.g sar.t ini, -

pemeriksaanrya dalam Tingkat Kasasi ; —-

------------ Menimbang, bahwa Ikaopsl Torgugat |l pada Foint ke 5 bu-
tir--1,2 tidak beralasan morurut Hukum, oleh karoca itu ha
mslah di Tolak Ringan pertimbangan sobagai borikut t ------------

_Menir,barg, bah*a mengenai Eksopai ini «ajolis berpendapat

bahwa yang diartikan gugatan KSBI3 TR I£ETt ialah suatu gugatan
yang pernah diterima, direriksa dan diputuskan oleh Kakim/n'ajolis
ditnona Subyek Hukum maupun Obyok Perkara dalam gugatan tersebut —

adalah sama porsi3, sohingga perkara/gugatan yeng audah di putus
tidak dapatdi ajukan/di gugat untuk ke 2 (‘iua) kalinya ; — -
------- — Moriimbang, bahwa sotolah Majelis Hakim mon«ormati g-ugatan -
Penggugat i»®. 67/POLkS2il393/rw .Pi* dan gugatan ke» 121/FIT.C/1P5,7
/FN.Fl». ternyata Subyok Hukumnya adaiab sama yaitu Penggugat ada-
lah PT.IRABAT PURI ¢i Palu, Tergugat | adalah FT.BAKK M  BATA
Cabang Fp.u di Palu dan Tergucat || adalah Kepala Kantor Palaycnan
Pengurusan PiutanR Hflgara ( KP3: ) Cabanir Palu di Palu, —difan-

akan tetapi ebyek perkaranya berbada yaita untuk Perkara t —

/NoO. 121/PHT.G/1357 . . . .
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Perkara fl». 121/PS3.fi/ 1557/ ,pi «byek perkaranya adalah per -
buatan melawan hukum yang dilakukan .leh Tergugat | dan Ter-
gugat Il karena kelalaiannya pada tanggal 13 September 1})7 -
terjadi Kebakaran yong memusnahkan seluruh Pabrik: Sawnil | -
dan gudang seluas karang lebih 5000 M2 beserta seluruh St*ok -
kayu Ibeny dan kayu lunak yang siap di lkaper yang menimbulkan
kerugian meterai bagi Penggugat sebesar VSE. 8.500.000,- --—---
( »olapan juta li-na ratus ribu D*liar Amerika Serikat ) 5
Sedangkan ebyek Fjr.<ara ini yakni Perkara fle. fc7/PDT.C/IS5VFn =
- byeknya adalah mengenai perbuatan melanan Hikum yang di
lakukan Tergugat | dan Tergugat |l telah melakukan Pelelang-
terhadap Asset m<lik Pihak Ketiga yang berada di lekasi — —
Penggugat ; [ gen deaikian meka Bcsepsi Tergugat 11 pada Point

5 utir 1, 2 tidak beralasan menurut Hukum eleh karena itu
harus dinyatakan di Telak

W* jysgp.si OJsgm _ilrain OYICIT f

eninb™X\] kauma Eksepsi Tergugat |1 pada Peint ke 6 butir
1, 2 dan 3 pa™a pekeknya sebagai berikat :

gugatan Penggugat tidak menyebutkan dongan jolas ebyek -
gugatannya, sohingga gugati tlcWc gaspumo., kabur ; --------m--mm- —
Monimbang, balwa Kksopsi Tergugat -H pada peint ko = butir
1» 2 dan 3 tidak boralasan nonurut hukua, eleh karena itu harus —
l«Ji _di T*lak dengof pertimbangan sebagai berikut -------------- ---eeou-
Mo iabong, bahwa sotolah Jiijolis monoliti dan menoermati -
gugatan Ponggugafc ternyata ebyek gugatan Penggugat adalah jolas
yakni perbuatan molawan Hkum yang dilakukan eleh Tergugat | dan-
Tor*ugat *1 nolcikukon lelang atas barang milik pihak ketiga yang
bjkan barang jaminan Hutang Ponggugat sobagaimana di uraikan dan
dijelaskan pada hala?nn 7 dan hilaaan 8 butir ko 30, dongan -
domikian, naka Bcaepai Tergugat || pada peint ko i butir 1, -

2 dan 3 tidak boralasan menurut Hiicum* eloh karena ita ---——--
haruslah di Jelai; *

I .7. HCSEPSI.............. 0
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7 MEK-SEPS:I"GUGATAN KUIANG PNT1K

————————— iicnimbang, bahwa Eksepsi Torgugat Il pada point ke 7

butir 1» 2, 3 dan 4 pada pokoknya sebagai berikat : ----
Jahwa gugatan Penggugat Kurang sempuma den harus dinyatakan
tidak daPat di terima karena masih ada pihak-pihak yang --—-

belum digugat /akni |
1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati | Sulteng (KADIS2UT).

2 + Pemenang Lolong ( Sdr.FOLTAK SIM30LCN ) ; ------m-m-m-m-m-mmm-

3. Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palu bertindak sebagai

Pen.iual Lolong ; -
|. Pihak luruh FT.IXADAT PURI ( Sdri. RITAWATI dkk/255
orang dan Sdr. IMUSLIM KUSDARTCNO dkk/ 7 ernng ; —
————————— Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Il pada point ke 7 -
butir 1, 2, i, dan 4 tidak beralasan mer.urut Eukum oleh —

karena itu Eksepsi tersebut haruslah di Tolok dengan pertim -

bangar. sebagai berikut :
————————— Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat Il pada point

ke - N Majelis berpendapat bahwa berdasarkan gao-ton Penggugat

cICIIIfl hiil 4 butir ke 14 telah diuraikan
secara Jelas alc.ei-"ilaaon TcfiggMfrV JTAMSKET DATI | -
SULTI"G tidak diniasukkan sebadai Pihak dolcia perkara ini -----—--

aebab tela.h ditarik .atau din8sulekan sebadai Pihak dalam -

Perkara gugatan Perdata tcrcendiri dan telah didaftarkan di -
Pencadllan Negeri Kias | PoJu dibawah No. JI/FUT.0/1997~" »PL -
dan Perkara. Fordata di .bawah Register No. 92AUT*rAS97 »FL .
---------- Menimbang, bahwa Pemenan/r Lelang Sdr. FOLTAK SIMBOLCN

Pcvnittca Kepala Pongadilor. Negeri Palu sebagai Penjual Lelang -
dan Pihak-Pihak Boruh PT. IRADAT FURI , yakni Sdr. RITAWATI dkk.
dan Sdr. Ir* MUSLIM KUSDARTONO dkk t tidok perlu di gugat ber--

sama-sama dengan Tergugat | dan Tergugat Il karena dianggap --—--

tidak ada hubuncan denoran perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh para Tergugat ; -
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—Menimbang, balwa masih ada pihak- lain yang harus di —
masukkan/ditarik aebagai pihak dalam perkara ini menurut pare.
Tergurat , hal ini adalah menjadi Eak dari Penggugat untuk---

menentukan bagi siapa-siapa harus ditjorik atau dimasukkan

sebagai pihak daiamperkara in i.
2al ini berdasarkan Turisprudonsi Mahkamah A%ung 5.1. No. 35 K/
Si?/I571
—eeeeeeen Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas
Eksepsi Tergugat Il pada Point 7 butir 1, 2 3 dan k tidak

beralasan menurut Hukum oleh karena itu h”rus di nyatakan —-------
di Telak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraiar tersebut diatas

terhadap semua Eksepsi Tergugat |1 Majelis berpendapat, baliwa -
guertan Pen’gucrut sudah benar, jelas dan lengkap meka gugatan -
Penggugat dalam perkara ini talah di ajukan ke Pengadilan Regeri

Kias | Palu, di anggap sudah benar, sebab perkara ini sudah
jelas dan ny?ta - nyata menjadi Kewenangan Fengadilan flogeri
Kias | Palu untui. ueP.erjta fen nsngadili bukan menjadi kewo—
nongan dari Pcr.gaillan Tata usaha Negara H ttarrio oleh karena -
itu securr, Sksersi Tergu”it 11 tilak beralasan rr.crurut Hium -,

oleh karena itu harus *i nyatakan ¢i Tolak ;  ------mmmmmemmmmmeee
---------- Monimbang, balwa gugatan Penggucat selain nenocantumkan
gugatan ¢alam Provisi, juga tolah nmeneanturken gugatan ialam -

pokok perkara, ;

---------- Menimbang, -bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbang
kan gugatan ¢alam pokok perkara
3 AAV POKOK PESKARA t

----------- Menimbang, balwa ntaksui gugatan Penggugat aialah sebagal

mama tersebut ¢i atas ; — - _
----------- Monirrbang, balwa Majelis lakim setelah meneliti dan men
cermati gugatan Peragu/pt meka ia lil-ia lil yang harus iibukti -

kan oleh Penggugat, sobagai berikut
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///'/C)* Apakah sebagai Pemegang KPH. Penggugat telah mendapat fasi-
litas Kredit dari Tergugat | ?

2) . Apakah seUbnya terjadi Kredit Macet dan bcurainana upaya -

Fenggucat untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat |

3). Apakah benar Tergugat | telah menyerahkan Urusan Piutangnya
ke~ada Tergugat |1 ? ;

I. Apakah benar barnng-barang atau assot Penggucat yang dijadi-
kan jaminan terhadap hutang-hutangnya yang berada ii lolcasi-
IFKH Iradat Puri dibawah status Penyitaan dan Pengawasan
Tergugat Il . Telah terjadi Kebakaran karena kelalaian —

Tergurat | dn Tergugat |1 telah melakukan pelelangan
terhadap barang-barang/assot PihaV: Ketica yang tidak di ja -

dkan'Jaminan torhc.dap i utang Penggugat, sehingga Fcncgugat -

menderita kerugian ?

5 Ap?kah beralasan untuk menjamin kerugian atau ganti rugi ke-

pada Penggugat karena Perbuatan Kel?.«anBuvm oleh Tergu

gat | den Torgunrat |1, dapat dilakukan Penyitaan (C5 )
terhadap barang-barang/asset milik Terguo.t | dsn Tergu
gat Il

?

kan point ke - 1 yang paii pokoknya scNwga feoi'lfcut
- Apakah sebagai Pemegang oP3Penggugat tclr\h racnd?.pat

fasilitas Kredit dari Tergugat | ? — -
----------- Menimbang, balwa untuk menjawab dalil point ke 1 tersebut,
penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yaitu bukti P. 1 -
z/1 P« 1® sedangkan yeng Relevan / berhubungan dencan point
ke | ini antara lain bukti P. 1, P. 2 P, 3 P. 4 i?>* P« 6 |
----------- Monimbang, balwa dari bukti bukti tersebut dapat ditarik -

kesimpulan, bahwa ternyata benar Fenggugat telah melakukan poiv-
janjian Kreiit atau Hutang Piutang dongan Tergugat | ( Mi ) ——

[ ¢imam
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i imam Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat | ( B.B.D. )
sebagai Kreditur ; Bahwa hal ini tolah ¢iakui soniiri oleh
Pcnggugat yang teroantum ;alam gugatannya pada Hal. | point
ko 2 ; Bawa nenurut Hikum Penata Por.gakurji adalah sebago.i
bukti yyna sah ion serrpuma ;

Dongan ¢omikian hubungan Hutang Piutons/Forjanjian "7 it-
ontara Penggugat ( Debitur ).¢encon Tergugat | ( Krcgitu® ) -

benar telah terjadi, Hal ini merupakan fakta Hkumyarg ¢ i---
anggap sebagai bukti yang sah

l'oninbong, bahwa selanjutnya M-jolis okaii mempertimbangkan -

lil gucatan pcda point ke - 2 yang paia pokeknya sebagai berikut :
Apakah sobatnya terjadi Kredit Jacct ¢an bo™ainiora upaya Fer.ffgu -
sal untuk mcnyelosaikon hutar.grya. kepada Torgugat | ?

Weninh-ari®, baht-a scvab-sebab terjadinya Kredit T .cot sesuai -

lasan-alasan Penggugat ar.tara lain sobacoi berikut

») f Karena "Hanya pcrubahan Feraturar» Pemerintah ¢g gar- terbitnya
SK. tori Ksuvsar n . \13</Rr.C13A;?; 10 CUtobor
1??? Tcrtarg r-igcnaar. Pajak Skswr yanj ra<€\, tinggi atas -
kayu Gcerga-jian/Sariitimber, hingga tidak rungkin -sarat ii 0"s-

p*r/dijual oleh Penggugat ( lalaman 2 point ko. 5) ialan« dalil
gugatannya

Memimbang, bahwa menurut Majali* SK. Menteri Keuorgan N*

nor : 11"U/KMK. 01 tanggal 10 Ck+ober 1?7*5 adalah bcrsiTat-
Urum artinya tidak hanya berlaku atau ¢itujukan hanya torhadap

Porusahaan Ponggu.rat saja, akan totapi socara umm berlaku terha -
¢ap Perusahaan-perusahaan lain yang bergerak / Sovrmil yang mempro i
¢uksi kayu gergajian yang berkwalitas eksport atau Tujuan untuk —
¢ ekspor

Monimhanrc, bahwa pengenaan Pajak Ekspor Hasilnya merupakan
Pemasakan untuk Kas Negara ¢alam bidang Fiskal/Pajak yang kegunaan

nya untuk biaya Pembangunan Nasional atau untuk kepentingan Kemek -
muron ilnkyat gohingga peraturan terse”'t dio.tur ; Ejrua di taiiti
atau dilaksanakan oloh Perusahaan sohubungan dongan peraturan tor -
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sehubungan « 1 o i peraturan tersebut, tcrrrr.uk Perusahaan
renggugat yaita 1T. ITIADAT HTRI di Palu

Menimbang, behT-a alasan Penggugat diatas menurut v.n/e-

lis tidak tcpat di jadikan alasan seberai penyebab kemacetan -
Usaha Penggugat tersebut :

b.) * Bahwa alasar» ?ain menurut Penggugat macetnya kredit —
Penggugat antara.lain disebabkan karcra atas dasar tin -
dakan KADIBHT7T DATI | SULTAG paia April 155 telah
melakukan penyegelan atas stock kryu terutama kayu
Ebony milik Penggugat, ¢encan tuduhan ¢i lokasi IFKX
Penggugat terdapat kayu ILEGAL, tanpa bakti yanc nyata -
dan tanpa dasar Hkum mereka melakukan penyecelan ter-
hadap seluruh stock kayu Terutama ion khususnya kayu

Eitan ( Fbony ) milik Penggucat ( hal. 3 Point, ke 12 )
dalil guratan Penggugat ;

----------- Menimbang, bahr/a Majelis terhadap alasan tersebut, tidak

akan dipert 5rbergkan karena sudah mesuk Kewenangan Peréata

yang menerima, memeriksa dar. nengaiili perkara Format Nomor

®1AOT.GA?57/TIv.Fl.. dan Ferkara Per-iata Kc. ;2/rur:0/1??7/FN.
FL, sohuburgar- dengan kasus penyegelan tersebut ;

............ Monimharr, n “>-t dalar. situasi serba, sulit

y Mc menimpa Ferusaharvrmryrv/ Scin-.il ?crggai™.\> rs. -

ternyata Fencgugat ras.ih berupaya untuk nvmgrarcsur atau aembcyar
l‘'utar.grya , yaitu sebagai berikut L

- Fndda bulan fizpomber/Besembor tahun 1554 telah mengani -

sur hutangnya sejumlah Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus —
juta rupiah ) ;

- Pada bulan Pebruari/?aret tah'n 1555 telah membayar-------

angsuran sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus ju ta
Rupiah ) bukti F.

Menimbang, balwa Penggugat telah mengarg.ur Kutangnya ter-
sebut dipandanc sebagai T)cbitur yang masih beriktikad baik

L Menimbang,
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, b\hma Penggugat rrasih sanggup nenunjukkan Upoyo.

5 untuk rr.ei>gaigsur Hutan«-Uutangrya meskipun adanya berbagai hgn -
batan borapa - parcrcnaan Prook Ekspor yang sar.gat tinggi dan han-
batan dari KADISHUT fTUTSHG tiiak moroluarkan SAKO ,  schincsa

Penggugat terhalang untuk mengangkut kayu yanf akan di.iual atau -
Ai  ck3por, padahal

Kontrak Jual leli kayu LC dan Kontrak kayu
tersebut, telah ii

diserahkan kepada Tergugat T ( buiti P. 5)

i'cnir.bcr.g, bawa selanjutnya Penggugat tetap berusaha--—-
keras nercari dana untuk membeli mosin-mesin ileproeoRsinit agar

dapat memproses ctick kayu gergajian menjaii kayu olahan dan

mendapat bontuan peralatan dari Loasinr Compony ( yar.tr tidak ikut

dijaminkan terhadap hutanc Fencgugat) acar. tetapi barang-borang -

tersebut disita don sebagian ii lelanc oleh Tergugat Il ; -

Menimbang, ocohwa usaha rcngga™o.t tersebut diatas dipandang
sebagai fakta Hkum atau buti yang sah

Ad¢ 3 : ~

Menimbang, bohva Hojclis akan nempertimbangkan dalil susotan —
Pencrgugat pada point len 3 yans pada pokolenya sebagai berikut :
Apakah benar Tcrgudt |

telah menyerahkan Urusa" Piutang kepa-
fov Torsu™t I ?

*m

Menimbang, bahwa berl?.S*"kST bukti surat yang iia.iukon oleh -
Fenegugat yaitu bukti P» 4 raupun bukti

surat vanR Aiajukan oleh
Tergugat | yaitu bukti T. I * dn T. I.

7 da. bukti - surat
surat yan« diajukan oleh Tergugat Il yaitu buiti T

T. 11 - 2
sana lain

S- 1 éan
; Ternyata dari bukti-bukti sura* tersebut Aiatas satu -

borsesuaian dan berhubuncran, sehingga dapat ditarik suatu
kosimpulan boliva Tergucat | terbukti

m*Utong Piutangnya kooaia Torprugot |1
1791 ( bukti T.l - » dan T. Il -

Telah menyerahkan Uruson —
yaitu pada tanggal 12 Maret -

1 ) paiahal Penggugat masih
sanggup untul: mengangsur Hutarcnya ( bukti P. ) ;

L Ad. 4
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---------- Moninbang, balwa solanjutnya Kojclis akan mcmrcrticibon”™-

kan point kn - J yorg pada pokoknya sebadai borikut : -
Apakah benar barang-barang ” atau asset Penggugat yanc. di-
jadikan jaminan terhadap Hutangnya yont. berada il lokasi -
IFKS PT. IBADAT PURI dibaweh status penyitaan dan -----
Pengawasan Tergugat Tl tolah terjadi Kebakaran, karena. -
Kelalaian Tergugat. | dan Tergugat |1 /perbuatan melawan
Rukun ) dan telah melakukan Pelelangan terhadap baranc —
baronc: / asset Pihak ketisa yonc tid?.k dijadikan jaminan
terhadap Hutans-hutang Penggugat, sehingga Pcrggucat men-

---------- Ken'r.barc, beh/a setelah Tergugat Il r.onerinc. penyerahan
Urusan Fiutv.g do* Tergugat | ( Dukti F. i, T.|- = T.l -7

darbukti 7. I -1 T. TI- 2) do eloh is sudah —

di pertirborgkori rada point ko - 3 teriyata terbukti den reru -
pakan fakta hukir. ; - -

---------- iion?.rbarg. bahwa penyerahan Ururor Piuta/s dari Terrugr.t |

kepada Tergugat |1, _yang renurut Torgugat "I» ?dikategorikan iiieet,
meka berdasarkan ketentuan dalam UJ No» 4* ?RP/I0 ada kow?.jiban
bagi Tersrugat | untuk nernyerahkan Kredit atau “rusan Piutang

Ne~ara kepada Tergugat Il 3cbosar R?. 1».15S»V5.578--------m---
( aam bolas milyard seratus lima puluh delapnn juta tica ratus -
empat puluh delapan lira ratus tujuh puluh delapan rupiah ) ; -

—_MolUmte/jg, balma atas penyerahan Urusan Fiutang Negara,
kemudian Tergugat |1 telah mengaribil Tin~A'ari-tirdakan sebagai
berikKut i e e
a) . Mengirim sura.t kepada Tergugat | yavic isinya perihal
Penerimaan Pengurusan Piutan~ Negara atas njm @ --------------
P.T. IRADAT PURI (T. Il - 2)

b) = Melakukan Pemanggilan lewat surat torggal 2*3??4 kepada
Penggugat dalam rangka penyelesaian Fiutanc Negara (T.lI-3) *

/ 0). Melakukan
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«) = Melakukan poringatan panggilan tanggal 2 Juli 155* kepada
penanggung jawab Eutan™ yakni PT.IRADAT PURI ( T.U - 5)

atau Penggugat ;
d) « Membuat Berita Tanya Jawab Tanggal 14 April 1?24 antara -
Kepala Sub hieksi Perbankan KPR Palu dengan Penanggung
Hutanc yaitu MISRAWAN, H,S./Mrektur Utara PT.IRADAT PURI
(T. 11 -4 ) ;
f) e tfer.buot Keputusan Ketua PUPN Cabang Falu ?>0. FUPR-240 / —

FFFRC/7111.14/15%4 targgal 20 Oktobnr - 1554 tentang

Penetapan Jumlah Piutang Kogara atas nara FT.I*ADAT PURI —
( T. 11 - k) ;
Tang intinya Juriah Piutanc Nogaro .V-nc harus di lunasi —
cleh PT. ITALAT TURI adalah sebesar Rp. 1*.158*343.575,—-

ditambah 10 ' biaya administrasi HIHJ dari jumlah -
Pintar.® v.pgora yang harus Ailunasi/disclcraikan kepada--—--

Per.arggunc ’iut-jic

f). Sarat Faksa Ko. SF. 3*4/2»)2«C/VI11.14/ITu yenir isinya —
mcr.erintr.nkex: Sdr. M3PAZAN H. S./Dircktur/TT.IRADAT FURT -
untuk sesrcia membayar Kutangiya kepada "ocar- Cqe FT.BAKK
DATA ( PISSERO ) Cabang Falu sejumlah : -----eseeeeeeee-

Rp. 1?2.774*1*4*43*»ditetapkan tanggal 21 Cktcbcr 1754

(T 010 - 7))

r). Surit Ferintah Penyitac.r fa. ST?. 101/TUFrC/VTILIi/I??»,
tanggal 5 Agustus 157k ; - ———————————______
Torh?.da? barong-barang milik Tenanggung Tiutarg antr.ra
lain sobagai borikut : - - ——————— -

I) = Sebuah Pabrik Pengolahan Kayu terletak 41 desa
Tondo, Kecacatan Falu Timur Kabupaten Don”/pla-——-

terdiri dari
- TClnah seluas £ 1$.290 M. borikut bangun?.n---—---

Kantor, bangunan Industri porkayuan, Perumahan —

Karyawan, BaiKMairaana tersebut dalam STKB. —
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SIfGl. No. 2/Tondo tanggal 23 Agustus - 1?*« ari» FT.IBADAT
PURI ;

Mesin-mesin peralatan pabrik dan alat-alat berat sorta Ken -
deraan niilik FT.IRADAT FUrtl yang terletak di lokasi Ton¢o;

- Stock Kayu E>ny serta jenis kayu lainnya yar.g terletak di-
lola>i Fabrik FT.InADAT FUHI dan yang berada "i lo«: dar»__
yarfi mrih berada di hutan ;

- SahamSaham -tas flama MMERAVAN MS. nebanyak 1.372 lembar*
dongan nilai ??. 3-430.000.000

2. Sebidaic tanah meluas + 102 22 berikut bangunan yan$ berdiri
dittasnya terletak di Jalan S-lavrosi i;0. 42/44 Desa

Pattonoang Kabupaten "ajo Kodya Ujung Fcr.dar.sr, sesuai SHIi.
*?%0. 1233/Pattoncang atas nara MERA7TAR H.S.( bukti T. Ill-»*

H. Dibuat Berita Aca™a For.yitacr. *%0 'SP - k2/i77"»0?/KP.02/13%, _
tr-rS~al 13 Agustus 1?®» terhadap barar* jaminan den harta keka -

yaan niilik Pcnancung lutang/Fonjcurdr. Butanc yaitu FT. [7L\DWP
FUHI

Uahrra Penyit.VJ- avi rl~<Jar. oleh DA'IEL FDLaK.O-TA, 3.H. selaku
Jurusit.a yars* di'nekat berdasarkan Surat Keputusan r.Tentcri Kc -
uan™Mt |.L 7€, O5/FiluT>1A9?2, trarral 2 ropamber -

1?52 ( Ttaleti. T. tt - y <iji T. ¥i i ->0—

T.). Surat Ferjj-.t:h Fen'ualcr 7arang Sitaan flo. sFT.B5 - I4*/PUFxC)
VII-14A?7?» tanggal 0? September 172> ( T. Il - 11) ;

J). Pergumunan l.elorg Barong bercorak flo» FENGIOA/TI®.05/KP.02/1?°7
I 5salah satu Koran Terbitan Palu " Mercusuar " taiggal * Dcson-
ber 1297

tfoniinbong, balwa berdasarkan Fcnyerahan Urukan Piutang dari -
Tcrgu-at | kepada Tersudat IT ( bukti F.4, T.0-*, T.l. - 7 dn —

bukti T. Il - 1, T. Il - 2) tertangn®™ 12 Maret 17?4, maka Tergu -
cat Il telah melakukan langkah langkah atau tindakan-tindakan terse-

but Aiata« antara lain telah molakokan Pc&yitaan terhadap barang

barai'c jaminan baik barang berderak meupun tidak berderak milUa -
Per.gcugat /bararsr yan™ dikuasai oleh Penggugat, berdasarkan lerita -
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Y 1J h

\
N\
X Tl
~ ‘fcerita. Aca.n Fenyitaan Wo* BAT-1/Y772N d0*/KP.02/1?9¢, pp.da

vV
\

hari ool?.ca, tanggal 13 Agustus !??e pukul 11.33 vYitc. olah
vit"IL FSLiram, ?.H. selaku JurusUa KPN ( bukti T.IT-3
dn T. Il - 5) ;
---------- Menimbang, bahrra tata, cara ata.u prosglure yarg benar------

nonurut Hukua lGoi'gcnai Berita Acara Fenyitaar. adalah harus ne -
muat Rincian hal-hal yang harus dicatat, antara lain pencatatan

ten tans Pnnagasaa Fenjagaan Turidis br.ranc-b~rr~ yang dinita ;

Biasanya rada barian teralchir Berita Acara Penyitaan ¢ir:--,tun -
kan kalisat yar~, borisi Por.egasan Fenycrahan Fcxnagam kepada.
Pihak Tersita, bahma Pcncgasan yang demikian r.erupakan syarat -

fermai  hak perJagaan ;
---------- Menimbang, ka2 berdasarkan ketentuan tersebut diata.s,

soharu3lya Fihak KPIN sebolur. melakukan Fenyitaar harus terie -
bih dahulu memberitahukan keraia revsaurat. Tar tanc kari ian
tangral akan dilaksarakan Fenyitaan terhadap barong-barang-----

Pengaugat yang telah di jaminkan, dongan docikior diharapkan
Penggugat sebagai Pihak Tersita, bis-, hadir untuk r.rnvaksik an -

barang-barangrv \ yon:* rkan disita, Hal ini untuk ron“hindari —
IcesnJ.ohan yang loftVh bart g - hrrarg yang akan

disita. soruarya rrdlik Penggugat atau sobrarian ralik 6" lain
atau setidak-tidaknya untuk menghirdari fcosalaban yang lobih -
Fatal ;

Menimbang, bahwe. barang-barang yang disita, seharusnya -
dititipkan tetap dikuasai oleh Tersita ‘ntuk tetap di pakal
atau dinikmati dengan ketentuan dilarang untuk dipinda.h tangan -
kan, kepada orang lain, kocue.li terhadap barang-barang yang-—---
habis ‘ dalam penakalan ;

----------- Menimbang, balma Tujuan Penyitaan adalah untuk menempatkan
secara paksa, harta kekayaan Torsita sebidai jaminan yang na.nti -

nya akan diperhitungkan dongan Hutnng-hutangnya setelah dilaksa -
nakan lelang . Hasil lelang akan dibayarkan atau disetorkan kepada

Kreditur, kalau ana sisa kembali kepada Tersita ( Debitur) ; _

L - Menimbang, balwa . . . .
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ilerirbarr, bahwa setelah Majelis ir.crnrclcce.ri dan mencer -

nr.ti secara seksama terhadap T?crita. Acara Penyitaan ( bukti
TIl - 5) tertanggal 13 Agustus 19%® ternyata barong - b>
ran« yang disita dititipkan kepada Kepala Kelurahan Tondo, Koc?/-
natan Palu, yang kenyataannya tolah dijaga atau dititipkan oleh
orang luar/ piheve kotiga yaltueks Karyawan Pengsro'yat ::------- —

Menimbang, bea’7a bordasarkan uraian tersebut diatac* tei?—
nyata Tercru-at 'll tolah melakukan kelalaian yare’ soharusr*va ia —

lam penyitaan t.orsobut harus diberitahukan kepada Tersita dan —

barang-barang harus dititipkan dan aijasa oleh Tersita 3obagai -

Pemilik barang yang sangat berkepentingan tor;2da? baran~ba -
reng tersebut

v*erirbarg, b?ha dengar dititipkan: ya kepada. ?ihak ketiga
yaitu Eks Karyawan Poncrgu™at yanc sudah di F1K, tindakan in i

manurut  Majelis merupakan tindakan yang san-at aeroboh, kurang'
hati-hari drji tidak bertanggung jawab sccora prosedurc maupun -
mcr.urut Eukura. Sal ir.i terbukti kurcnsjya perha.tiar pencawasan
terhadap barang-barang yarr, disita, akhirnya terjadi kebakar.vi
berturut-turut pada tanggal 13 Scrt.crbor 1T5? ~n kebakaran -

ke 11 <3 Pobruari 197* yra-$ r.crhanguskan -

d-T. rseaucnihkor ba.ron”-ba.rjirwj./assot A\,

Menir.bcng, bahwa karena kelalaian atau kecor>bnhnn Ter-
gugat |l pada saot melakukan penyitaan tanpa dihadiri oloh —
Tersita, sebinasa terjadi kesalahan Penyitaan den Pelelangan -
terhadap barang-barang rr.lik pihak kotiga yang berada dilokasi
IPKfl Pcnggucat yang ikut diaita dan di lelang, padahal tidak -

menjadi jam>nan atau agunan kredit Ponagugat terhadap Tergu -
gat | vyaitu jebagai borikut

Nama alat barat

/[ Voma
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Lyjjc:.

liarsa - . 20.000,-
2. 1 Locr-inr: truck CBli 220 Roi ?.ult liarra - . 125.000-
3. 1 Vhool Loader ICoir.atsu 170 hart?7a i-. 150.000-
4. 2 3uldozor KoT.tsa © * - 55 - harca 270.000 -
5. 1 Bulldozer Cattorpiller ] K harga — . 270.000;-

%. 1 Losxing Truck Itvreodcs 2%24
7. 1 LofHsinOr Truck ‘Nissan TZ 9

icirc;a 7-. 1*0.000,

barca 115.000,-
?. 1 7'hoel Loader Chanelira: 4M 50 harga 73.000 -
® 1 Burp Truck Nissan ID 3 horga 30.000 -
10. Bulldozer nerk Kerr.tsu 3 SO A12 harga 135.000 -
11. 1 bulldozer reik licratsu D 3 - 13 hr.rc. 143.520 -
12 « 1 Le/s~i - Truck Tiro \T, 14Q:43 115.000 -
13. 1 Truck Wissrj: TZ 50 harr~ 12D 0001-
ii. 1 Truck *arcedes 2*24 harra loO oool-
15» 2 Tr'-ilor Shasis "arcedcz . .- 70.000 -
1». 4 Le~~*E Truck mrk Airss® T Z 80 * parra 4*0.000.-
1~. 5 Durp Truck auto car 1*13 bar-a 450'030’_
2'. J Lo~cLrr. Truck *erault e« u- 250 b= e 135'000’-
1® 2 |c-7irg Truck rcrk florccaes 224 xirer. 320'.000’,-
? Log.-ir¢ Truck r.erk Nissan TZ 50
21 .1 Lcggir.r; Truck Tir-o G HO Rgﬁﬁg ﬁ%.gg%-_
22. 1 Loggir- Truck rerk "Beril etRenault |
IH 0*0* harca 135.030,-
23* « "heel Leader ?lat Alls harsra 145.339’
370.000,-
2/. 1 Durp Truck ~erk lIsuzu har-c. «3.030-
25. 1 Dump Track rr.crk Kor.atcu aryta 000..
2». 3 Lo~~in™ Truck lliro WG 1*0 Barga 3321%%08(’)_-
27« 1 Lo.cirg Truck TSrrliot : 000
23. | Logins TruckHerb Wareodez 2»2i ?gmrs'g 1*35'000’-
2*. 1 Puldozer Cattorpillar 7 3 4 harga %70(5%0&’)_
30« 1 l.o/jiric Truck, tnork Renault hors; 135'300’:
31. 1Llog-ir¢ Truck Renault » BT 8 harta | 35.000.
3 2. 3Loggirc Truck llino D 140 h-rg? 33155 OOO’-
33. 1 Jo™siiK Truck Hino D 140 \G hara 105.000-
34. 1 Durp Truck Merk Nissan TZ 50 harga 120.000 i
5 Total nilai pemichor. t ®»21'320’_
Total nilai har3o alat-alnt borat _ 20 @ $ 1.324.3%4. -

L 1. 2 Truck
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Ad# & ; Menimbang, bahr/a selanjutnya M ajelis akan memportia -
barglcar point ko 5 vyanij rai-"*. pokoknya sebadai berikut
- Apakah beralahan, urtuk rnorjamin kerugian kepada Por™'ai™at

karena perbuatan melawan TlTuktun oleh Ti—-rsu™at T dan Ter~u -—

$at I, dar-at dilakukan Penyitaan ( C."2 ) terhadap ----—--

barrXK“bararz / assot-asset milik Ter~u”at | dar. Tergugat 112

?2Toninbar./s, banwa Tergurat | ( EBD ) abalah Bark v
milik Nogara bo.”itu pula Tergugat Il ( KP3* ) adalah Kartor ??ilik -
Meni —ban.?:, bah’va karona Tor~u”~t I ( 3D ) dan Tor?u.—at Il -

( KP3 ) seir.ua —assotrya adalah rr.ilik Negara, berdasarkar. Undarc —
Undarc rerber doh?.rca** Aarara bagian X Pasal *5  dar. e barar./r —
barar.s; assot yarg mcr.ja™i rr.ilik Ne—~ara atau kc’—ayaar Negara. tidak -
dapat dilakukan Foryitaan ;e e ———
————————— J.'onirr.bar bahwa berdasarkan uraian terscb'.t diatas noka
petitan ¢ruwatan TcrM'—u.MatvOirt KQ 4 dan 5 menurut Majalis

tidak bortalaisan menurut. Hukum, karena itu haruslah ditolak ;

————— "cnm bonr, barpv/a berdasarkan pertir'bar—:~an—pcrtir.ban”or ter -
sebut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karera rong.—“u“cit hanya

m>mr—u iLioc<abiilvt ikcMii sghkae» i>N dari cMujatannya., maka sudah seran tasnya -—

tusatan Por/ssugat dikabulkan untuk sobelian dan menyatakan menolak -

selain dan selebihnya : - ——— =
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jlghukui* Tergugat | dan Torgugat 11 aocara tanggung
renteng untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat
sejumlah VSj2 1*b96»¢,52*— ( Satu juta enaa rat*3 sembilan —

puluh. enam rxbu onoi ratus lima puluh dua ~#llar Amorlka -

4+« Moi“hukua torgugat | dan Tergugat |1 untuk membayar —

seluruk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar —

Rp. 140.c00; - ( seratus empat puluh ribu rupiah ) -
5* Menelak gasakan Pen/rjarugat ’solain dan selebihnya ; ————-—

————— Howikiaiilak di putuskan dalam rapat permusyawaratan————
Majelis Hakim pada hari SBNTN. tanggal 14 Pobruari 2000, —

eleh karti ABBUI» 2ACHIM, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu
sebarai Ketua Hajalis, SUttAItDI, S.E. dan ACH. FAVZI, S.E, -

masing—masing sebagai Eakim An~geta, dan putusan ini dlucapkan -

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, 1 A H , tanggal
W AL S»
15 April 2000, eleh Majelis Hakim yang sama, dongan di bantu -
Uinvi i

el ah  SJKJtAfJI SAWEJA, Panitera Pengganti Pongadilan flogeri -

Palu, dihadiri eleh tuasa Pooggugat» tanpa dihadiri eleh Kuasa -

IAKIM  AFIGGOOU, KEEIFA,
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u ™gmperiiat 11:on pG.3c.l-pc.G21 d.?.n peraturan --——--

peraturan atau ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan ; —

Oii GADILII
1* - Mencabulkan srusratan Frovisi untuk sebagian ;
2* m Mfiflliflrifltehk?/; kepaia Tergugat 11 untuk membuat dan menanda
tancrani .Berita Acara Serah Terima A.ssct-kSS&”"> F © ~

yang ada ¢a lokasi IPKH ( Industri Pengolahan K?ya Hv.iu-, ) -

*

Ton do kepada Pensrgugat

meninggalkan lokasi IPKH -

3* - Memerintahkon kepada Tergugat |1
Tendo , dan menyerahkar kembali kepada Penggugat dalam waktu
(dolanr/)) liari.,, sotolah putusan ini diucapkan  -——mmmmmmmmmeen
4* Tidak diindolikanrya putusan ini, Torgugat Il dikenakan wuanfi: -

Paksa ( IDwangsom ) sebesar Rp. 5*000.000,- ( Lima juta -

Rupiah ) perhari ;

untuk mengambil alih Penguasaan

5. - Memerintahkan kepada Penggugat
lokasi IPKH ( Industri Pengolahan Kayu Hiilur ) Tondo - Palu ;
e e — Kenolak giwwtari Frovisi selebilinya j -

T)ALAM  SKSEP3I ;

Menolak Eksepsi Tergugat | dor. Tergugat 11 ur;tuk i
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JumTah Rp. 140.000,-
: .

' : -
( Seratus empat puluh ribu rupiah ) , -

Putusen ini belum memgeroleh kekuatan Hukum yeng totap karena dinyata—
kan Bending oleh 'I‘E;I‘gugat I pada tanggal 02 Agustus 2000, sesuai Akdd~
rernyataan permohomen Banding REG. Hoe. 02/FDT.G/2000/mi.PALU.
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